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Judul EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI PARATE EKSEKUSI OBYEK 

HAK TANGGUNGAN MENURUT PASAL 6 UNDANG- 
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK 
TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA 
YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Halimatu Sadiah 
Magister Kenotariatan

Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan atas tanah yang kuat, salah satu cirinya 
adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusi. Di antara pilihan eksekusi yang 
disediakan oleh Undang-Undang Hak Tanggungan, secara teori yang paling ideal bagi 
kreditor pemegang Hak Tanggungan adalah pelaksanaan Parate Eksekusi, karena dari 
segi waktu maupun biaya lebih cepat dan lebih murah dibandingkan pelaksanaan 
eksekusi lainnya. Akan tetapi dalam perkembangannya Pelaksanaan dari Parate 
Eksekusi tersebut tidak beijalan sebagaimana yang diharapkan. Pokok permasalahan 
yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah bagaimanakah efekdfitas Parate 
Eksekusi obyek Hak Tanggungan menurut Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan? 
dan apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Parate Eksekusi obyek Hak 
Tanggungan menurut Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan? Penelitian ini 
merupakan penelitian hukum normatif, data yang digunakan data sekunder melalui 
bahan pustaka berupa studi dokumen, dimana tipologi dalam penelitian ini bersifat 
eksplanatoris yang bertujuan menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam mengenai 
implementasi eksekusi Hak Tanggungan yang terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang 
Hak Tanggungan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
implementasi dari Parate Eksekusi tersebut baru mulai efektif pada satu/dua tahun 
terakhir, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan Parate Eksekusi dapat 
dikatakan belum beijalan efektif, salah satu penyebabnya, yaitu terdapat Surat Edaran 
Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor: SE-23/PN/2000, berdasarkan 
Surat Edaran tersebut banyak sekali permohonan lelang Parate Eksekusi yang ditolak 
karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tidak “berani” untuk 
melakukan lelang Parate Eksekusi. Menurut hemat penulis keefektifan pelaksanaan 
Parate Eksekusi ditentukan dari ketegasan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang (KPKNL) untuk melaksanakan Parate Eksekusi.
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Parate Eksekusi
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EXECUTION OVER THE OBJECT OF INDONESIAN 
MORTGAGE (HAK TANGGUNGAN/”HT”) RIGHT
ACCORDING TO ARTICLE 6 OF LAW NUMBER 4 OF THE 
YEAR 1996 REGARDING HT OVER LAND TOGETHER WITH 
GOODS RELATED TO LAND

HT as sound security institution over land, one of its characteristics is simple and certain 
in the implementation of its execution. Among the choices of execution provided for by 
the HT Law, theoretically, the most ideal one for the creditor as the holder of HT is the 
implementation of Parate Execution, because from the point of view of time and cost, it 
is faster and cheaper compared to the implementation of other executions. However, in 
its development, the implementation of Parate Execution does not proceed as expected. 
The main issue raised by the writer in this research is how is the effectiveness of Parate 
Execution over the object of HT according to Article 6 of the HT Law? And what are the 
obstacles in the implementation of Parate Execution over the object of HT according to 
Article 6 of the HT Law? This research constitutes a normative law research, the data 
being used are secondary data by means of literatures in the form of documentary study, 
in which the typology of this research is explanatory in nature with the objective o f 
describing or elucidating more profoundly regarding the implementation of execution o f 
HT contained in Article 6 of the HT Law. From the result of research being conducted 
can be concluded that the implementation of Parate Execution has been starting to be 
effective in the last one/two years, whereas in the previous years, the implementation o f 
Parate Execution can be said of not had yet worked effectively, one of the causes is the 
presence of Circular Letter of the Director General of State Receivables and Public Sale 
Number: SE-23/PN/2000, based on such Circular Letter, there were a lot of petitions for 
Parate Execution which were rejected because the Service Office of State Assets and 
Public Sale (KPKNL) did not “dare” to perform Parate Execution public sale. 
According to the opinion of the writer, the effectiveness of implementation of Parate 
Execution is determined from the determination of the Service Office of State Assets and 
Public Sale (KPKNL) to perform Parate Execution.

Key Word:
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BABI

PENDAHULUAN

A. L atar Belakang Masalah

Arah kebijakan pembangunan di bidang ekonomi sesuai dengan Garis-Garis 

Besar Haluan Negara adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan 

landasan yang kukuh bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan yang diprioritaskan 

berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Pembangunan perekonomiaan di Indonesia 

sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945.1

Salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan di bidang 

ekonomi adalah dana yang cukup besar untuk menunjang kegiatan pembangunan, 

akan tetapi adakalanya baik itu orang-perorangan maupun suatu badan hukum tidak 

memiliki uang yang cukup untuk membiayai keperluan atau kegiatannya. Untuk 

mengatasi hal tersebut dilakukan pinjaman uang dari pihak lain melalui proses kredit 

yang biasanya diberikan oleh lembaga pembiayaan, seperti perbankan. Peminjaman

'Indonesia, Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang 
Berkaitan Dengan Tanah, UU No. 4 Tahun 1996, LN No. 42 Tahun 1996, TLN No. 3632, penjelasan 
umum, (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Tanggungan)
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dana melalui bank merupakan alternatif yang paling iim iim ; karena bank m am iliV i 

• fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan sekaligus sebagai penyalur 

dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Pada dasarnya pemberian kredit dilakukan atas dasar kepercayaan di antara 

kedua belah pihak, yaitu pihak yang memberikan pinjaman (kreditor) dan pihak yang 

memperoleh pinjaman (debitor). Tanpa adanya kepercayaan tersebut, kreditor tidak 

akan memberikan fasilitas kreditnya. Hal ini sejalan dengan pengertian dari defenisi 

kredit yang berasal bahasa Yunani yaitu credere yang berarti kepercayaan. Definisi 

lain dari kredit yang diberikan dalam Undang-Undang Perbankan, yaitu:

Utang atau Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atas kesepakatan 
pinjam m em injam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 
pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu 
tertentu dengan pemberian bunga.2

Seiring dengan perkembangan, untuk menambah keyakinan dari kreditor 

bahwa debitor akan mengembalikan pinjamannya, diperlukan suatu jaminan agar 

dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan dan juga 

sebagai upaya untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan di kemudian hari. 

Secara garis besar jaminan terbagi atas dua jenis, yaitu jaminan umum dan jaminan

2Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
Tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 13 Tahun 1998, TLN No. 3833, ps. 1 angka 11. 
(untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan)
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khusus. Jaminan umum merupakan pelaksanaan dari ketentuan undang-undang, 

sedangkan jaminan khusus merupakan jaminan yang lahir karena perjanjian tertentu.

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa;

Segala kebendaan si berutang, baik yang berupa benda bergerak 
maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan 
ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan 
perseorangan.3

Jaminan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut diberikan kepada setiap 

kreditor, karenanya disebut sebagai jaminan umum.4 Jaminan umum merupakan 

jaminan yang berlaku otomatis tanpa dipeijanjikan terlebih dahulu oleh para pihak. 

Oleh karena itu dengan adanya Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

maka demi hukum teijadilah pemberian jaminan oleh debitor berupa segala 

kekayaannya kepada setiap kreditor.

Pada jaminan umum terdapat kelemahan, yaitu tidak menjamin kreditor 

mendapatkan pengembalian jumlah piutang secara penuh, karena semua kreditor 

mempunyai kedudukan yang sama dalam hal mengambil pelunasan piutang dan 

tidak ada yang diutamakan (kreditor konkuren). Jika harta kekayaan dari debitor 

lebih banyak dari-pada jumlah utang maka ini tidak akan menimbulkan masalah,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata /Burgerlijk Wetboek], diteijemahkan oleh R. Subekti 
dan R. Tjitrosudibio, Cet 28, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), ps. 1131. (untuk selanjutnya disebut 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Satrio, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 
1993), hal. 5. (untuk selanjutnya disebut Satrio I)
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akan tetapi yang sering terjadi yaitu kebalikannya dimana jumlah utang lebih banyak 

dan-pada harta kekayaan. Pada kondisi yang demikian, kreditor akan mendapatkan 

pembayaran piutang secara proposional sesuai dengan nilai dari tagihannya. Hal ini 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. Namun pada kalimat terakhir dari Pasal 1132 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata tersebut memberikan indikasi lain tentang adanya kreditor-kreditor 

yang dapat didahulukan apabila terdapat alasan-alasan tertentu.5 Kalimat terakhir 

tersebut juga menunjukkan bahwa atas asas persamaan kedudukan antar kreditor 

yang diberikan oleh jaminan umum dapat dikecualikan dengan adanya hak-hak yang 

didahulukan. Hak mendahului tersebut terjadi dalam hal kreditor memperjanjikan 

jaminan khusus, yang memberikan kedudukan lebih baik dibandingkan kreditor lain6 

dalam rangka pelunasan piutangnya.7 Dengan demikian hal tersebut dapat mengatasi 

kelemahan dari jaminan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1131 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata.

Jaminan khusus terdiri dari dua macam, yaitu jaminan perorangan dan jaminan 

kebendaan. Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara kreditor dengan pihak

5Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan Azaz-Azaz Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah 
Yang Di Hadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan) (Bandung: 
Alumni, 1999), hal. 8.

6Kreditor lain yang dimaksud adalah kreditor yang telah memperoleh jaminan secara umum 
sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

7Satrio I, op. cit., hal. 9.
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ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitor.8 Wujud dari 

jaminan ini berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh orang tertentu 

(pihak ketiga) untuk membayar atau memenuhi prestasi jika debitor cidera janji. 

Jaminan perorangan yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut 

penanggungan, tunduk pada ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam buku III 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tepatnya di Pasal 1820-1850.

Pada jaminan perorangan, tuntutan untuk memenuhi pelunasan utang yang 

dijamin hanya dapat dilakukan secara pribadi oleh kreditor dengan penanggungnya, 

dimana tuntutan tersebut tidak diberikan kedudukan istimewa terhadap tuntutan- 

tuntutan kreditor lainnya dari si penanggung.9 Selain itu keberadaan jaminan 

perorangan biasanya ditopang dengan jaminan kebendaan, sehingga pada praktek 

jaminan perorangan ini jarang digunakan.

Jaminan kebendaan adalah jaminan berupa benda tertentu yang merupakan 

bagian dari harta kekayaan yang telah dipisahkan untuk menjamin pemenuhan 

prestasi jika debitor cidera janji. Pada jaminan kebendaan, penjaminan diletakan atas 

suatu benda tertentu yang jika debitor cidera janji dengan melalui prosedur hukum 

yang berlaku dapat dipergunakan sebagai sarana pembayaran untuk melunasi »tang  

debitor. Pemberian jaminan kebendaan berupa pemisahan suatu bagian kekayaan 

pemberi jaminan dan menyediakannya guna pemenuhan kewajiban dari debitor, oleh

8Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Cet V, 
(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 15. (untuk selanjutnya Subekti I)

9Ib id , hal. 17.
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karena itu pemberian jaminan kebendaan kepada kreditor tertentu memberikan suatu 

kedudukan istemewa terhadap para kreditor lainnya.10

Pada praktek dalam pemberian kredit oleh bank dengan jumlah cukup tinggi, 

jaminan yang banyak dipergunakan adalah jaminan kebendaan berupa tanah. 

Penggunaan tanah sebagai jaminan didasarkan dengan pertimbangan bahwa tanah 

merupakan jaminan yang paling aman dan mempunyai nilai ekonomis yang cukup 

tinggi.

Sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang 

Pokok Agraria) pada tanggal 24 September 1960, menghapuskan dualisme dan 

menciptakan unifikasi di bidang Hukum Tanah Nasional. Dimana lembaga jaminan 

atas tanah berupa Hipotik dan Creaietsverband digantikan dengan lembaga jaminan 

baru yang bernama Hak Tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 

Undang-Undang Pokok Agraria. Akan tetapi pada saat itu hanya terbentuk lembaga 

saja, sedangkan ketentuan-ketentuan sebagai perangkat hukum tentang Hak 

Tanggungan belum terbentuk. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 57 Undang- 

Undang Pokok Agraria, pada masa transisi tersebut masih berlaku kententuan 

mengenai Hipotik dan Credietsverband.

Setelah menunggu lama, pada tanggal 9 April 1996 maka terbentuk Undang- 

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-

Efektivitas implementasi..., Halimatu Sadiah, FH UI, 2008



Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (untuk selanjutnya disebut dengan Undang- 

Undang Hak Tanggungan). Berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan ini 

menuntaskan unifikasi Hukum Tanah Nasional dengan tercipta kesatuan hukum dari 

lembaga yang mengatur hak jaminan atas tanah, karena Hak Tanggungan merupakan 

satu-satunya lembaga bagi debitor yang menyerahkan jaminan berupa tanah. Hak 

Tanggungan ini dibebankan pada Hak Atas Tanah berikut ataupun tidak berikut 

benda-benda lain yang merupakan satu-kesatuan dengan tanah tersebut untuk suatu 

pelunasan piutang tertentu yang memberikan kedudukan istimewa kepada 

pemegangnya terhadap kreditor lain.

Latar belakang terbentuknya Undang-Undang Hak Tanggungan selain 

melaksanakan amanat dari Undang-Undang Pokok Agraria, juga untuk memenuhi 

tuntutan pembangunan. Dengan meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik 

berat pada bidang ekonomi, memerlukan penyediaan dana yang cukup besar, 

sehingga dibutuhkan lembaga jaminan yang lebih kuat dan mampu menciptakan 

kepastian hukum bagi para pihak.11

Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan atas tanah yang kuat, salah satu 

cirinya adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusi. Ciri tersebut diberikan 

dalam rangka menjamin kepastian hukum kepada kreditor untuk mengamankan 

pengembalian piutangnya. Hal ini sejalan dengan salah satu kategori dari jaminan 

yang baik (ideal) yang diberikan oleh Prof. R. Subekti, S.H. yaitu dimana dengan

"Arie S. Hutagalung, Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan ekonomi (Suatu Kumpulan 
Karangan), Cet. II, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hal. 242.
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adanya j aminan memberikan kepastian kepada kreditor dalam arti bahwa barang 

jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, maksudnya bila perlu dapat mudah 

diuangkan untuk melunasi utang dari debitor.12

Kemudahan yang disediakan oleh Undang-Undang Hak Tanggungan bagi para 

kreditor pemegang Hak Tanggungan manakala debitor wansprestasi, yaitu eksekusi 

atas obyek Hak Tanggungan yang dapat dilakukan dengan tiga pilihan cara, sebagai 

berikut:13

1. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak 

Tanggungan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak 

Tanggungan.

2. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan, sebagaimana 

yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan.

3- Penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan.

Ketiga eksekusi di atas masing-masing memiliki perbedaan dalam hal prosedur 

pelaksanaan.

Pelaksanaan eksekusi yang dimaksud pada Pasal 6 Undang-Undang Hak 

Tanggungan adalah apabila debitor wanprestasi, maka pemegang Hak Tanggungan 

pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan 

sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangannya. Dengan

I2Subekti I, op. cit., hal. 19.

13Undang-Undang Hak Tanggungan, op. cit., ps. 20.
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kata lain apabila debitor wanprestasi, kreditor langsung dapat melakukan eksekusi 

dengan meminta bantuan kepada kantor lelang untuk menjual lelang barang jaminan 

tersebut, tanpa perlu penetapan dari Ketua Pengadilan dan tanpa sita jaminan terlebih 

dahulu. Proses ini dinamakan parate eksekusi, yang sebagaimana dikemukakan oleh 

doktrin, kewenangan menjual sendiri yang diartikan bahwa jika debitor wanprestasi 

kreditor dapat melaksanakan eksekusi obyek jaminan, tanpa harus minta fiat dari 

Ketua Pengadilan, tanpa harus mengikuti aturan main dalam hukum acara untuk itu 

ada aturan mainnya sendiri, tidak perlu ada sita lebih dahulu, karena itu prosedurnya 

lebih mudah dan biaya lebih murah.14

Berbeda dengan proses pelaksanaan eksekusi titel eksekutorial yafig dimaksud 

dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan, dimana pelaksanaannya 

memerlukan penetapan dari Ketua Pengadilan dan sita jaminan, sesuai dengan tata 

cara Hukum Acara Perdata yang terdapat pada Pasal 224 Het Herziene Indonesich 

Reglement dan Pasal 258 Reglement Buitengewesten. Sedangkan pelaksanaan 

eksekusi berdasarkan penjualan di bawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan 

antara debitor dan kreditor dengan cara dipeijanjikan terlebih dahulu H an harus 

memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya, hal ini dilakukan apabila harga yang 

tercipta lebih tinggi dan mengutungkan kedua belah pihak.15

Agraria. P M

J_ _
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Dapat disimpulkan di antara pilihan dari pelaksanaan eksekusi sebagaimana 

tersebut di atas, yang paling mengutungkan bagi kreditor pemegang Hak 

Tanggungan adalah pelaksanaan parate eksekusi yang terdapat pada Pasal 6 Undang- 

Undang Hak Tanggungan. Hal ini disebabkan karena dari segi waktu maupun biaya 

lebih cepat dan lebih murah dibandingkan pelaksanaan eksekusi lainnya.

Pelaksanaan parate eksekusi pada obyek Hak Tanggungan mengadopsi dari 

ketentuan Pasal 1178 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada 

prinsipnya sama yaitu memberikan kesempatan kepada kreditor pemegang Hipotik 

pertama untuk menjual obyek jaminan atas kekuasaan sendiri, apabila debitor 

wanspretasi. Hanya saja pada ketentuan Pasal 1178 ayat (2) Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata kewenangan tersebut harus diperjanjikan sebelumnya, sedangkan 

pada Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan sudah dengan sendirinya menjadi 

bagian dan Hak Tanggungan dan otomatis diberikan oleh undang-undang.16

Secara teoritis parate eksekusi merupakan suatu cara eksekusi yang paling ideal 

dan menjanjikan bagi para kreditor pemegang Hak Tanggungan. Akan tetapi pada 

praktek para kreditor pemegang Hak Tanggungan lebih cenderung memilih cara 

eksekusi titel eksekutorial dibandingkan dengan parate eksekusi, yang notabennya 

memberikan banyak sekali keuntungan dan kemudahan bagi kreditor pemegang Hak 

Tanggungan. Hal ini disebabkan karena masih banyak penolakan yang dilakukan 

°leh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (untuk selanjutnya disebut

Citra Aditif3«'?’ f^u ûm Jnminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku 1 (Bandung: PT. 
akti, 1997), hal. 216-220. (untuk selanjutnya disebut Satrio III)
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KPKNL) atas permohonan eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan yang 

diajukan oleh kreditor pemegang Hak Tanggungan, walaupun peraturan 

perundangan-undangan memperbolehkan hal tersebut17 Dengan demikian pada 

prakteknya parate eksekusi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang 

diharapkan.18

Berdasarkan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penulis ingin mengkaji 

bagaimanakah implementasi dari parate eksekusi. Dengan judul penelitian 

“EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI PARATE EKSEKUSI OBYEK HAK 

TANGGUNGAN MENURUT PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 

TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA 

BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH”.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun yang ingin 

penulis rumuskan sebagai permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaim anakah implementasi eksekusi Hak Tanggungan yang terdapat 

pada Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan.

Berdasarkan hal tersebut, maka pokok permasalahan yang diangkat penulis 

dalam penelitian ini, yaitu:

,7Munir Fuady, Hukum Bisnis Teori Dan Praktek Buku Kedua, Cet I, (Bandung: PT. Citra 
Aditya Bakti), hal. 63.

18Herowati Poesoko, Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan 
Kesesatan Penalaran dalam UUHI), Cet I, (Yogyakarta: LaksBang PresSindo), hal. 6.
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1. Bagaimanakah efektifitas parate eksekusi obyek Hak Tanggungan menurut Pasal

6 Undang-Undang Hak Tanggungan?

2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan parate eksekusi obyek Hak 

Tanggungan menurut Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk

mendapatkan data sekunder, melalui bahan pustaka19 berupa studi dokumen.

Data sekunder yang digunakan, berupa bahan hukum primer yaitu bahan-bahan

hukum yang mengikat20 meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan permasalahan di bidang Hak Tanggungan yang menjadi landasan

hukum dan penelitian ini. Selain itu melalui bahan hukum sekunder yaitu bahan
* 21hukum yang memberikan kejelasan mengenai bahan-bahan hukum primer meliputi 

buku-buku, makalah, laporan penelitian ilmiah dan majalah ilmiah mengenai Hak 

Tanggungan, khususnya eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi landasan teori dari 

penelitian ini. Serta yang terakhir adalah bahan hukum tersier yaitu bahan yang 

memberikan petunjuk maupun kejelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan

19Soer3ono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. III, (Jakarta: Badan Penerbit Universitas 
Indonesia, 1986), hal. 51.

20Ibid., hal. 52.
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sekunder22 berupa kamus untuk memperoleh definisi-definisi istilah yang berkaitan 

dengan penelitian ini.

Dalam penelitian hukum ini dilakukan proses wawancara untuk mendukung 

data sekunder yang ada. Wawancara dilakukan kepada narasumber yang 

berkompeten dihidangnya terkait dengan penelitian ini, yaitu pejabat KPKNL dan 

kreditor pemegang Hak Tanggungan yang diwakili oleh Balai Lelang Swasta.

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan, penulisan dalam 

penelitian ini yang dilihat dari sudut sifatnya, mengunakan tipologi penelitian 

eksplanatoris yang bertujuan menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam 

mengenai implementasi eksekusi Hak Tanggungan yang terdapat dalam Pasal 6 

Undang-Undang Hak Tanggungan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian 

ini adalah metode pendekalan kualitatif. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan 

gambaran mengenai hasil dari penelitian dengan memberikan penjelasan mengenai 

implementasi eksekusi Hak Tanggungan yang terdapat dalam Pasal 6 Undang- 

Undang Hak Tanggungan.
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D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi atas 3 bab yang isinya 

meliputi, Bab I. Pendahuluan, Bab U. Pembahasan, dan Bab m . Penutup. Berikut 

akan diuraikan mengenai isi dari penelitian tersebut.

Bab I. Pendahuluan:

Pada bab satu penulis mengutarakan apa yang menjadi latar belakang penulis 

memilih penelitian ini, pokok permasalahan dari penelitian, metode yang digunakan 

dalam penelitian dan sistematika penulisannya.

Bab n. Pembahasan:

Pada bab dua penulis mengutarakan penjabaran teori mengenai Hak Tanggungan, 

eksekusi Hak Tanggungan secara umum, pengertian eksekusi, parate eksekusi, 

analisa mengenai efektifitas implementasi parate eksekusi obyek Hak Tanggungan 

menurut Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan dan hambatan-hambatan yang 

terdapat dalam pelaksanaan parate eksekusi obyek Hak Tanggungan menurut Pasal 6 

Undang-Undang Hak Tanggungan.

Bab III. Penutup:

Pada bab tiga penulis mengutarakan kesimpulan akhir yang menjadi jawaban dari 

permasalahan penelitian ini disertai dengan saran-saran yang dianggap perlu dan 

berkaitan dengan hasil analisa permasalahan pada penelitian ini serta diharapkan 

berguna di dalam praktek.
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BAB n

PEMBAHASAN

A. Teori Umum Hak Tanggungan

1. Pengertian Hak Tanggungan

Sejak diundangkannya Undang-Undang Hak Tanggungan, maka 

tuntaslah unifikasi Hukum Tanah Nasional yang merupakan tujuan utama 

dari Undang-Undang Pokok Agraria. Hak Tanggungan menjadi satu- 

satunya lembaga jaminan atas tanah, karena ketentuan yang b e rla k u  

se b e lu m  itu  y a itu  H ipo tik  dan Creditverband sepanjang mengenai 

pembebanan Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak 

berlaku lagi.

Hak jaminan atas tanah adalah hak penguasaan yang secara khusus 

diberikan kepada kreditor, yang memberikan wewenang kepada pemegangnya 

untuk mengeksekusi tanah yang menjadi jaminan piutang, jika debitor 

wanspretasi.

23Harsono, op. cit., hal. 56-57.
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Undang-Undang Hak Tanggungan memberikan pengertian Hak 

Tanggungan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Hak Tanggungan adalah:

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang  
berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak 
Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada Hak Atas 
Tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan D asar P okok-P okok  
Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang 
merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang 
tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada 
kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Berdasarkan rumusan pengertian  te rsebu t di a tas, te rm u a t

25unsur-unsur Hak Tanggungan meliputi:

a. Hak Tanggungan adalah hak jam inan  untuk  pelunasan utang.

b. Obyek Hak Tanggungan adalah Hak Atas Tanah sesuai dengan Undang- 

Undang Pokok Agraria.

c. Hak Tanggungan dapat dibebankan atas Hak Atas Tanah berikut atau tidak 

berikut benda-benda lain yang m erupakan satu kesatuan dengan
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tanah itu.

d. Utang yang dijamin harus suatu utang tertentu.

e. M em berikan kedudukan yang diutamakan kepada k red ito r

te rten tu  terhadap kreditor-kreditor lain dalam memperoleh 

pelunasan atas piutangnya.

2. Sifat Dan Ciri Hak Tanggungan

Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan atas tanah yang kuat dan  

m am pu memberikan kepastian hukum bagi para pihak, mempunyai 

dengan ciri-ciri sebagai berikut:26

a. M emberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului

kepada pemegangnya (kreditor tertentu).

D ari defin isi mengenai Hak Tanggungan sebagaim ana 

dikem ukakan di atas, diketahui bahwa Hak Tanggungan

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor terhadap kreditor

kreditor lain. Yang dimaksud dengan "kedudukan yang diutamakan 

kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain”, dapat dijumpai 

dalam Penjelasan Umum angka 4 Undang-Undang Hak Tanggungan, yaitu;
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...Bahwa jika debitor cidera janji, maka kreditor pemegang Hak 
Tanggungan berhak menjual tanah yang dijadikan ja m in a n  
m elalui pelelangan umum, menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahulu dari 
pada kreditor-kreditor yang lain... ,27

Ciri ini dalam ilmu hukum dikenal pula sebagai dengan istilah droit de 

p re fe re n c e .

b. S e la lu  m e n g ik u ti o b y ek  yang  d ija m in k a n  di ta n g a n  siapa 

pun obyek itu berada.

Ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan menyatakan bahwa Hak 

Tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapa pun obyek 

tersebut berada28, sehingga Hak Tanggungan tidak akan berakhir sekalipun 

obyek Hak Tanggungan itu beralih kepada pihak lain oleh sebab apa pun 

juga. Asas yang disebut droit de suite memberikan kepastian kepada kreditor 

mengenai haknya untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan atas 

tanah (penguasaan fisik) atau Hak Atas Tanah (penguasaan yuridis), yang 

menjadi obyek Hak Tanggungan bila debitor Nvanprcstasi, sekalipun tanah 

atau Hak Atas Tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan itu dijual

27Ibid, penjelasan umum angka 4.

2*Ibid, ps. 7.
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oleh pemiliknya (pemberi Hak Tanggungan) kepada pihak ketiga.29

c. Memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas, sehingga dapat mengikat 

pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang 

berkepentingan.

Asas spesialitas diaplikasikan dengan cara pembuatan Akta Pemberian Hak 

Tanggungan (untuk selanjutnya APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(untuk selanjutnya PPAT). Sedangkan asas publisitas diterapkan pada  

saat pendaftaran pemberian Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan. 

Pendaftaran tersebut merupakan syarat mutlak nntnlc lahirnya Hak 

Tanggungan tersebut dan mengikatnya Hak Tanggungan terhadap 

pihak ketiga.30

d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Keistimewaan lain dari Hak Tanggungan yaitu bahwa Hak 

Tanggungan merupakan hak jaminan atas tanah yang mudah dan 

pasti pelaksanaan eksekusinya. Apabila debitor wanprestasi tidak perlu 

ditempuh cara gugatan perdata biasa yang memakan waktu dan biaya. Bagi 

kreditor pemegang Hak Tanggungan disediakan cara-cara khusus, 

sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Hak 

Tanggungan.
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Menurut Prof. Ny. Arie S. Hutagalung, S.H., MLI. dengan ciri-ciri 

tersebut di atas, maka diharapkan sektor perbankan yang mempunyai 

pangsa kredit yang paling besar dapat terlindung dalam m enyalurkan 

dana kepada masyarakat dan secara tidak langsung dapat m enciptakan 

iklim yang kondusif dan lebih sehat dalam pertumbuhan dan 

perkembangan perekonomian.31

Di sam ping m em ilik i em pat c ir i di a tas Hak Tanggungan juga 

mempunyai beberapa sifat, seperti:

a. Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi.

Maksud dari Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi, yaitu Hak 

Tanggungan membebani secara utuh obyeknya dan setiap bagian dari

padanya« P e l u n a s a n  s e b a g i a n  utang yang d ijam in  tid ak

, • d a ri beb an  Hak Tanggungan,m em bebaskan  seb ag ian  obyek  a a n

TI , ^  , onnli„tan tetan membebani seluruh obyek untukHak Tanggungan yang bersangkutan t p

.  • 33sisa utang yang belum dilunasi.

Akan tetapi dengan berkem bangannya kebutuhan akan perumahan, 

ketentuan tersebut ternyata m enim bulkan permasalahan, yaitu dalam hal

, „ , . , Tnnah Dalam Kegiatan Ekonomi (Suatu KumpulanArie S. Hutagalung, S«'ba Tanah u  J Indonesi 2002) ha] 255
Karangan), Cet. II, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum umverb , ,,

32Undang-Undang Hak Tanggungan, op. cit., penjelasan ps. 2 ay ( )

33Harsono, op. cit., hal. 420.
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suatu proyek perumahan atau rumah susun ingin diadakan pemisahan. 

Apabila tanahnya dibebankan Hak Tanggungan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang Hak Tanggungan akan menyulitkan penjualan rumah atau 

satuan rumah susun yang telah dibangun tersebut

Oleh karenanya untuk mengatasi permasalahan, maka ketentuan Pasal 2 

ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan membuka kesempatan untuk 

menyimpangi sifat tersebut, jika Hak Tanggungan dibebankan pada 

beberapa Hak Atas Tanah dan pelunasan utang yang dijamin dilakukan 

dengan angsuran sebesar nilai masing-masing Hak Atas Tanah yang 

merupakan bagian dari obyek Hak Tanggungan yang akan dibebaskan dari 

Hak Tanggungan tersebut. Dengan dem ikian Hak Tanggungan 

hanya akan membebani sisa obyek untuk sisa utang yang belum dilunasi. 

Agar hal ini dapat berlaku, maka harus dipeijanjikan dalam APHT.34

b. Hak Tanggungan merupakan perjanjian accessoir. 

Hak Tanggungan diberikan untuk menjamin pelunasan utang debitor kepada 

kreditor, oleh karena itu Hak Tanggungan merupakan peijanjian accessoir 

pada suatu peijanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang-piutang 

sebagai peijanjian pokok. Kelahiran, eksistensi, peralihan, eksekusi, 

berakhir dan hapus suatu Hak Tanggungan dengan sendirinya ditentukan 

oleh peralihan dan hapusnya piutang yang dijamin pelunasannya.
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Tanpa ada suatu piutang tertentu yang secara tegas dijamin pelunasannya, maka 

menurut hukum tidak akan ada Hak Tanggungan.

3. Obyek Hak Tanggungan

Untuk dapat dibebani hak jaminan atas tanah, maka obyek H ak 

Tanggungan yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat sebagai

berikut:36

a. Dapat dinilai dengan uang.

b. Dapat dipindah-tangankan.

c. Termasuk hak yang didaftarkan.

d. Memerlukan penunjukan khusus oleh undang undang

Di dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Hak Tanggungan ditegaskan

bahwa syarat dari obyek Hak Tanggungan harus dapat dipindah-tangankan dan

, _lflou u.;,«; Hak Atas Tanah sebagai obyek Hakdidaftarkan, merupakan unsur mutlak L

Tanggungan.

Pada awalnya hanya terdapat tiga jenis hak yang ditunjuk oleh Pasal 51 

Undang-Undang Pokok Agraria sebagai obyek Hak Tanggungan, yaitu Hak 

Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan. Selanjutnya terjad i 

penambahan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang

35Harsono, op. cit., hal. 423.

36ibicL,i«A. *25.
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Rumah Susun (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Rumah 

Susun) yang memberikan pengaturan dalam Pasal 12 dan 13 Undang-Undang 

Rumah Susun mengenai benda-benda yang dapat dibebani oleh Hak 

Tanggungan, yaitu rumah susun berikut tanah hak bersama (Hak Milik, Hak 

Guna Bangunan, Hak Pakai) tempat bangunan itu berdiri serta benda lainnya 

yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah 

Susun. Pembebanan Hak Tanggungan atas rumah susun dan Hak Milik Atas 

Satuan Rumah Susun juga ditegaskan kembali dalam Pasal 27 Undang-Undang 

Hak Tanggungan. Terakhir dengan lahirnya Undang-Undang Hak Tanggungan, 

obyek yang dapat dibebani Hak Tanggungan diperluas lagi dengan menunjuk 

Hak Pakai Atas Tanah Negara yang memenuhi syarat wajib didaftar dan 

menurut sifatnya dapat dipindah-tangankan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa obyek dari Hak 

Tanggungan, yaitu:

a. Hak Milik.

b. Hak Guna Usaha.

c. Hak Guna Bangunan. .

d. Rumah susun di atas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai 

yang berikan oleh Negara.

e. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

f. Hak Pakai Atas Tanah Negara yang menurut ketentuan wajib didaftar 

dan dapat dipindah-tangankan.
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Pembebanan Hak Tanggungan dapat dilaksanakan pula pada Hak Atas 

Tanah berikut benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, berupa bangunan, 

tanaman dan hasil karya. Adanya ketentuan tersebut bukan berarti kita 

menyampingkan asas pemisahan horizontal yang dianut oleh Hukum Tanah 

Nasional, oleh sebab itu setiap perbuatan hukum mengenai Hak Atas Tanah tidak 

dengan sendirinya meliputi benda-benda tersebut, ada ketentuan yang harus 

dipenuhi, yaitu sepanjang benda-benda tersebut merupakan satu kesatuan dengan 

obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan dan keikut-sertaannya sebagai 

jaminan harus dinyatakan tegas di dalam APHT.37

Selain itu Undang-Undang Hak Tanggungan memberikan kesempatan 

untuk tanah bekas Hak Milik Adat yang belum bersertipikat dapat pula ditunjuk 

sebagai obyek Hak Tanggungan, dengan syarat bahwa hak yang bersangkutan 

telah memenuhi syarat untuk didaftarkan dalam pem berian Hak Tanggungan 

tersebut dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran Hak Atas

38Tanah yang bersangkutan.

4. Subyek Hak Tanggungan

Subyek dari Hak Tanggungan terdiri dari pemberi dan pemegang dari Hak 

Tanggungan. Yang dapat memberikan Hak Tanggungan yaitu peseorangan dan

37lbid., hal. 428.
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badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum 

terhadap benda yang dijadikan obyek Hak Tanggungan.39

Dalam hal ini pemberi Hak Tanggungan harus memenuhi syarat sebagai 

pemegang Hak Atas Tanah yang dijadikan obyek Hak Tanggungan dan harus 

mempunyai hubungan konkrit dengan obyek Hak Tanggungan. Pada umumnya 

Hak Tanggungan diberikan oleh debitor sendiri, tetapi dimungkinkan juga pihak 

lain, dalam hal adanya pihak ketiga yang menjamin utang debitor, 

dengan syarat pihak ketiga tersebut ikut menanda-tangani APHT.

Kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk melakukan perbuatan hukum 

atas obyek Hak Tanggungan itu harus ada dan terbukti keabsahannya pada saat 

pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan, yaitu pada tanggal dibuatkan buku 

tanah Hak Tanggungan yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan lahirnya Hak 

Tanggungan adalah saat didaftarkan Hak Tanggungan tersebut40

Sedangkan yang dapat menjadi pemegang Hak Tanggungan adalah orang- 

peseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang 

berpiutang (kreditor).41 Tidak ada persyaratan  khusus bagi pemegang 

Hak Tanggungan. Hal ini baaiti pemegang Hak Tanggungan diperbolehkan 

siapapun juga yang berwenang melakukan perbuatan hukum untuk memberikan

39Ibid, ps. 8 ayat (1).

40Sjahdeini, op. cit., hal. 76.

4lUndang-Undang Hak Tanggungan, op. cit., ps. 9.
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utang, yaitu orang peseorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga 

Negara Asing dan badan hukum, baik Badan Hukum Indonesia maupun Badan 

Hukum Asing yang berkedudukan di Indonesia maupun di luar negeri. Sepanjang 

kredit yang bersangkutan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan di 

wilayah Negara Republik Indonesia.42

5. Pembebanan Hak Tanggungan

Pembebanan Hak Tanggungan merupakan suatu proses yang terdiri atas 

dua tahap, yaitu diawali dengan tahap pemberian Hak Tanggungan dan diakhiri 

dengan tahap pendaftaran. Dimana tata cara pembebanan Hak Tanggungan ini 

wajib memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Hak 

Tanggungan.

Tahap pemberian Hak Tanggungan dilakukan di hadapan PPAT yang 

berwenang, dengan pembuatan AJPHT, untuk memenuhi syarat spesialitas. 

Sedangkan tahap pendaftaran Hak Tanggungan dilaksanakan oleh Kepala Kantor 

Pertanahan Kota/Kabupaten setempat, dengan pembuatan buku tanah Hak 

Tanggungan dan sertipikat Hak Tanggungan, untuk memenuhi

Proses Tanggungan akan diuraikan sebagai berikut:

a. Tahap Pemberian Ilak Tanggungan.

Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji akan memberikan Hak 

Tanggungan sebagai jam inan pelunasan utang te rte n tu . J a n ji

A2Ibid., penjelasan ps. 10.
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te rsebu t wajib dituangkan di dalam dan merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan  

atau  perjanjian lainnya menimbulkan utang.

Pem berian Hak Tanggungan ini dilakukan dengan pem buatan  

APHT yang bersifat autentik. APHT ini dibuat oleh d an /a tau  

di hadapan PPAT yang berwenang. Bentuk dan isi APHT tersebut 

telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya disebut PMNA/Ka.BPN Nomor 3 

Tahun 1997). Formulir APHT berupa blanko yang diterbitkan oleh 

Badan Pertanahan Nasional.

APHT ini dibuat dua rangkap asli (in originali) yang m asing-m asing  

ditandatangani oleh pemberi Hak Tanggungan (debitor/penjamin), pemegang 

Hak Tanggungan (kreditor), dua orang saksi dan PPAT. Lembar pertama 

disimpan di kantor PPAT dan lembar kedua diserahkan kepada Kepala 

Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran Hak Tanggungan. 

Sedangkan para pihak hanya diberikan salinan dari APHT tersebut. 

Surat-surat yang wajib diserahkan kepada PPAT untuk keperluan pembuatan 

APHT, yaitu:

Efektivitas implementasi..., Halimatu Sadiah, FH UI, 2008



1) Surat-surat mengenai tanah, berupa sertipikat Hak Atas Tanah atau Hak 

Milik Atas Satuan Rumah Susun yang ditunjuk sebagai obyek Hak 

Tanggungan.

2) Surat-surat mengenai orang, berupa identitas pemberi dan pemegang Hak 

Tanggungan.

3) Surat-surat mengenai prosedur tanda bukti pembayaran biaya 

pendaftaran Hak Tanggungan.

4) Surat mengenai perjanjian, berupa salinan akta atau surat pemberian 

kredit.

Dalam rangka memenuhi syarat spesialitas pada APHT w ajib

dicantumkan:44

1) Nama dan indentitas pemberi dan pemegang Hak Tanggungan.

2) Domisili pihak-pihak tersebut, jika salah satu pihak berdomisili di luar 

negeri, harus dicantumkan domisili pilihan di Indonesia, jika tidak kantor 

PPAT dianggap sebagai domisili pilihannya.

3) Penunjukan secara jelas utang-utang yang dijamin, yang meliputi 

juga nama dan indentitas debitor, kalau pemberi Hak Tanggungan bukan

debitor.

44I b i d penjelasan ps. W ayat (1),
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4) Nilai Tanggungan.

5) Uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan.

Ketentuan tersebut menetapkan isi yang bersifat wajib dan merupakan syarat 

sah pemberian Hak Tanggungan. Bila tidak dicantumkan secara lengkap, 

maka mengakibatkan APHT yang bersangkutan batal demi hukum.

Dalam APHT juga dapat dicantumkan janji-janji yang bersifat fakultatif^ 

dimana janji-janji tersebut tidak wajib, dapat diperjanjikan atau tidak, sesuai 

dengan kesepakatan di antara para pihak. Janji-janji yang dapat dicantumkan 

APHT, antara lain:45

1) Janji yang membatasi kewenangan pem beri Hak

Tanggungan untuk menyewakan obyek Hak Tanggungan dan/atau 

menentukan atau mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima 

uang sewa di muka, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu 

dari pemegang Hak Tanggungan.

2) Jan ji yang m em batasi kew enangan pem beri H ak

T anggungan untuk mengubah bentuk atau tata susunan obyek Hak 

Tanggungan, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari 

pemegang Hak Tanggungan.
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3) Janji yang memberikan kewenangan kepada pem egang H ak 

Tanggungan untuk m engelola obyek Hak Tanggungan 

berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah 

hukumnya meliputi letak obyek Hak Tanggungan, apabila debitor

cidera janji.

4) Janji untuk memberikan kewenangan kepada pem egang H ak 

Tanggungan untuk menyelamatkan Hak Tanggungan, jik a  hal 

itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah 

menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak yang menjadi obyek Hak 

Tanggungan karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya ketentuan 

undang-undang.

5) Janji bahwa pemegang Hak T a n g g u n g a n  pertama mempunyai 

hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan, 

apabila debitor cidera janji.

6) Janji y a n g  d ib er ik a n  o le h  p e m e g a n g  Hak Tanggungan p e r ta m a  

b ah w a obyek  Hak Tanggungan tidak akan dibersihkan dari Hak

Tanggungan.

7) Janji bahwa pemberi Hak T an ggungan  tidak akan melepaskan haknya 

atas obyek Hak T anggungan  tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu 

dari pemegang Hak Tanggungan.
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8) Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh 

atau sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi Hak 

Tanggungan untuk pelunasan piutangnya apabila obyek Hak 

Tanggungan dilepaskan haknya oleh pemberi Hak Tanggungan 

atau dicabut haknya untuk kepentingan umum.

9) Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh 

atau sebagian dari uang asuransi yang diterima pemberi Hak 

Tanggungan untuk pelunasan piutangnya, jika obyek Hak Tanggungan 

diasuransikan.

10) Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkan 

obyek Hak Tanggungan pada waktu eksekusi Hak Tanggungan.

11) Janji bahwa sertipikat Hak Atas Tanah yang telah dibubuhi catatan 

pembebanan Hak Tanggungan diserahkan kepada kreditor.

Dapat dilihat janji-janji sebagaimana tersebut di atas tidak hanya 

memperhatikan kepentingan pemegang Hak Tanggungan saja, tetapi juga 

kepentingan pemberi Hak Tanggungan. Janji-janji tersebut akan mengikat 

pihak ketiga setelah Hak Tanggungan tersebut lahir, yaitu pada saat 

pendaftaran Hak Tanggungan.

Dalam pembuatan APHT terdapat janji yang dilarang untuk dipeijanjikan 

dalam APHT, yaitu janji yang memberi wewenang kepada pemegang Hak 

Tanggungan untuk memiliki obyek Hak Tanggungan secara serta merta, apabila
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debitor cidera janji." Larangan tersebut merupakan suatu pembatasan yang 

■«■■Hainm dalam rangka melindungi kepentingan pemberi Hak Tanggungan, 

jika tetap diperjanjikan, maka akan batal demi hukum.

i w w i „ , n  asasnya, pembebanan Hak Tanggungan wajib dilakukan sendiri 

oleh pemberi Hak T a n g g u n g a n  sebagai pihak yang berwenang 

melakukan perbuatan hukum untuk membebankan Hak Tanggungan 

atas obyek yang dijadikan jaminan utang. Namun apabila pemberi H ak 

Tanggungan benar-benar berhalangan hadir, dalam hal ini pemberi Hak 

Tanggungan wajib menunjuk pihak lain sebagai kuasanya, dengan Surat 

Kuasa Membebankan Hak T anggungan  (untuk selanjutnya disebut 

SKMHT). Penunjukan tersebut harus dilakukan dengan akta autentik yang

dibuat oleh Notaris.

SKMHT harus diberikan langsung oleh pemberi Hak Tanggungan dan isinya
47

harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Tidak ------ - kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain dari-pada

membebankan Hak Tanggungan.

2) Tidak memuat kuasa subtitusi.

3) Mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang, nama

serta kreditor dan debitor apabila debitor bukan pemberi Hak

*IbicL, ps. 12.
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Tidak terpenuhinya syarat tersebut di atas, mengakibatkan SKMHT yang 

bersangkutan batal demi hukum. SKMHT tidak dapat ditarik kembali atau 

tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga, kecuali karena kuasa 

tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya. 

Batas waktu penggunaan SKMHT yaitu untuk tanah yang sudah terdaftar 

wajib diikuti dengan pembuatan APHT selambat-lambatnya satu bulan sejak 

dibuatnya SKMHT dan bagi tanah yang belum terdaftar atau sudah terdaftar 

tetapi belum atas nama pemberi Hak Tanggungan wajib dibuat APHT 

selam bat-lam batnya tiga bulan sejak dibuatnya SKMHT. Jika tidak 

diikuti dengan pembuatan APHT dalam waktu yang ditentukan SKMHT 

yang bersangkutan, maka akan batal karena hukum.48 

Setelah APHT selesai ditandatangani, selambat-lambatnya dalam waktu tujuh 

hari kerja, PPAT wajib mengirimkan APHT ke Kantor Pertanahan setempat 

beserta warkah-warkah lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran.49 

Keterlambatan pengiriman tidak mengakibatkan batalnya APHT, 

K antor Pertanahan tetap wajib memproses pendaftaran Hak 

Tanggungannya, akan tetapi PPAT bertanggung-jawab terhadap 

akibat yang ditimbulkan karena keterlambatan tersebut.
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b. Tahap Pendaftaran Hak Tanggungan.

Dengan dilakukan pemberian Hak Tanggungan dalam APHT, Hak 

Tanggungan ini baru memenuhi syarat spesialitas, sampai pada tahap tersebut 

Hak Tanggungan yang bersangkutan belum lahir dan kreditor pemegangnya 

belum memperoleh kedudukan yang diutamakan. Kelahiran dari Hak 

Tanggungan harus memenuhi syarat publisitas yang merupakan syarat mutlak 

dengan mendaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat.

Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan 

Kota/Kabupaten tempat obyek Hak Tanggungan tersebut berada, dengan 

pembuatan buku tanah Hak Tanggungan atas dasar data yang terdapat pada 

APHT yang dikirimkan oleh PPAT yang bersangkutan, setelah itu dicatat 

pada buku tanah dan disalin pada sertipikat obyek Hak Tanggungan.

Hak Tanggungan dinyatakan lahir pada tanggal dibuatkan buku tanah 

Hak Tanggungan, yaitu hari kerja ke tujuh setelah penerimaan secara 

lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya.50 Selanjutnya 

Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan sebagai surat 

tanda bukti adanya Hak Tanggungan, dalam waktu tujuh hari setelah 

dibuatkan buku tanah Hak Tanggungan.5' Sertipikat Hak Tanggungan

50Ibid., ps. 13 ayat (4).

51Departemen Agraria, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan  
N asional Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang  
Pendaftaran Tanah, PMNA/Ka BPN No. 3 Tahun 1997, ps. 119 ayat (1). (untuk selanjutnya disebut 
PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997)
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terdiri atas salinan buku tanah Hak Tanggungan dan salinan APHT yang 

bersangkutan, yang ditanda-tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan 

K ota/K abupaten setempat dijilid menjadi satu dalam sampul 

sertipikat Hak Tanggungan, yang memuat irah-irah "DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ", 

seh ingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan 

pu tusan  Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Sertipikat Hak Tanggungan diserahkan kepada pemegang Hak Tanggungan, 

sedangkan sertipikat obyek Hak Tanggungan yang telah dibubuhi 

catatan  adanya beban Hak Tanggungan dikembalikan kepada 

pemiliknya, kecuali apabila diperjanjikan lain.

6. Peralihan  Hak Tanggungan

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa Hak Tanggungan bersifat 

accesoir terhadap piutang tertentu, karenanya peralihan Hak Tanggungan 

mengikuti peralihan piutang yang dijamin. Menurut ketentuan Undang- 

Undang Hak Tanggungan, peralihan Hak Tanggungan dapat teijadi karena:52

a. Cessie, yaitu perbuatan hukum mengalihkan piutang oleh kreditor pemegang 

Hak Tanggungan.

b. Subrogasi, yaitu pengantian kreditor oleh pihak ketiga yang melunasi utang 

debitor.
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c. Pewarisan.

d. Sebab lain, misalnya dalam hal pengambil-alihan atau penggabungan 

perusahaan sehingga menyebabkan beralihnya piu tang d a r i 

perusahaan semula kepada perusahaan yang baru.

Dalam hal piutang bersangkutan beralih kepada kreditor lain, Hak 

Tanggungan pun akan beralih karena hukum kepada kreditor yang baru. 

Peralihan Hak Tanggungan itu terjadi karena hukum, maka tidak perlu  

dibuktikan dengan akta PPAT, tetapi cukup didasarkan pada akta yang 

membuktikan beralihnya piutang yang dijamin kepada kreditor yang baru.53 

Akan tetapi dalam rangka memenuhi syarat publisitas bagi kepentingan pihak 

ketiga, peralihan Hak Tanggungan wajib didaftarkan oleh kreditor yang b a r u .

Pendaftaran peralihan Hak Tanggungan dilakukan oleh Kantor Pertanahan 

dengan mencatat peralihan tersebut pada  buku t anah  dan s e r t i p i k a t  

Hak Tan ggu nga n  yang bersangkutan serta pada buku tanah dan sertipikat 

obyek Hak Tanggungan.54 Bagi pihak ketiga peralihan Hak Tanggungan baru 

akan mempunyai akibat hukum sejak tanggal dibubuhkannya cacatan tersebut 

oleh Kantor Pertanahan. Tanggal pencacatan adalah tanggal hari kerja ke tujuh 

setelah diterimanya secara lengkap surat -surat  yang d i p e r l u k a n  ba g i  

pendaf taran  peral ihan Hak Tanggungan.

53Sjahdeini, op. cit., hal. 131.

54Undang-Undang Hak Tanggungan, op. cit., ps. 16 ayat (3).

55Ibid. ps. 16 ayat (4) dan (5).
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Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan hak atas tanah dapat 

dihapuskan dan hapus karena hukum. Hal-hal yang menyebabkan hapusnya Hak 

Tanggungan, yaitu:56

a. Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan.

Sebagai konsekuensi dari Hak Tanggungan bersifat accessoir terhadap 

peijanjian pokok yaitu perjanjian kredit, oleh karena itu apabila perjanjian 

kredit sudah dilunasi maka dengan sendirinya Hak Tanggungan yang 

bersangkutan akan berakhir fungsinya sebagai jaminan pelunasan utang.

b. Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan.

Karena Hak Tanggungan merupakan jaminan utang yang pembebananya 

adalah untuk kepentingan pemegang Hak Tanggungan (kreditor), maka yang 

dapat melepaskan Hak Tanggungan hanya kreditor dengan cara memberikan 

pernyataan tertulis mengenai dilepaskannya Hak Tanggungan tersebut 

kepada pemberi Hak Tanggungan. Hal ini terjadi dalam rangka dilakukan 

penjualan bawah tangan, apabila debitor wanprestasi.

c. Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua 

Pengadilan Negeri.

Hal ini hanya dapat dilakukan apabila obyek Hak Tanggungan dibebani 

lebih dari satu dan tidak terdapat kesepakatan di antara para pemegang
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Hak Tanggungan tersebut mengenai pembersihan obyek Hak 

Tanggungan dari beban yang melebihi harga pembeliannya.

Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pembeli obyek 

Hak Tanggungan agar benda yang dibelinya terbebas dari Hak 

Tanggungan yang semula membebani. Karena apabila tidak dibersihkan, 

Hak Tanggungan yang bersangkutan tetap membebani obyek Hak 

Tanggungan yang dibelinya, mengingat Hak Tanggungan berciri droit 

de suite. Pembeli yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan 

kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menetapkan 

pembersihan tersebut. Akan tetapi permohonan tersebut tidak dapat 

diajukan, apabi la  pembel ian  itu d i l akukan  dengan j u a l  bel i  

sukarela (bukan dari pelelangan eksekusi) dan dalam API-IT y a n g  

b er s a n g k u ta n  para p ihak  t e lah  se c a r a  t e g a s  mencantumkan 

janji yang disebut dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f, bahwa obyek Hak 

Tanggungan tidak akan dibersihkan.57

d. Hapusnya Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan.

Hapusnya Hak Tanggungan karena hapus Hak Atas Tanah yang dibebani, 

seperti jangka waktu hak berakhir dan tanahnya musnah, tidak menyebabkan 

hapusnya piutang yang dijamin. Perjanjian kredit masih tetap 

berlangsung, tetapi bukan lagi merupakan piutang yang dijamin secara
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khusus melainkan dijamin dengan jaminan umum yang mempergunakan 

Pasal 1131 junto Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, status 

kreditor pun berubah menjadi kreditor konkuren. Bila Hak Atas Tanah 

tersebut tetap akan dijadikan jaminan, maka harus dilakukan proses 

pembebanan Hak Tanggungan baru.

Hapusnya Hak Tanggungan membawa akibat secara administratif yang harus 

dilakukan oleh Kantor Pertanahan setempat, yaitu roya atau mencoret beban Hak 

Tanggungan pada buku tanah dan sertipikat obyek dari Hak Tanggungan tersebut. 

Selanjutnya sertipikat Hak Tanggungan yang bersangkutan ditarik dan 

dinyatakan tidak berlaku lagi.58

Permohonan pencoretan tersebut diajukan oleh pihak yang berkepentingan, 

yaitu kreditor pemegang Hak Tanggungan, pemberi Hak Tanggungan ataupun 

pemegang Hak Atas Tanah yang bersangkutan dengan melampirkan sertipikat 

Hak Tanggungan, surat atau akta yang dijadikan bukti dasar hapusnya Hak 

Tanggungan dan sertipikat obyek Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan akan 

melakukan pencoretan Hak Tanggungan dalam jangka waktu tujuh hari keija 

sejak tanggal diterimanya permohonan tersebut59

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Hak Tanggungan mempunyai sifat 

tidak dapat dibagi-bagi, namun dim ungkinkan para p ihak
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m e m p erjan jik an  roya parsial, dalam rangka Hak Tanggungan itu  

membebani beberapa obyek. Pelunasan utang senilai masing-masing obyek Hak 

Tanggungan akan membebaskan obyek tersebut dari Hak Tanggungan 

sehingga selanjutnya hanya membebani sisa obyek Hak Tanggungan.

Hapusnya sebagian obyek Hak Tanggungan dimungkinkan dalam  

hal:60

a. Obyek Hak Tanggungan terdiri dari beberapa hak.

b. Hapusnya sebagian Hak Tanggungan karena pelunasan piutangnya 

diperjanjikan dalam APHT yang bersangkutan.

c. Pelepasan atas sebagian obyek Hak Tanggungan yang dituangkan 

dalam akta autentik atau surat pernyataan dibawah tangan yang 

mencantumkan jelas bagian dari obyek Hak Tanggungan yang 

dibebaskan dari beban Hak Tanggungan tersebut.

Proses pencoretan sebagian obyek Hak Tanggungan sama dengan 

pencoretan Hak Tanggungan secara keseluruhan, yaitu dengan 

mencatat hapusnya Hak Tanggungan pada bagian obyek Hak 

Tanggungan yang bersangkutan, yaitu pada buku tanah dan sertip ikat 

Hak Tanggungan serta pada buku tanah dan sertipikat obyek Hak 

Tanggungan.

Efektivitas implementasi..., Halimatu Sadiah, FH UI, 2008



Eksekusi Hak Tanggungan merupakan suatu upaya bagi pemegang Hak 

Tanggungan untuk memperoleh kembali piutangnya, manakala debitor 

wanprestasi. Untuk itu Undang-Undang Hak Tanggungan memberikan, 

kemudahan dan kepastian dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan.

Apabila debitor wanprestasi, kreditor pemegang Hak Tanggungan dapat 

menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum menurut cara yang 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhak 

mengambil pelunasan piutanganya yang dijamin dengan Hak Tanggungan 

tersebut, dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor yang lain.61

Kemudahan yang disediakan oleh Undang-Undang Hak Tanggungan dalam 

rangka eksekusi atas obyek Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan tiga cara, 

yaitu:62

1. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak 

Tanggungan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang 

Hak Tanggungan.

2. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan, 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Hak 

Tanggungan.

61Harsono, op. cti., hal. 457.

62Undang-Undang Hak Tanggungan, op. ciL, ps. 20.
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3. Penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan.

Ketiga eksekusi di atas masing-masing memiliki perbedaan prosedur dalam 

hal pelaksanaannya, yang akan dibahas lebih lanjut pada sub bab tersendiri.

B. Eksekusi Dalam Hak Tanggungan

Apabila kita beibicara tentang eksekusi, maka kebanyakan orang selalu 

mengkaitkannya dengan putusan Pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap. Hal 

ini karena pada umumnya segala sesuatu yang bersangkutan dengan eksekusi 

merupakan bagian dari wewenang Pengadilan. Pendapat ini tidak selalu benar oleh 

karena itu diperlukan pengajian mengenai pengertian eksekusi.

Berikut di bawah ini pendapat beberapa ahli hukum terkait mengenai eksekusi. 

Menurut M. Yahya Harahap, S.H., eksekusi adalah sebagai tindakan hukum yang 

riilalnilfan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan 

aturan dan tata cara lanjutan dari pemeriksaan perkara.63 Menurut Prof. R. Subekti,

S.H., eksekusi adalah pelaksanaan suatu putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi, 

ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa.64 Menurut Retnowulan Sutantio,

S.H., eksekusi sebagai pelaksanaan putusan, pihak yang dimenangkan dalam putusan 

dapat memohon pelaksanaan putusan kepada Pengadilan yang akan

63M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, CeL II, (Jakarta: 
PT. Gramedia, 1989), hal. 1.

^Subekti, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. III, (Bandung: Bina Cipta, 1989), hal 128. 
(untuk selanjutnya Subekti II)
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melaksanakannya secara paksa.65 Menurut Djazuli Bachar, S.H., melaksanakan 

putusan Pengadilan, yang tujuannya tidak lain adalah mengefektifkan suatu putusan 

menjadi suatu prestasi yang dilakukan dengan secara paksa, usaha berupa tindakan- 

tindakan paksa untuk merealisasikan putusan kepada yang berhak menerima dari 

pihak yang dibebani kewajiban yang merupakan eksekusi.66

Pendapat dari-para ahli hukum sebagai tersebut di atas pada intinya sama yaitu 

eksekusi terangkum dalam arti pelaksanaan putusan Pengadilan sebagaimana yang 

dimaksud pada Hukum Acara Perdata. Akan tetapi pada kenyataan eksekusi tidak 

selalu indentik dengan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap. Hal ini disebabkan oleh karena syarat utama dalam eksekusi 

adalah harus memiliki titel, dimana dalam titel tersebut terkandung hak 

seseorang yang harus dilaksanakan.67 Titel yang dimaksud yaitu titel eksekutorial 

yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG 

MAHA ESA”. Ternyata titel eksekutorial tidak hanya terdapat pada putusan 

Pengadilan, melainkan juga terdapat pada dalam akta-akta autentik yaitu pada 

Grosse Akta Pengakuan Hutang dan Grosse Akta Hipotik (sekarang sertipikat Hak 

Tanggungan) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 224 Het Herziene Indonesich 

Reglement dan 258 Reglement Buitengewesten.

65Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkantawinato, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan 
Praktek, (Bandung: Bina Cipta, 1979), hal. 111.

^Djazuli Bachar, Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum Dan Penegakan Hukum, Cet.
II, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo Anggota Ikapi, 1995). hal 6.

67Poesoko, op. cit., hal. 127.
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Pengertian eksekusi tidak hanya sebatas itu saja, melainkan meluas sampai 

kepada eksekusi pada bidang hukum jaminan. Eksekusi obyek jaminan adalah 

pelaksanaan hak kreditor pemegang hak jaminan terhadap obyek jaminan, apabila, 

debitor wanprestasi dengan cara penjualan obyek jaminan untuk pelunasan 

piutangnya.68 Oleh karenanya Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H. 

menyatakan eksekusi pada lembaga jaminan adalah hukum yang mengatur tentang 

pelaksanaan hak-hak kreditor dalam perutangan yang tertuju terhadap harta 

kekayaan debitor, manakala perutangan itu tidak dipenuhi secara sukarela oleh 

debitor.69 Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa eksekusi pada hukum 

j aminan merupakan pemenuhan hak kreditor jika debitor wanperstasi.

Eksekusi tprh^Hap obyek jaminan, selain yang terdapat pada Pasal 224 Het 

Herziene Indonesich Reglement dan 258 Reglement Buitengewesten, ada pengaturan 

lain terhadap pelaksanaan hak-hak jaminan, yaitu kreditor diberi hak secara khusus 

untuk menjual obyek jaminan atas kekuasaan sendiri apabila wanprestasi, hal ini 

disebut eksekusi langsung yang dikenal dengan parate eksekusi. Pengaturan parate 

eksekusi diatur secara khusus pada peraturan jaminan kebendaan, yaitu untuk Gadai 

diatur dalam Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hipotik diatur 

dalam Pasal 1178 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah diadopsi oleh

“ ibid.hal. 128.

69Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan 
Dan Jaminan Perorangan, Cet. I, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1980). hal 31.

70Poesoko, loc. cit.
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Hak Tanggungan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan dan 

Jaminan Fidusia dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Selain itu terdapat bentuk eksekusi lain terhadap obyek j aminan, yaitu eksekusi 

dengan cara penjualan bawah tangan yang berdasarkan kesepakatan di antara para 

pihak dengan memenuhi syarat-syarat khusus yang bertujuan untuk memperoleh 

harga yang paling tinggi. Pengaturannya terdapat pada Pasal 20 ayat (2) Undang- 

Undang Hak Tanggungan untuk Hak Tanggungan dan Pasal 29 ayat (1) huruf c 

Undang-Undang Jaminan Fidusia untuk Jaminan Fidusia. Akan tetapi ada sebagian 

para ahli hukum yang berpendapat bahwa penjualan bawah tangan ini bukan 

merupakan suatu eksekusi.

Dengan demikian dapat disimpulkan dari pendapat para ahli hukum dan 

peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terurai di atas, bahwa pengertian 

eksekusi dapat dikategori menjadi dua yaitu dalam arti sempit Han H alam arti luas. 

Pengertian eksekusi dalam arti sempit yaitu pelaksanaan putusan Pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengertian eksekusi dalam arti luas yaitu 

pelaksanaan pemenuhan hak berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap, atau berdasarkan akta bertitel eksekutorial, atau parate eksekusi, atau 

secara penjualan bawah tangan.71
i

Sebagaimana yang telah kita ketahui, dalam transaksi kredit terdapat dua jenis
j
: perikatan yang ditinjau dari pemenuhan pembayaran piutang, yaitu yang pertama
ii

lxlb i± , hal. 130.
j

45
i
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transaksi kredit tanpa jaminan atau unsecured transaction, dimana tidak terdapat 

j am inan yang mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum bagi kreditor atas 

pemenuhan pembayaran piutangnya. Hal ini berbeda dengan jenis yang kedua yaitu 

transaksi kredit dengan jaminan atau secured transaction, dimana terhadap utang 

atau pinjamannya debitor memberikan barang jaminan sebagai perlindungan 

pemenuhan pembayaran kepada kreditor, apabila debitor wanprestasi, pemenuhan 

dapat dipaksa dengan jalan eksekusi barang jaminan melalui penjualan lelang oleh 

kreditor atau melalui Pengadilan. Dari segi bisnis kategori semacam ini 

menempatkan kreditor dalam posisi terjamin. Sedangkan dari segi hukum tuntutan 

pemenuhan pembayaran piutang dilindungi oleh barang jaminan, dengan jalan
*1*5menjual atau mengeksekusi barang jaminan melalui Pengadilan.

Hak Tanggungan termasuk kategori transaksi kredit dengan jaminan atau 

secured transaction, dim ana salah satu cirinya adalah mudah dan pasti dalam rangka 

pelaksanaan eksekusi. Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tangggungan 

dan diberikannya kepada kreditor pemegang Hak Tanggungan kedudukan istimewa 

dalam bentuk droit de preference dan droit de suite merupakan ciri Hak Tanggungan 

sebagai suatu lembaga hak jaminan atas tanah yang khas dan kuat

Menurut Prof. Boedi Harsono, eksekusi Hak Tanggungan yaitu apabila debitor 

cidera janji, obyek Hak Tanggungan oleh kreditor pemegang Hak Tanggungan dijual

^Harahap, op. cit., faal. 179.

73Harsono, op. cit., hal. 458.
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melalui pelelangan umum menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang- 

undangan yang berlaku dan kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak mengambil 

seluruh atau sebagian dari hasil penjualan untuk pelunasan piutangnya yang dijamin 

dengan Hak Tanggungan tersebut, dengan hak mendahulu dari-pada kreditor

kreditor yang lain.74

Menurut hukum, apabila debitor wanprestasi, kreditor dapat mengajukan 

permohonan eksekusi kepada Pengadilan melalui gugutan perdata, akan tetapi 

penyelesaian dengan cara tersebut memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal. 

Dengan adanya lembaga Hak Tanggungan disediakan cara yang lebih mudah, 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan.

(1) Apabila debitor cidera j anj i, maka berdasarkan:
a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual 

obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud Pasal 6, 
atau

b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak 
Tanggungan sebagaimana dim aksud dalam Pasal 14 ayat 
(2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan 
umum menurut cara yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang 
Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari-pada 
kreditor-kreditor lainnya.

(2) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, 
penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah 
tangan jika dengan demikian itu akan diperoleh harga tertinggi 
yang mengutungkan semua pihak atas kesepakatan pemberi dan 
pemegang Hak Tanggungan.

7AIbid., hal. 457.
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Dari ketentuan Pasal di atas, maka terdapat tiga sarana e V se h is i atas obyek: 

Hak Tanggungan yang dapat dilakukan para kreditor pemegang Hak Tanggungan 

manakala debitor wansprestasi, yaitu:

1. Parate Eksekusi

Pilihan yang pertama bagi pemegang Hak Tanggungan untuk 

melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan terdapat dalam Pasal 20 ayat (l)a, yaitu 

kewenangan pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak 

Tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta 

mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Kewenangan 

tersebut merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang 

dimiliki pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan peringkat 

pertama dalam hal terdapat lebih dari pemegang Hak Tanggungan. Hal ini 

se b agaim ana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan.

Kewenangan yang diberikan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan ini 

disebut parate eksekusi, yang merupakan suatu cara mengeksekusi barang 

jaminan tanpa melalui proses Peradilan. Dengan kata lain apabila debitor 

wanprestasi, kreditor pemegang Hak Tanggungan dapat melakukan eksekusi 

dengan meminta bantuan kepada Kantor Lelang Negara untuk menjual lelang 

barang jaminan tersebut, tanpa perlu perintah Ketua Pengadilan dan tanpa sita 

jaminan terlebih dahulu.
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Dengan parate eksekusi kreditor pemegang Hak Tanggungan langsung 

dapat mengajukan permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan sebagai 

pemohon lelang kepada KPKNL setempat tanpa melalui jalur Hukum Acara 

Perdata. Parate eksekusi merupakan cara eksekusi yang secara prosedur 

tergolong sederhana dan memudahkan kreditornya.

Terhadap parate eksekusi lebih lanjut akan dibahas pada sub bab tersendiri.

2. Titel Eksekutorial

Bentuk eksekusi lain yang dapat dilakukan kreditor pemegang Hak 

Tanggungan apabila debitor wanprestasi yaitu titel eksekutorial yang terdapat 

dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat

(2) Undang-Undang Hak Tanggungan.

Sertipikat Hak Tanggungan sebagai tanda bukti adanya suatu Hak 

Tanggungan memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” mempunyai kekuatan 

eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap. Sehingga apabila debitor wanprestasi dapat langsung 

melakukan eksekusi seperti halnya putusan Pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat pada sertipikat Hak 

Tanggungan, eksekusi dapat dilakukan terhadap obyek Hak Tanggungan melalui 

pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-
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undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak 

mendahului dari-pada kreditor-kreditor lainnya.

Ketentuan untuk jenis eksekusi ini masih mempergunakan ketentuan 

Hipotik, karena berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan selama 

belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maka 

ketentuan Hipotik yang ada saat mulai berlakunya Undang-Undang Hak 

Tanggungan, berlaku pula terhadap eksekusi Hak Tanggungan.76 Ketententan 

Hipotik yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan hukum beracara yang diatur 

dalam Pasal 224 Het Herziene Indonesich Reglement yang menyebutkan:

Grosse (surat asli) dari-pada akta hipotek dan surat utang, jang 
diperbuat di hadapan notaris di Indonesia dan jang kepalanja 
memakai perkataan “atas nama undang-undang” berkekuatan sama 
dengan keputusan hakim (ponis). Djika surat jang demikian tidak 
ditepati dengan djalan damai, maka perihal mendjalankannja 
dilakukan dengan perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri, 
jang dalam pegangannja orang jang berutang itu diam atau tinggal 
atau memilih kedudukannja, jaitu setjara jang dinjatakan pada pasal- 
pasal di atas ini dalam bagian ini, akan tetapi dengan pengertian, 
bahwa paksa badan (sandera) itu hanja boleh dilakukan djika sudah 
diizinkan dengan keputusan hakim. Djika hal melakukan putusan 
hakim itu harus didjalankan sama sekali atau sebagiannja diluar 
daerah hukum pengadilan negeri jang ketuanja menjuruh melakukan 
itu, maka diturutlah peraturan pada pasal 195 ajat kedua dan jang 
berikutnja.
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Dari ketentuan di atas terlihat bahwa Grosse Akta Hipotik dan Grosse Akta 

Pengakuan Hutang yang bertitel “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA” dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan 

eksekusi. Untuk menyatukan persepsi terhadap dasar pelaksanaan eksekusi Hak 

Tanggungan diperlukan penegasan bahwa sertipikat Hak Tanggungan juga 

berlaku sebagai pengganti Grosse Akta Hipotik sepanjang mengenai Hak Atas 

Tanah. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang 

Hak Tanggungan.

Pelaksanaan titel eksekutorial dilakukan dengan cara mengajukan eksekusi 

ke Pengadilan Negeri setempat untuk meminta penetapan dari Ketua Pengadilan 

dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut:77

a. Tahap Permohonan

Pada tahap ini kreditor pemegang Hak Tanggungan mengajukan permohonan 

eksekusi kepada Pengadilan Negeri dimana obyek Hak Tanggungan tersebut 

berada atau Pengadilan Negeri yang dalam perjanjian ditetapkan sebagai 

domisili hukum dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

-  Peijanjian Kredit

-  Sertipikat Hak Tanggungan.

-  Sertipikat obyek Hak Tanggungan.

-  Dokumen-dokemen lainnya yang menunjukan besarnya jumlah utang.
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b. Tahap Aanmaning

Setelah Pengadilan Negeri menerima permohonan eksekusi dari kreditor 

pemegang Hak Tanggungan, maka Pengadilan akan meneliti permohonan 

tersebut. Jika terdapat cukup alasan maka Pengadilan akan melanjutkan ke 

tahap selanjutnya yaitu tahap aanmaning.

Pada tahap ini Pengadilan akan memanggil/menegur debitor untuk memenuhi 

kewajibannya. Berdasarkan Pasal 196 Het Herziene Indonesich Reglement 

pemanggilan akan dilakukan dua kali dengan tenggang waktu delapan hari 

untuk tiap-tiap aanmaning yang diterima.

Pengadilan akan menetapkan berita acara aanmaning atas dasar sikap debitor. 

Ada tiga sikap debitor terhadap aanmaning yaitu.

-  Tidak memperdulikan aanmaning tersebut, dalam hal demikian prosedur 

dapat dilanjutkan.

-  Mengakui utang dan besar jumlah utangnya, dalam hal demikian kreditor 

dapat langsung meminta pembayaran seluruh jumlah utang atau meminta 

kerja-sama debitor untuk menjual obyek Hak Tanggungan guna melunasi

seluruh jumlah utangnya.

-  Debitor mengajukan bantahan mengenai jumlah utangnya yang tidak 

sesuai dengan catatan debitor atau mengenai obyek Hak Tanggungan.

c. Tahap Penyitaan

Jika debitor tidak memenuhi kewajibannya atau tidak mengindahkan 

pemanggilan, maka dilanjutkan ke tahap penyitaan.
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Berdasarkan Pasal 197 Het Heiziene Indonesich Reglement, permohonan sita 

diajukan oleh kreditor atas obyek Hak Tanggungan yang dilelang, lalu 

Pengadilan mengeluarkan penetapan yang kemudian dilanjutkan dengan 

proses penyitaan oleh petugas Pengadilan yang dibuktikan dengan berita 

acara penyitaan, 

d. Tahap Pelelangan

Apabila tidak ada tanggapan/bantahan dari debitor, maka proses akan 

dilanjutkan ke tahap pelelangan.

Berdasarkan Pasal 200 Het Herziene Indonesich Reglement, kreditor 

mengajukan permohonan lelang kepada Pengadilan Negeri, selanjutnya 

Pengadilan akan membuat penetapan lelang dan akan menetapkan waktu 

lelang setelah sebelumnya berkonsultasi dengan KPKNL. Setelah ditentukan 

waktunya, maka diadakan pengumunan lelang di surat kabar yang akan 

dilaksanakan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan diantaranya. 

Sebelum lelang dilaksanakan ada dua syarat yang harus dipenuhi kreditor, 

yaitu:

— Kreditor memberitahukan kepada Pengadilan mengenai plafond harga 

(harga minimal) dari obyek Hak Tanggungan.

-  Kreditor meminta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari 

obyek Hak Tanggungan kepada Kantor Agraria setempat.

Acara lelang dilaksanakan oleh pejabat lelang di Pengadilan Negeri setempat 

yang harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh dua orang pembeli. Apabila
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tidak ada peminatnya, maka lelang akan ditunda kurang Jebih satu bulan dan 

harus didahului dengan pemasangan iklan sebanyak satu kali.

Setelah lelang maka akan dibuatkan risalah lelang oleh pejabat lelang dan 

berita acara rapat penyerahan hasil lelang oleh Ketua Pengadilan.

Uang dari hasil lelang tersebut dipergunakan untuk membayar piutang 

kreditor tersebut, setelah dibayar terlebih dahulu biaya lelang dan apabila 

terdapat kelebihan maka akan dikembalikan kepada debitor.

Eksekusi berdasarkan titel eksekutorial merupakan bentuk perwujudan lain 

dari kemudahan eksekusi yang disediakan Undang-Undang Hak Tanggungan 

bagi para kreditor pemegang Hak Tanggungan. Walaupun prosesnya tidak 

sesederhana parate eksekusi tapi lebih ringkas dari-pada proses beracara di 

Pengadilan, karena irah-irah yang terdapat di sertipikat Hak Tanggungan 

dipersamakan dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

Sehingga tidak melewati proses litigasi yang panjang, dalam arti kreditor tidak 

perlu mengajukan gugatan perdata yang memakan waktu lama dan biaya besar 

seperti yang terjadi pada proses perkara perdata pada umumnya, karena hanya 

membutuhkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri saja untuk melakukan 

eksekusinya.

3. Penjualan Bawah Tangan

Pada prinsipnya setiap eksekusi harus melalui pelelangan umum, supaya 

pelaksanaan dilakukan secara jujur. Akan tetapi dalam keadaan tertentu apabila
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melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi, 

maka atas kesepakatan di antara pemberi dan pemengang Hak Tanggungan 

dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditetapkan, 

dimungkinkan pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan cara penjualan obyek Hak 

Tanggungan oleh kreditor pemegang Hak Tanggungan di bawah tangan, jika 

dengan cara tersebut akan diperoleh harga tertinggi dan mengulungkan para 

pihak.

Persyaratan-persyaratan untuk dapat merealisasikan penjualan di bawah 

tangan, yaitu:78

a. Adanya kesepakatan antara pemberi dan pemegang Hak Tanggungan.

Kesepakatan ini baru akan dibuat setelah debitor wanprestasi. Dengan 

demikian kesepakatan untuk penjualan di bawah tangan apabila debitor 

wansprestasi tidak boleh dituangkan dalam APHT. Debitor harus 

wansprestasi terlebih dahulu baru disepakati penjualan di bawah tangan, hal 

ini bertujuan untuk melindungi kepentingan debitor dari kesewenangan 

pemegang Hak Tanggungan, karena apabila sejak semula klausula tentang 

kesepakatan penjualan di bawah tangan dicantumkan dalam APHT, dapat 

memberikan keleluasaan yang sangat besar kepada pemegang Hak 

Tanggungan untuk melakukan penjualan di bawah tangan.”

’»Undang-Undang Hak Tanggungan, op. cit., pS. 20 ayat (2) dan (3).

79Harahap, op. cit., hal. 199-200.
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b. Pelaksanaan penjualan di bawah tangan dilakukan setelah lewat satu bulan 

sejak diberi-tahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak 

Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

c. Diumumkan paling sedikit dalam dua surat kabar yang beredar di daerah 

yang bersangkutan dan/atau media massa setempat.

d. Tidak ada yang menyatakan keberatan.

Persyaratan-persyaratan sebagaimana tersebut di atas bertujuan untuk 

melindungi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu pemegang Hak Tanggungan 

kedua, ketiga, dan kreditor lain dari pemberi Hak Tanggungan.80 Apabila 

persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan tidak dipenuhi, maka penjualan di 

bawah tangan akan batal demi hukum.

Walaupun penjualan di bawah tangan tidak melalui pelelangan umum, 

tetapi penjualan tersebut wajib dilakukan menurut ketentuan yang berlaku, yaitu 

harus di hadapan PPAT yang membuat aktanya dan diikuti dengan pendaftaran, 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah.

Ada beberapa pendapat ahli hukum yang menyatakan bahwa penjualan di 

bawah tangan ini bukan suatu tindakan eksekusi81, karena tergolong penjualan 

secara sukarela yang tanpa paksaan yang masuk kategori Pasal 19 ayat (1)

80Undang-Undang Hak Tanggungan, op. cit., penjelasan ps. 20 ayat (3).

81Retno Wulan Sutantio, "Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan,” (Makalah disampaikan pada 
Seminar Hak Tanggungan Dan Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah di Universitas Padjajaran, 
Bandung, 27 Mei 1996), hal. 9
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Undang-Undang Hak Tanggungan. Namun pembentuk Undang-Undang Hak 

Tanggungan menghendaki penjualan di bawah tangan merupakan salah satu 

bentuk eksekusi, hal ini terlihat dari pencantuman ketentuan penjualan di bawah 

tangan pada bagian eksekusi, yaitu Bab V Pasal 20 tentang Eksekusi Hak 

Tanggungan, selain itu sekalipun memerlukan persetujuan pemberi Hak 

Tanggungan, kewenangan penjualan tersebut tetap berada di tangan kreditor 

pemegang Hak Tanggungan untuk melunasi piutangnya.

Secara teori penjualan di bawah tangan merupakan cara yang ideal untuk 

mengeksekusi Hak Tanggungan, karena selain menghemat waktu dan biaya, 

penjualan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan di antara para pihak 

sehingga kecil kemungkinan timbul gugatan hukum di ke^ndian hari. Akan 

tetapi prakteknya persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan sulit dipenuhi, 

terutama mengenai kesepakatan harga transaksi penjualan, yang pada akhirnya 

tidak dapat beijalan efektif.

C. Parate Eksekusi

Dalam hal tidak diperjanjikan suatu jaminan tertentu pada perjanjian kredit, 

maka berlaku jaminan umum yang demi hukum diberikan oleh undang-undang 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. Pada jaminan umum sebagaimana yang lata ketahui terdapat kelemahan 

yang tidak memberikan kepastian pada kreditor untuk mendapatkan pengembalian
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jumlah piutangnya secara penuh, selain itu juga proses yang ditempuh oleh kreditor 

jika debitor wansprestasi dengan cara gugatan perdata di Pengadilan yang 

memerlukan waktu dan biaya untuk mendapatkan keputusan mengenai hak kreditor 

dalam rangka melaksanakan eksekusi terhadap jaminan umum tersebut.

Seiring dengan perkembangannya untuk mengatasi kelemahan yang terdapat 

dalam jaminan umum, maka diadakan lembaga jaminan yang mempunyai fungsi 

utama, yaitu di satu sisi merupakan kebutuhan bagi kreditor untuk memperkecil 

resiko dalam menyalurkan kredit yang diberikan. Di sisi lain fungsi lembaga jaminan 

sebagai sarana perlindungan bagi keamanan kreditor, yaitu berupa kepastian ata<? 

pelunasan utang debitor atau pelaksanaan atas suatu prestasi oleh debitor atau 

penjaminnya, apabila debitor tidak mampu menyelesaikan segala kewajiban yang 

berkenaan dengan kredit tersebut.82 Peranan dari lembaga jaminan ini mulai nampak 

pada saat debitor tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah 

diperjanjikan, pada kondisi yang demikian kreditor dapat mempergunakan kedua 

fungsi lembaga jaminan tersebut di atas dengan cara melakukan eksekusi pada obyek 

jaminan yang telah dipeijanjikan.

Pada Hak Tanggungan diberikan tiga alternatif cara yang dapat digunakan oleh 

kreditor untuk mengeksekusi barang jaminan jika debitor wanprestasi, yaitu dengan 

cara parate eksekusi, titel eksekutorial dan penjualan bawah tangan. Pilihan yang 

dirasakan paling efisien bagi kreditor yaitu parate eksekusi. Hal ini dikarenakan jika
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dilakukan eksekusi di bawah tangan, maka sering terdapat permasalahan di 

kemudian hari dan jika eksekusi dilakukan dengan cara titel eksekutorial, walaupun 

prosesnya lebih ringkas dari-pada gugatan perdata di Pengadilan, akan tetapi tetap 

saja melibatkan Pengadilan dengan mengindahkan proses Hukum Acara Perdata 

tentang eksekusi dan akan memakan waktu dan biaya. Dengan demikian parate 

eksekusi merupakan bentuk eksekusi yang paling mudah dan sederhana untuk 

mempercepat pelunasan piutang kreditor dibandingkan dengan bentuk eksekusi yang 

lain, karena kreditor pemegang hak jaminan tersebut dapat menjual obyek 

jaminannya atas kekuasaan sendiri.

Oleh karenanya pada sub bab ini akan dikaji lebih mendalam mengenai parate 

eksekusi yang bermula dari janji untuk menjual atas kpimagaan sendiri.

1. Janji Untuk Menjual Atas Kekuasaan Sendiri

Pengaturan parate eksekusi pada Hak Tanggungan berawal dari ketentuan 

Hipotik, mengingat sebelum adanya lembaga Hak Tanggungan bahkan setelah 

lembaga tersebut terbentuk yaitu pada saat diundangkan Undang-Undang Pokok 

Agraria sampai dengan dibentuknya Undang-Undang Hak Tanggungan, untuk 

jaminan yang diberikan berupa tanah mempergunakan Hipotik dan 

Creditverband. Pada Hipotik terdapat janji-janji yang dapat dipeijanjikan oleh 

pemegang Hipotik dalam rangka memberikan kemudahan untuk mengambil 

pelunasan piutang dan memberikan kedudukan yang diistimewakan bagi 

pemegangnya. Salah satu di antara janji tersebut yaitu “janji untuk menjual atas
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kekuasaan sendiri” (beding van eigenmachting verkoop) yang disebut juga parate 

eksekusi.83 Dimana pengaturannya terdapat dalam Buku II Bab kedua puluh pada 

Pasal 1178 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

Namun diperkenankanlah kepada si berpiutang hipotik pertama 
untuk, pada waktu diberikannya hipotik, dengan tegas m inta 
diperjanjikan bahwa, jika uang pokok tidak dilunasi semestinya, 
atau jika bunga yang terhutang tidak dibayar, ia secara mutlak akan 
dikuasakan menjual persil yang diperikatkan di muka umum, untuk 
mengambil pelunasan uang pokok, maupun bunga serta biaya, dari 
pendapatan penjaulan itu. Janji tersebut harus dilakukan menurut cara 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1211.84

Pada awalnya hukum Belanda kuno tidak mengenal janji tersebut serta 

penjualan benda jaminan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan dan di 

bawah pengawasan Pengadilan. Bahkan dalam asas-asas hukum Belanda kuno 

disyaratkan perantara Pengadilan dalam hal melakukan penjualan benda jaminan, 

baik itu jaminan tersebut benda bergerak ataupun benda tetap.85

Di dalam Code Civil, bahkan terdapat larangan pada penjaminan benda 

bergerak untuk memperjanjikan penjualan di luar campur tangan Pengadilan, 

sedangkan mengenai boleh atau tidaknya janji tersebut diperjanjikan pada 

penjaminan benda tetap, tidak terdapat pengaturannya. Sementara itu di dalam

83Satrio, Parate Eksekusi Sebagai Sarana Menghadapi Kredit Macet, (Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, 1993), hal. 15. (untuk selanjutnya disebut Satrio IV)

84Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op. cit., ps. 1178 ayat (2).

85v.Nierop, hal. 154, dalam Satrio III, op. cit., hal. 214.

Efektivitas implementasi..., Halimatu Sadiah, FH UI, 2008



praktek dibutuhkan adanya cara penjualan yang lebih ringkas dari-pada 

Pengadilan dan karena dirasakan makin besar kebutuhan akan adanya kuasa 

menjual dari si pemberi jaminan.86 Untuk mengatasi hal tersebut, maka 

diperjanjikan hak menjual atas kekuasaan sendiri, yang juga sudah merupakan 

suatu kebiasaan dan kemudian diadopsi dalam Code Civil yang berlaku di 

Perancis.87

Selanjutnya timbul pemikiran pada masa itu untuk menambahkan satu 

ketentuan yang dalam Hipotik biasa diperjanjikan, yaitu atas dasar mana pelepas 

uang (kreditor), dalam hal debitor wanprestasi, menjual obyek Hipotik di depan 

umum, sebagai janji yang tidak dapat ditarik kembali. Akhirnya pada saat 

perundingan diterimalah ketentuan yang memungkinkan kreditor pemegang 

Hipotik pertama untuk memperjanjikan “janji untuk menjual atas kekuasaan 

sendiri” dengan pertimbangan bahwa tidak terdapat keberatan yang cukup kuat 

untuk tidak mengizinkan para pihak memperjanjikan janji tersebut, jika telah 

terdapat wanprestasi dengan diberikan peringatan terlebih dahulu, dengan 

menjual benda jaminan Hipotik di muka umum dan untuk melunasi piutangnya 

dari hasil penjualan tersebut, asalkan disertai dengan kewajiban untuk 

mempertanggung-jawabkan hasil penjualannya dan menjamin tidak

86Satrio III, op. cit., hal. 214.

87Poesoko, op. cit., hal. 180.
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O Q

menelantarkan kepentingan yang lain. Atas dasar itulah lalu ditambahkan ayat 

2 pada Pasal 1178 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bertitik tolak dari sejarah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, 

ketentuan Pasal 1178 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara 

formal dan resmi sah sebagai dasar bagi kreditor pemegang Hipotik pertama

• • 89untuk menjual benda jaminan atas kekuasaan sendiri.

Pada pasal 1178 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut 

terdapat beberapa segi yang harus diperhatikan agar janji tersebut dapat 

dilaksanakan, yaitu:90

a. Klausula ini harus tegas diperjanjikan.

b. Dipeijanjikan pada waktu diberikan Hipotik.

c. Hanya diperjanjikan bagi pemegang Hipotik pertama.

d. Terdapat kewenangan bersyarat.

e. Kuasa yang diberikan adalah kuasa mutlak.

f. Berlaku apabila debitor wanprestasi.

g. Harus didaftarkan.

h. Terdapat syarat pelaksanaan penjualan.

i. Kreditor mempunyai hak atas uang hasil penjualan.

88v.Nierop, hal. 155 dan p.Scholten, dalam Satrio IV, op. cit.% tu\l,

89Poesoko, op. cit., hal. 182.

Efektivitas implementasi..., Halimatu Sadiah, FH UI, 2008



j . Memperhatikan ketentuan Pasal 1211 Kitab Undang-Undang Hukum 

perdata, yang intinya obyek Hipotik harus dijual secara lelang di muka 

umum.

Tujuan dari pembentuk undang-undang mencantumkan Pasal 1178 ayat (2) 

Kitab Undang-Undang Hukum perdata ini yaitu apabila setiap prosedur eksekusi 

harus ditempuh melalui Pengadilan, dikhawatirkan para kreditor enggan 

memberikan kredit yang jumlah tagihannya tidak terlalu besar, karena akan tidak 

imbang dengan upaya yang dilakukan memakan waktu dan biaya, jika debitor 

wanprestasi. Maka dengan adanya janji yang terdapat pada Pasal 1178 ayat (2) 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kekhawatiran tersebut tidak beralasan, 

karena perumusan ketentuan tersebut dimakniHkan nntnlr menyatakan bahwa 

kreditor berhak mempeijanjikan kewenangan untuk menjual dengan kekuasaan 

sendiri.

Dengan demikian tindakan kreditor untuk memperj anj ikan “janji untuk 

menjual atas kekuasaan sendiri” apabila debitor wanprestasi, berarti kreditor 

tersebut mempunyai eksekusi yang selalu siap di tangan untuk dijalankan. Oleh 

karena itu dapat dikatakan bahwa melalui “janji untuk menjual atas kekuasaan 

sendiri” ini kreditor mempunyai parate eksekusi.91

Dari apa yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat banyak keuntungan yang diberikan oleh Pasal 1178 ayat (2) Kitab

9llbid, hal. 23.
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Undang-Undang Hukum Perdata bagi kreditor yang mempeijanjikan “janji untuk 

menjual atas kekuasaan sendin , yaitu:

a. Penjualan barang jaminan berdasarkan kuasa atau pelaksanaan haknya 

sendiri yang diperjanjikan dengan pemberi jaminan.

b. Dilakukan di luar hukum acara.

c. Tidak perlu melalui atau didahului dengan penyitaan.

d. Tidak perlu menunjukkan Grosse Akta.

e. Tidak perlu adanya flat eksekusi dari Ketua Pengadilan.

f. Tidak memerlukan somasi.

Selain itu “janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri” sangat memberikan 

keuntungan kepada pemegang Hipotik, selain Hipotik mempunyai sifat 

kebendaan, jika Hipotik didaftarkan maka akan mempunyai keuntungan lain, 

yaitu:

a. Jual beli dapat dilakukan secara sederhana dibandingkan dengan menjual 

barang melalui eksekusi.

b. Pemegang Hipotik dengan adanya janji tersebut akan didahulukan pelunasan 

piutangnya dari kreditor lain, walaupun di atas benda jaminan tersebut telah 

diletakkan terlebih dahulu sita.

92Ibid., hal. 45.

93Darus B, Mariam, “Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan," Hukum Bisnis 11 (2000V
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c. Hak pemegang Hipotik untuk mengambil pelunasan piutangnya tetap 

didahulukan, walaupun debitor pailit.

Terhadap “janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri” ternyata mendapat 

dukungan dari beberapa ahli hukum. Sebagaimana yang dimukakan oleh Stein 

yang mengatakan bahwa janji ex Pasal 1178 ayat (2) Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata adalah suatu upaya atau sarana yang memang sengaja diadakan 

bagi kreditor, agar mendapatkan uangnya kembali dengan jalan lebih mudah dan 

murah dan penjualannya lebih sederhana dari pada eksekusi biasa, karena hanya 

perlu memperhatikan sedikit formalitas.94 Sementara itu Pitlo menamakan 

penjualan berdasarkan janji ex Pasal 1178 ayat (2) Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata ini sebagai tanpa liku-liku, karena semua terlaksana di luar 

wilayah hukum acara.95 Oleh karenanya Scholten memandang penjualan atas 

kekuasaan sendiri merupakan pelaksanaan hak-hak kreditor yang sederhana Han 

murah.96

Terhadap semua fasilitas yang diberikan kepada pemegang Hipotik pertama 

sehubungan dengan adanya “janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri” 

sebagaimana tersebut di atas bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam 

mempercepat pengambilan pelunasan piutangnya, sehingga pada akhirnya

^Stein, hal. 102, dalam Satrio IV, op. cit., hal. 31.

95Pitlo, hal. 496 dan 498, dalam Ibid, hal. 43.

^p. Scholten, dalam Ibid
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pemegang Hipotik pertama akan menduduki posisi yang kuat dibandingkan 

dengan kreditor lainnya.

2. Parate Eksekusi Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan

Parate eksekusi secara etimologis berasal dari kata "paraat” yang berarti 

siap di tangan97, sehingga parate eksekusi dapat diartikan sebagai sarana eksekusi 

yang siap di tangan. Menurut Kamus Hukum, parate eksekusi mempunyai arti 

sebagai pelaksanaan yang langsung tanpa melewati proses (Pengadilan atau 

hakim).98

Pengertian yang diberikan oleh doktrin yaitu kewenangan menjual sendiri 

atau parate eksekusi diartikan bahwa jika debitor wanprestasi kreditor dapat 

melaksanakan eksekusi obyek jaminan, tanpa harus minta fiat dari Ketua 

Pengadilan, tanpa harus mengikuti aturan main dalam hukum acara untuk itu ada 

aturan mainnya sendiri, tidak perlu ada sita lebih dahulu, tidak perlu melibatkan, 

juru sita dan karenanya prosedurnya lebih mudah dan biaya lebih murah.99 

Menurut pendapat Pitlo, parate eksekusi adalah suatu penjualan yang berada di 

luar wilayah hukum acara dan tidak perlu ada penyitaan, tidak melibatkan juru

^Satrio I, op. cit., hal. 276,

%Kamus Hukum Edisi Lengkap, Bahasa Belanda-lndonesia-Inggris, Aneka Semarang, 1977, hal.

"Satrio II, op. cit., hal. 60-61.
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sita, kesemuanya dilaksanakan seperti orang menjual barang sendiri di depan

iooumum.

Prof. R. Subekti, S.H., berpendapat parate eksekusi adalah menjalankan 

sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya, dalam arti tanpa 

perantaraan hakim, yang ditujukan atas sesuatu barang jaminan untuk 

selanjutnya menjual sendiri barang tersebut101 Parate eksekusi adalah eksekusi 

yang dilaksanakan sendiri oleh pemegang hak jaminan tanpa melalui bantuan 

atau campur tangan dari Pengadilan Negeri, melainkan hanya berdasarkan 

bantuan Kantor Lelang Negara saja.102

Istilah parate eksekusi sebagaimana tersebut di atas merupakan suatu 

definisi stipulatif convience, maksudnya untuk menegaskan unsur-unsur baru 

yang sifatnya untuk memberikan makna khusus, dapat berupa pengenalan 

terminologi baru atau memberikan pengertian baru terhadap term yang sudah 

ada.1 Sehingga kalimat “janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri” cukup 

disebut dengan parate eksekusi.

Parate eksekusi pada Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 6 Undang- 

Undang Hak Tanggungan, yaitu:

looPendapat Pitlo diambil dari Poesoko, op. cit., hal. 242.

Subekti, Pelaksanaan Perikatan, Eksekusi Riil dan Uang Paksa, Dalam: Penemuan Hukum 
dan Pemecahan Masalah Hukum (Jakarta: Proyek Pengembangan Teknis Yustisial MARI, 1990), hal 67. 
(untuk selanjutnya Subekti III)

,02Tartib. “Cacatan Tentang Parate Eksekusi,” Varia Peradilan Tahun X I No. 124 (Januari 1996):
149-150.
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Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama 
mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan a tas 
kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil 
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.104

Unsur-unsur yang menjadi esensi dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak 

Tanggungan ini, yaitu:105

a. Debitor harus wanprestasi.

b. Kreditor pemegang Hak Tanggungan pertama diberi hak.

c. Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri.

d. Syarat penjualan melalui pelelangan umum.

e. Hak kreditor mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan sebatas 

hak tagih.

Subtansi pada Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan ini pada 

prinsipnya hampir safha dengan subtansi Pasal 1178 ayat (2) Kitab Undang- 

Undang Hukum Perdata, yaitu kedua pasal ini mengatur tentang menjual benda 

jaminan di muka umum serta mengambil hasil penjualan tersebut untuk 

pelunasan utang. Akan tetapi terdapat sedikit perbedaan di antara keduanya. 

Penjualan yang dimaksud dalam ketentuan Hipotik pada Pasal 1178 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata adalah “dikuasakan untuk menjual” sehingga

l04Undang-Undang Hak Tanggungan, op. cit., ps. 6.

105Poesoko, op. cit., hal. 246.
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hak parate eksekusinya baru akan ada apabila diperjanjikan sebelumnya di antara 

kreditor dengan debitor selaku pemberi jaminan.

Pada prinsipnya janji tersebut tergantung kepada kreditor pemegang 

Hipotik pertama apakah ingin memperjanjikan atau tidak. Hal ini berbeda dengan 

penjualan yang dimaksud pada Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan yaitu 

“menjual dengan kekuasaan sendiri” yang diberikan oleh undang-undang. 

Dengan demikian kewenangan tersebut menurut Undang-Undang Hak 

Tanggungan sudah dengan sendirinya menjadi bagian dari Hak Tanggungan. Jadi 

apabila debitor wanprestasi, kreditor pemegang Hak Tanggungan pertama 

mempunyai wewenang untuk menjual obyek jaminan melalui lelang. 

Kewenangan tersebut tidak diperoleh dari pemberi Hak Tanggungan, tetapi 

sudah dengan sendirinya ada padanya, sebab undang-undang sendiri yang 

memberikan kepadanya.106

Tujuan pembentuk Undang-Undang Hak Tanggungan untuk membentuk 

lembaga parate eksekusi, selain memberikan sarana bagi kreditor pemegang Hak 

Tanggungan pertama untuk mendapatkan kembali pelunasan piutangnya dengan 

cara mudah dan murah dengan maksud menerobos formalitas hukum acara, sisi 

lain juga pembentukan parate eksekusi yang diberikan oleh undang-undang 

bertujuan untuk memperkuat posisi dari kreditor pemegang Hak Tanggungan
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pertama dan pihak-pihak yang mendapatkan hak dari-padanya.107 Dapat dilihat 

bahwa dalam perkembangannya parate eksekusi yang pada awalnya lahir dari 

sebuah kesepakatan atau janji (pada ketentuan dalam Hipotik ex Pasal 1178 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) berubah menjadi suatu norma yang 

mengikat yang diberikan oleh undang-undang (pada ketentuan dalam Hak 

Tanggungan ex Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan). Perkembangan ini 

merupakan kemajuan yang sangat baik.

3. Penjualan Secara Lelang Di Muka Umum

Pelaksanaan penjualan obyek jaminan sebagaimana yang dimaksud dalam 

Pasal 1178 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 6 Undang- 

Undang Hak Tangggungan, diwajibkan oleh undang-undang melalui pelelangan 

umum. Dalam ketentuan hak eksekusi Hipotik yang terdapat dalam Pasal 1178 

ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah diatur mengenai cara 

pelaksanaan eksekusi yang merujuk pada Pasal 1211 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, yang menyatakan:

Dalam halnya penjualan secara sukarela, penuntutan untuk 
pembebasan dari beban-beban hipotik seperti tersebut di atas tidak 
dapat dilakukan, kecuali apabila penjualan itu teijadi di m uka 
umum, menurut kebiasaan setempat dan di hadapan seorang 
pegawai umum, selanjutnya adalah perlu bahwa orang berpiutang 
paling sedikit tiga puluh hari sebelumnya benda yang bersangkutan 
ditunjuk kepada si pembeli, dengan suatu surat juru sita yang harus
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diberitahukan pada kota-kota kediaman, yang telah dipilih oleh orang- 
orang yang berpiutang pada waktu dilakukan pembukuan.108

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1211 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa janji menjual obyek Hipotik atas 

kekuasaan sendiri yang diatur dalam Pasal 1178 ayat (2) Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata tesebut menetapkan syarat sebagai berikut:

a. Penjualan harus dilakukan di muka umum, maksudnya adalah bahwa 

penjualan harus melalui lelang.109

b. Berdasarkan kebiasaan setempat

c. Penjualan dilakukan di hadapan seorang pegawai umum. Pada awalnya 

pegawai umum yang dimaksud adalah Notaris, akan tetapi karena Notaris 

tidak lagi ditunjuk sebagai juru lelang maka pelaksanaannya sekarang 

dilakukan di hadapan juru lelang yang ditunjuk oleh Negara.110

Syarat penjualan sebagaimana tersebut di atas merupakan syarat yang patut 

dan sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh undang-undang, serta merupakan 

salah satu wujud jaminan atas pelaksanaannya tidak menelantarkan kepentingan

,08Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op. cit., ps. 1211.

l09Satrio IV, op. cit., hal. 25.

1 l0Ibid., hal. 25-26.
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yang lain, dalam hal ini baik kepentingan pemilik sebagai pemberi Hipotik 

maupun pihak ketiga sesama kreditor.111

Pada Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan juga terdapat syarat yang 

sama, dimana penjualannya harus melalui pelelangan umum, sebagaimana yang 

disebutkan dalam penjelasannya, yaitu:

Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri 
merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang 
dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak 
Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang 
Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan 
oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitor cidera janji, 
pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek H ak  
Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan 
persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya 
mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu 
dari pada kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap 
menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.112

Dengan disyaratkan penjualan harus dilaksanakan melalui pelelangan 

umum, diharapkan penjualan tersebut dapat berjalan dengan lebih transparan dan 

dapat menghasilkan harga jual yang wajar dengan biaya yang murah dan waktu 

yang singkat. Hal ini merupakan salah satu wujud perlindungan yang diberikan 

oleh undang-undang kepada debitor atau pemberi jaminan.

luIbid., hal. 26.

Ii2Undang-Undang Hak Tanggungan, op. cit., penjelasan ps. 6.
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Dalam perkembangannya untuk melaksanakan lelang parate eksekusi 

berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan telah terdapat 

peraturan pelaksana tersendiri. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Lelang dan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-02/PL/2006 tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.

Pada Peraturan Menteri Kenangan Nomor 40/PM K .07/2006 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang ditegaskan bahwa lelang obyek Hak Tanggungan 

Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan termasuk kategori lelang eksekusi, 

sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 angka 4, yaitu:

Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan 
putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain, yang 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan 
hukum, antara lain: Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara 
(PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang 
Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang 
Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi dikuasi/tidak dikuasi 
Bea Cukai, Lelang Eksekusi Barang Sitaan Pasal 45 Kitab Undang- 
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lelang Eksekusi Barang 
Rampasan, Lelang Eksekusi, Lelang Eksekusi Barang Temuan, 
Lelang Eksekusi Fidusia, Lelang Eksekusi Gadai.113

II3Departemen Keuangan, Peraturan Mentari Keuangan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, 
Permen Keuangan No. 304/PMK.07/2006, ps. 1 angka 4. (untuk selanjutnya disebut PMK Nomor 304 
Tahun 2006)
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Didasarkan bahwa parate eksekusi ini merupakan lelang eksekusi, maka 

yang dapat melaksanakan lelang tersebut yaitu Pejabat Lelang Kelas I yang 

berkedudukan di KPKNL.114 Sementara itu Balai Lelang hanya dapat 

memberikan jasa pra lelang dan pasca lelang dalam rangka mempermudah proses 

pelelangan yang didasarkan pada peijanjian dengan pemohon lelang.115 Hal ini 

juga dipertegas dalam Surat Edaran Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang 

Negara Nomor: SE-21/PN/1998 tanggal 13 Juli 1998 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, angka 5, yang 

menyatakan sebagai berikut:

»

Penyelenggaraan lelang atas obyek Hak Tanggungan berdasarkan 
Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan dapat dilaksanakan 
melalui bantuan Balai Lelang.116

Selain itu pelaksanaan parate eksekusi ini tidak memerlukan persetujuan 

dari debitor, apabila debitor wanprestasi maka kreditor atas kekuasaan sendiri 

dapat mengajukan permohonan lelang ke KPKNL, baik dengan maupun tanpa 

perantara Balai Lelang Swasta. Hal ini juga dipertegas dalam Surat Edaran 

Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor: SE-23/PN/2000 tentang

ll4Ibid., ps. 5.

1,sDepartemen Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Tentang Petunjuk Balai Lelang, Permen 
Keuangan No. 118/PMK.07/2005, ps. 11 dan 12.

l,6Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang 
Negara Tentang Pentunjuk Pelaksanaan Pasal 6 UUHT, SE No. 21/PN/1998, angka 5.
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Petunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan, butir 2 huruf e, yang 

menyatakan:

Pelaksanaan lelang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tidak diperlukan 
persetujuan debitor untuk pelaksanaan lelangnya.117

Pelaksanaan lelang parate eksekusi dilakukan dengan prosedur sebagai 

berikut:118

a. Pemohon lelang, yaitu kreditor pemegang Hak Tanggungan, mengajukan 

permohonan kepada kepala KPKNL setempat119 dengan atau tanpa perantara 

Balai Lelang Swasta, dengan melampirkan:120

-  Salinan/fotokopi perjanjian kredit

-  Salinan/fotokopi sertipikat Hak Tanggungan.

-  Salinan/fotokopi perincian hutang atau jumlah kewajiban debitor yang 

harus dipenuhi.

ll7Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang 
Negara Tentang Pentunjuk Pelaksanaan Pasal 6 UUHT, SE No. 23/PN/2000, butir 2 huruf e. (untuk 
selanjutnya disebut SE Nomor 23 Tahun 2000)

1I8Hasil wawancara dengan Ibu Dwi Nugrohandhini, Pejabat Lelang di KPKNL Jakarta IV, pada 
tanggal 17 April 2008.

119KPKNL dimana tempat obyek Hak Tanggungan itu berada. Di Jakarta KPKNL terbagi 
menjadi 5 wilayah, yaitu: Jakarta I untuk wilayah Jakarta Pusat, Jakarta II untuk wilayah Jakarta Utara, 
Jakarta III untuk wilayah Jakarta Barat, Jakarta IV untuk wilayah Jakarta Selatan, Jakarta V untuk wilayah 
Jakarta Timur.

l20Departemen Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Lelang, Diijen No. PER-02/PL/2006, ps. 6 ayat (5).
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-  Salinan/fotokopi bukti bahwa debitor wansprestasi.

-  Salinan/fotokopi kepemilikan hak.

-  Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada 

debitor.

b. Setelah kepala KPKNL menerima permohonan tersebut, maka kelengkapan 

berkas diteliti oleh seksi Pelayanan Lelang.

c. Apabila berkas yang  dilampirkan lengkap, seksi Pelayanan Lelang membuat 

konsep penetapan jadwal lelang dan pengusulan pejabat lelang. Apabila 

berkas yang dilampirkan tidak lengkap, maka dikeluarkan surat permintaan 

kelengkapan kepada pemohon lelang.

d. Konsep yang telah dibuat tersebut diajukan kepada kepala KPKNL, 

selanjutnya dikeluarkan penetapan lelang dan penunjukan pejabat lelang.

e. Setelah keluar penetapan lelang, pemohon lelang menentukan harga limit dan 

mengumumkan pelaksanaan lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Peserta lelang menyetor uang jaminan melalui rekening KPKNL atau secara 

tunai sesuai dengan pengumuman lelang dan menyerahkan bukti setoran 

kepada bendahara penerimaan KPKNL.

g. Pejabat lelang yang telah ditunjuk melaksanakan pelelangan.

h. Pembeli wajib melunasi uang lelang paling lambat tiga hari keija setelah 

pelaksanaan lelang kepada bendahara penerimaan KPKNL. Sedangkan 

perserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pembeli, uang jaminan yang telah 

disetor dikembalikan secara utuh.
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i. KPKNL menyetorkan hasil lelang, berupa bea lelang dan pajak kepada kas 

Negara serta hasil bersih kepada penjual dan mengeluaran risalah lelang.

Dari beberapa pengaturan yang telah diuraikan di atas, maka semakin 

memperjelas pelaksanaan hak kreditor pemegang Hak Tanggungan pertama 

untuk menjual obyek Hak Tanggungan berdasarkan kekuasaannya sendiri 

melalui pelelangan umum, yang dilaksanakan oleh KPKNL dan dapat dibantu 

oleh Balai Lelang Swasta sebagai perantara. Semua itu bertujuan untuk 

mempercepat pengembalian pelunasan piutang kreditor, apabila debitor 

wanprestasi.

D. Analisa Permasalahan

1. Efektifitas Parate Eksekusi Obyek Hak Tanggungan

Parate eksekusi merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemegang Hak 

Tanggungan peringkat pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas 

kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang 

dari hasil penjualannya. Kewenangan tersebut sebagai salah satu perwujudan dari 

kedudukan diutamakan yang dimiliki kreditor pemegang Hak Tanggungan 

peringkat pertama.

Parate eksekusi adalah suatu sarana eksekusi yang sangat menguntungkan 

bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan, karena sebagaimana yang telah 

diuraikan sebelumnya, sarana eksekusi ini dapat dilakukan atas kekuasaan dari
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kreditor pemegang Hak Tanggungan tanpa melalui proses Peradilan, tanpa

memerlukan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri, tanpa sita jaminan terlebih

dahulu, sehingga tidak harus memperhatikan ketentuan dari hukum acara yang

berlaku. Pelaksanaannya hanya mempunyai syarat jika debitor wanprestasi dan

penjualannya dilakukan melalui pelelangan di muka um um . Oleh karena itu

parate eksekusi sebagai bentuk eksekusi yang dapat dikatakan mudah dan

sederhana. Selain itu kewenangan parate eksekusi diberikan oleh undang-

undang, dengan demikian dapat memberikan kepastian hukum bagi kreditor

pemegang Hak Tanggungan.

Sarana yang diberikan oleh parate eksekusi tersebut sangat membantu

mengatasi permasalahan kredit macet, karena para kreditor bukan saja

didahulukan tetapi juga diberikan kemudahan dalam mempercepat pengambilan

pelunasan piutangannya.

Berdasarkan penelitian penulis pelaksanaan lelang Pasal 6 Undang-Undang

Hak Tanggungan mempunyai kelebihan dibandingkan pelaksanaan lelang

• •  121dengan mengunakan fiat eksekusi dari Pengadilan, antara lain yaitu:

a. Terdapat landasan hukum yang kuat yang mendasari pelaksanaan lelang 

Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan.

Pelaksanaan pelelangan parate eksekusi ini didasarkan oleh ketentuan- 

ketentuan hukum yang berlaku, diantaranya Pasal 6 Undang-Undang Hak

121HasiI wawancara dengan beberapa Pejabat Lelang disetiap Wilayah KPKNL, pada tanggal 23 
April 2008.
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Tanggungan yang menjadi peraturan utama dalam melaksanakan lelang 

tersebut, selain itu terdapat peraturan pelaksana di bidang lelang tersebut 

berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER- 

02/PL/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, Surat Edaran 

Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor: SE-21/PN/1998 

tanggal 13 Juli 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 6 Undang- 

Undang Hak Tanggungan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Piutang dan 

Lelang Negara Nomor: SE-23/PN/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 

Hak Tanggungan. Dengan demikian eksistensi dari lelang parate eksekusi 

tidak perlu diragukan lagi, karena telah ditopang dengan berbagai ketentuan 

hukum. Selain itu kewenangan untuk m elaksanakan parate eksekusi 

diberikan oleh undang-undang, sehingga dapat memberikan kepastian hukum 

bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan,

b. Prosedur pelaksanaan lelang Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan 

sederhana dan mudah dilaksanakan.

Pelaksanaan lelang parate eksekusi ini lebih sederhana dari pada titel 

eksekutorial, dimana tidak memerlukan penetapan dari Ketua Pengadilan 

Negeri, tanpa melalui sita jaminan terlebih dahulu dan tanpa menggunakan 

prosedur Hukum Acara Perdata. Selain itu pada KPKNL terdapat standar 

operating prosedur sebagai pedoman m elaksanakan lelang Pasal 6  Undang- 

Undang Hak Tanggungan tersebut. Dimana Pemohon lelang, yaitu kreditor
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pemegang Hak Tanggungan langsung dapat mengajukan permohonan lelang 

kepada kepala KPKNL setempat dengan melampirkan dokumen yang 

diperlukan, tanpa memerlukan persetujuan dari debitor/pemberi Hak 

Tanggungan. Dengan demikian pelaksanaan lelang parate eksekusi ini lebih 

sederhana tanpa melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang terdapat pada 

titel eksekutorial dengan prosedur yang jelas dan pasti berdasarkan standar 

operating prosedur yang ditetapkan oleh KPKNL tersebut,

c. Waktu yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan lelang Pasal 6 Undang- 

Undang Hak Tanggungan relatif lebih cepat

Karena proses pelaksanaan lelang parate eksekusi tersebut lebih sederhana, 

maka dari segi waktu pun dapat dilakukan lebih cepat dari-pada titel 

eksekutorial. Dengan adanya standar operating prosedur yang telah 

ditetapkan, jangka waktu dari pelaksanaan lelang tersebut menjadi lebih jelas 

dan pasti, yaitu selama 34 hari keija.122 Dengan demikian apabila semakin 

cepat waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan lelang, maka tujuan dari 

kreditor pemegang Hak Tanggungan yaitu pengembalian pelunasan 

piutangnya semakin cepat pula tercapai,

d. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan lelang Pasal 6 Undang- 

Undang Hak Tanggungan relatif lebih murah.

t22Suraber dari brosur standar operating prosedur yang dikeluarkan oleh KPKNL.
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Pelaksanaan lelang parate eksekusi sebagaimana yang telah diuraikan

mempunyai prosedur sederhana yang dapat ditempuh dengan waktu yang

cepat, hal ini otomatis membawa dampak pada biaya yang dikeluarkan, yang
1tentunya relatif lebih murah. Biaya yang dikeluarkan hanya bea lelang „ 

sebesar satu persen dari harga pokok lelang, yang dikenakan pada pembeli 

dan penjual, yang nantinya akan disetorkan pada kas Negara.124 

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa 

secara teoritis parate eksekusi merupakan suatu cara eksekusi yang paling ideal 

dan menjanjikan bagi para kreditor pemegang Hak Tanggungan. Akan tetapi 

dalam perkembangannya implementasi dari parate eksekusi tersebut baru mulai 

efektif pada satu/dua tahun terakhir, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya 

pelaksanaan parate eksekusi dapat dikatakan belum beijalan efektif. Hal tersebut 

dapat dilihat dari masih banyak di antara kreditor pemegang Hak Tanggungan 

yang belum memanfaatkan fasilitas dari sarana parate eksekusi yang disediakan 

dan diberikan oleh undang-undang tersebut

Dari hasil penelitian penulis mengenai pelaksanaan lalang Pasal 6 Undang- 

Undang Hak Tanggungan disetiap wilayah KPKNL di Jakarta, sepanjang lima 

tahun terakhir, menghasilkan data sebagai berikut:125

‘“ Peraturan Lelang [Vendu Reglemnt], Ordanansi 28 Februari 1908, LN No. 08-189, ps. 10 junto 
PMK Nomor 304 Tahun 2006, ps. 43 ayat (1).

,24Sumber dari brosur standar operating prosedur yang dikeluarkan oleh KPKNL.

12sData diperoleh dari berbagai sumber pada KPKNL disetiap Wilayah I, II, m, IV dan V.
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Frekwensi

Lelang

Lelang Pasal 6 

Undang-Undang 

Hak Tanggungan

Lelang Dengan 

Fiat Pengadilan

Tahun 2003 12 42
Tahun 2004 10 39
Tahun 2005 14 23

Tahun 2006 12 27

Tahun 2007 47 5

❖ KPKNL wilayah Jakarta II (Jakarta Utara).

Frekwensi
Lelang

Lelang Pasal 6 
Undang-Undang 

Hak Tanggungan

Lelang Dengan 
Fiat Pengadilan

Tahun 2003 0 35

Tahun 2004 0 28

Tahun 2005 0 13
Tahun 2006 132 18

Tahun 2007 188 16
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Frekwensi
Lelang

Lelang Pasal 6 
Undang-Undang 

Hak Tanggungan

Lelang Dengan 
Fiat Pengadilan

Tahun 2003 20 39
Tahun 2004 51 34

Tahun 2005 50 28

Tahun 2006 119 23

Tahun 2007 40 6

❖ KPKNL wilayah Jakarta IV (Jakarta Selatan).

Frekwensi
Lelang

Lelang Pasal 6 
Undang-Undang 
Hak Tanggungan

Lelang Dengan 
Fiat Pengadilan

Tahun 2003 11 43

Tahun 2004 14 47

Tahun 2005 7 72
Tahun 2006 8 63
Tahun 2007 343 26
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Frekwensi

Lelang

Lelang Pasal 6 

Undang-Undang 

Hak Tanggungan

Lelang Dengan 

Fiat Pengadilan

Tahun 2003 7 32
Tahun 2004 10 23
Tahun 2005 7 23

Tahun 2006 65 16

Tahun 2007 26 2

Segi efektifitas pelaksanaan parate eksekusi dalam penelitian ini ditinjau 

dari perbandingan antara kedua cara eksekusi yang diberikan dalam Undang- 

Undang Hak Tanggungan, yaitu parate eksekusi dan titel eksekutorial. 

Berdasarkan data yang telah diuraikan di atas, sebelum tahun 2006 para kreditor 

pemegang Hak Tanggungan lebih cenderung menggunakan cara eksekusi titel 

eksekutorial yang memerlukan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri terlebih 

dahulu dibandingkan dengan parate eksekusi yang memberikan kekuasaan 

kepada pemegang Hak Tanggungan untuk menjual obyek Hak Tanggungan yang 

notabennya memberikan banyak sekali keuntungan dan kemudahan bagi kreditor 

pemegang Hak Tanggungan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

implementasi dari pelaksanaan parate eksekusi kurang efektif dibandingkan  

dengan pelaksanaan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial. Oleh karena itu pada
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penelitian ini, penulis mencoba menganalisa penyebab dari ketidak-efektifan 

pelaksanaan parate eksekusi tersebut.

Ketidak-efektifan dari pelaksanaan parate eksekusi ini sudah mulai teijadi 

pada saat ketentuan Hipotik, dimana pelaksanaan dari “janji menjual atas 

kekuasaan sendiri” banyak sekali menghadapi kendala. Pada praktek pelaksanaan 

parate eksekusi ex Pasal 1178 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

yang merupakan suatu hak dari kreditor mengalami hambatan karena Kantor 

Lelang tidak “berani” melaksanakan lelang tanpa adanya fiat eksekusi dari Ketua 

Pengadilan Negeri. Menurut penelitian yang telah dilakukan pada saat itu, 

hanya 30 persen penjualan obyek Hipotik yang dapat dilakukan sendiri oleh 

kreditor pemegang Hipotik, sedangkan sisanya 70 persen penjualan obyek 

Hipotik harus di lakukan melalui bantuan Pengadilan.127

Jika disyaratkannya persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri untuk 

melaksanakan parate eksekusi, maka teijadi pencampur-adukan antara cara 

eksekusi berdasarkan titel eksekutorial dan parate eksekusi yang jelas merupakan 

dua cara yang berbeda. Eksekusi berdasarkan titel eksekutorial memang pada 

prinsipnya memerlukan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri, akan tetapi 

parate eksekusi merupakan hak kreditor pemegang Hipotik untuk menjual obyek 

Hipotik yang dipeijanjikan dengan pemberi Hipotik pada saat jaminan Hipotik

126Mura P. Hutagalung, “Eksekusi Hipotik dan Kepastian Hukumnya,” Hukum dan 
Pembangunan Nomor 6 Tahun XX  (1990): 562, dalam Satrio I, op. cit., hal. 278.

l27Satrio IV, op. cil., hal. 64-65.
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diberikan, karenanya dalam pelaksanaan tidak memerlukan penetapan dari Ketua 

Pengadilan Negeri.

Pencampur-adukan cara eksekusi ini disebabkan adanya keputusan 

Mahkamah Agung Nomor 3201 K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986, yang 

menggariskan bahwa eksekusi jaminan Hipotik, walaupun terdapat janji menjual 

atas kekuasaan sendiri akan tetapi dalam rangka pelelangannya tetap harus 

terlebih dahulu adanya penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri.

Dalam perkara tersebut, terdapat kerancuan antara pelaksanaan eksekusi 

berdasarkan parate eksekusi dengan berdasarkan Grosse Akta Hipotik. Pada 

awalnya Tergugat asli I melakukan parate eksekusi dengan perantara Tergugat 

asli El (Kantor Lelang Negara Bandung) dan pada akhirnya Mahkamah Agung 

membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi dan menyatakan penjualan lelang 

berdasarkan parate eksekusi yang telah dilakukan tanpa melalui persetujuan dan 

Ketua Pengadilan Negeri Bandung adalah perbuatan melawan hukum dan lelang 

yang bersangkutan adalah batal. Keputusan Mahkamah Agung tersebut 

menyatakan tidak sah pelelangan yang dilaksanakan Kantor Lelang Negara 

Bandung, karena dianggap bertentangan dengan dengan Pasal 224 Het Herziene

Indonesich Reglement.

Karancuan yang terjadi dalam keputusan Mahkamah Agung tersebut, yaitu 

dimana pelaksanaan parate eksekusi yang harus memperhatikan ketentuan proses 

beracara yang terdapat dalam Pasal 224 Het Herziene Indonesich Reglement, 

sehingga penjualan obyek Hipotik melalui pelelangan umum harus terdapat
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penetapan dan Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Apabila eksekusi 

tersebut berdasarkan Grosse Akta Hipotik memang harus mendapatkan 

penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan terlebih dahulu, 

karena Grosse Akta Hipotik mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan 

Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, riimana pelaksanaannya pun 

sama seperti keputusan Pengadilan, yaitu harus melalui dan di bawah pim pinan  

Ketua Pengadilan Negeri. Tetapi jika pelaksanaan parate eksekusi, kreditor dapat 

langsung menjualnya melalui Kantor Lelang, tanpa harus mendapatkan 

penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri.

Keputusan Mahkamah Agung tersebut berdampak terhadap pelaksanaan

parate eksekusi, karena Kantor Lelang tidak “berani” melaksanakan parate

eksekusi Hipotik tanpa adanya penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri. Padahal

tujuan dari diadakannya parate eksekusi itu sendiri yaitu menyingkirkan campur

tangan Pengadilan dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Selain itu juga keputusan

Mahkamah Agung ini memberikan dampak kepada kreditor pemegang Hipotik,

khususnya bank yang merasa kurang terjamin dalam rangka pelaksanaan parate 

eksekusi.

Pada saat terbentuk Undang-Undang Hak Tanggungan, dimana ketentuan 

mengenai parate eksekusi diatur kembali dalam Pasal 20 junto Pasal 6 Undang- 

Undang Hak Tanggungan, pola pikir dari Kantor Lelang maupun kreditor belum 

berubah terhadap pelaksanaan parate eksekusi Hak Tanggungan. Kantor Lelang 

pada saat itu tetap mengharuskan penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk
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setiap pelaksanaan parate eksekusi, dengan dasar pemikiran bahwa Hak 

Tanggungan ini sebagai lembaga pengganti Hipotik khusus mengenai tanah, 

dengan demikian pelaksanaan eksekusinya pun tidak jauh berbeda dengan 

pelaksanaan Hipotik, sehingga pada saat itu Kantor Lelang tidak “berani” 

melaksanakan parate eksekusi tanpa adanya penetapan Ketua Pengadilan Negeri. 

Hal ini tentunya masih berkaitan dengan pengaruh terhadap keputusan 

Mahkamah Agung tersebut.

Presepsi dari kreditor pemegang Hak Tanggungan pun terhadap 

pelaksanaan parate eksekusi masih tetap sama. Para kreditor pemegang Hak 

Tanggungan berpendapat bahwa pelaksanaan parate eksekusi dalam Hak 

Tanggungan sama dengan pelaksanaan parate eksekusi Hipotik, dimana belum 

memberikan j aminan dan kepastian hukum, karena dikhawatirkan permohonan 

parate eksekusi yang diajukannya akan ditolak oleh Kantor Lelang dengan alasan 

keputusan M ahkam ah Agung tersebut, apabila tidak ada penetapan dari Ketua 

Pengadilan Negeri. Dengan demikin keputusan Mahkamah Agung tersebut masih 

membawa dampak terhadap pelaksanaan parate ekseksi pada obyek Hak 

Tanggungan.

Selain dari dampak keputusan Mahkamah Agung tersebut, terdapat faktor 

lain yang krusial sebagai penyebab kurang efektifnya pelaksanaan parate 

eksekusi, yaitu dualisme pengaturan parate eksekusi dalam Undang-Undang Hak 

Tanggungan yang berbeda satu sama lain. Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang 

Hak Tanggungan yang memberikan hak kepada kreditor pemegang Hak
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Tanggungan untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan 

melalui pelelangan umum apabila debitor wanprestasi, ternyata berbanding 

terbalik dengan penjelasan umum angka 9 yang diberikan Undang-Undang Hak 

Tanggungan, yang menyatakan sebagai berikut:

Salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti 
dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitor cidera janji. Walaupun 
secara umum ketentuan tentang eksekusi telah diatur dalam Hukum 
Acara Perdata yang berlaku, dipandang perlu untuk memasukkan 
secara khusus ketentuan tentang eksekusi Hak Tanggungan dalam 
undang-undang, yaitu yang mengatur lembaga parate ek sek u si 
sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 224 R eglem en In d o n esia  
Y ang D iperbaharui (Het Herziene Indonesich Reglement) dan P a sa l 
258 R eglem en A cara H ukum  U ntuk D aerah luar Jaw a d an  
M adura (Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de 
Gewesten Buiten Java en Madura).128

Menurut penjelasan umum angka 9 Undang-Undang Hak Tanggungan, 

pelaksanaan parate eksekusi harus didasarkan pada ketentuan Pasal 224 Het 

Herziene Indonesich Reglement atau Pasal 258 Reglement Buitengewesten, 

karenanya harus mendapatkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri terlebih 

dahulu. Dengan demikian berdasarkan penjelasan umum angka 9 Undang- 

Undang Hak Tanggungan tersebut dapat ditafsirkan pelaksanaan parate eksekusi 

dan titel eksekutorial menpunyai prosedur yang sama.
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Dengan adanya penjelasan umum angka 9 Undang-Undang H ak 

Tanggungan ini, maka memberikan dualisme pengaturan terhadap pelaksanaan 

parate eksekusi obyek Hak Tanggungan yang berbeda satu sama lain, di satu sisi 

dapat langsung dilakukan melalui pelelangan umum sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, dan disisi lain pelaksanaan 

harus mendapatkan fíat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana 

yang dimaksud dalam Pasal 224 Het Heiziene Indonesich Reglement atau Pasal 

258 Reglement Buitengewesten.

Dualisme pengaturan yang saling bertentangan tersebut menunjukkan 

bahwa terdapat ketidak-konsistenan dari pembentuk Undang-Undang Hak 

Tanggungan dan pada akhirnya akan menimbulkan konflik norma, sehingga 

mengakibatkan tidak terdapat kemudahan dari parate eksekusi yang semula 

disediakan oleh Undang-Undang Hak Tanggungan bagi kreditor pemegang Hak 

Tanggungan.129

Dualisme pengaturan terhadap pelaksanaan parate eksekusi obyek Hak 

Tanggungan ini juga merupakan salah satu faktor penyebab dari kurang 

efektifnya pelaksanaan parate eksekusi, karena dalam praktek Kantor Lelang 

tidak bersedia melaksanakan permohonan lelang Pasal 6 Undang-Undang Hak 

Tanggungan tanpa adanya fíat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini 

dikarenakan Kantor Lelang dalam pelaksanaan eksekusi Pasal 6 Undang-undang
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Hak Tanggungan mendasarkan pada penjelasan umum angka 9 Undang-Undang 

Hak Tanggungan.

Pada dasarnya dualisme pengaturan terhadap pelaksanaan parate eksekusi 

obyek Hak Tanggungan dijadikan salah satu penyebab dari kurang efektifnya 

pelaksanaan parate eksekusi tidak lagi relefan, dengan diterbitkannya Keputusan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan 

Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, 

Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden, pada II, 

tentang Hal-Hal Khusus, II A, Penjelasan menyatakan sebagai berikut:

117. Pada dasarnya rumusan penjelasan peraturan perundang- 
undangan tidak dapat dijadikan sebagai sandaran bagi 
materi pokok yang diatur dalam batang tubuh. Karena itu, 
penyusunan rumusan norma dalam batang tubuh harus jelas 
dan tidak menimbulkan keragu-raguan.

118. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum 
untuk membuat peraturan lebih lanjut. Karena itu, hindari 
membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan.

119. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi atas materi 
tertentu.130

Berdasarkan dari Keputusan Presiden tersebut, penjelasan umum angka 9 

Undang-Undang Hak Tanggungan tidak dapat dijadikan sandaran terhadap

130Indonesia, Keputusan Presiden Tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undang dan 
Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan 
Presiden, Kepres No. 44 Tahun 1999, LN No.70 Tahun 1999.

Efektivitas implementasi..., Halimatu Sadiah, FH UI, 2008



pelaksanaan párate eksekusi. Hal ini disebabkan penjelasan undang-undang 

bukan merupakan suatu norma, melainkan sebagai tafsiran resmi dari materi 

tertentu. Oleh karenanya penjelasan umum angka 9 Undang-Undang Hak 

Tanggungan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pelaksanaan 

parate eksekusi, sebagaim ana yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang 

Hak Tanggungan.131

Sehingga sungguh tidak beralasan, apabila pada prakteknya Kantor Lelang 

tetap mengharuskan fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri, karena terdapat 

dualisme pengaturan terhadap pelaksanaan parate eksekusi di dalam Undang- 

Undang Hak Tanggungan.

Penyebab lain dari kurang efektifoya pelaksanaan parate eksekusi juga 

dikarenakan masih banyak di antara kreditor pemegang Hak Tanggungan tidak 

mengetahui adanya cara eksekusi langsung seperti parate eksekusi. Ada juga 

kreditor pemegang Hak Tanggungan yang telah mengetahuinya tapi mereka tidak 

mempunyai Iramanan dan keberanian untuk memanfaatkan fasilitas yang 

diberikan parate eksekusi, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dari 

kreditor mengenai pelaksanaan parate eksekusi. Pola pikir dari kreditor 

pemegang Hak Tanggungan yaitu apabila terkait dengan eksekusi pasti 

melibatkan Pengadilan dan sita jaminan. Para kreditor pemegang Hak 

Tanggungan tersebut berpikir walaupun terdapat penjualan langsung, yaitu parate
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eksekusi, akan tetapi nantinya akan tetap beranjung di Pengadilan juga. Hal ini 

diakibatkan karena pada saat itu kurang sosialisasi mengenai pelaksanaan parate 

eksekusi kepada para kreditor pemegang Hak Tanggungan.

Seringnya Kantor Lelang meminta fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan 

Negeri dalam setiap pelaksanaan parate eksekusi ini, bukan hanya disebabkan 

pengaruh keputusan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas dan 

dualisme pengaturan pelaksanaan parate eksekusi pada Undang-Undang Hak 

Tanggungan. Persyaratan fiat eksekusi pada pelaksanaan parate eksekusi tersebut 

ternyata juga didasarkan pada adanya Surat Edaran Direktur Jenderal Piutang 

dan Lelang Negara Nomor: SE-23/PN/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Lelang Hak Tanggungan, yang menyatakan pada butir 3 sebagai berikut:1̂2

Lelang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf b 
(eksekusi berdasarkan titel eksekutorial) dilaksanakan dalam hal 
lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT tidak dapat dilakukan karena 
Akta Pemberian Hak Tanggungan tidak memuat janji 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 jo Pasal 11 ayat (2) huruf e atau 
adanya kendala/ gugatan dari debitor/ pihak ketiga.

Maksud dari Surat Edaran tersebut, yaitu pelaksanaan dari parate eksekusi ini 

tidak dapat dilakukan, jika terdapat alasan sebagai berikut:

132SE Nomor 23 Tahun 2000, butir 3.
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1. Tidak memuat janji kewenangan pada Pasal 6 Undang-Undang Hak 

Tanggungan junto Pasal 11 ayat (2) huruf e dalam Akta Pemberian Hak 

Tanggungan.

2. Terdapat kendala ataupun gugatan dari debitor maupun pihak ketiga.

Dalam keadaan demikian, maka eksekusi dari Hak Tanggungan hanya dapat 

dilakukan berdasarkan titel eksekutorial.

Berdasarkan Surat Edaran tersebut, pada praktek banyak sekali 

permohonan lelang parate eksekusi yang tidak dapat dilaksanakan oleh KPKNL. 

Jika terdapat indikasi permasalahan pada permohonan lelang parate eksekusi, 

KPKNL mengharuskan pemohon lelang (kreditor pemegang Hak Tanggungan) 

untuk memilih bentuk eksekusi lain, yaitu eksekusi berdasarkan titel 

eksekutorial, yang dalam pelaksanaannya memerlukan fiat eksekusi dari 

Pengadilan Negeri setempat. Hal ini juga sebagai salah satu penyebab dari 

ketidak-efektifan pelaksanaan parate eksekusi.

Sementara itu Disisi lain terdapat peraturan pelaksanaan lelang yaitu 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk

133Pelaksanaan Lelang yang menyatakan:

KP2LN/ Kantor Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak 
permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen 
persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas 
subyek dan obyek lelang.
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Dapat disimpulkan dari pasal di atas, bahwa KPKNL tidak boleh menolak 

permohonan lelang yang diajukan kepadanya, termasuk permohonan dari lelang 

Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, apabila dokumen persyaratan lelang 

yang diajukan sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas subyek dan obyek 

lelang.

Namun pada praktek yang terjadi adalah pelaksanaan lelang Pasal 6 

Undang-Undang Hak Tanggungan tidak dapat dilaksanakan, jika terdapat 

indikasi kendala ataupun gugatan dari debitor maupun pihak ketiga, sekalipun 

dokumen persyaratan lengkap serta telah memenuhi legalitas subyek dan obyek 

lelang. Bahkan jika terdapat gugatan pada saat proses pelaksanaan lelang telah 

dilangsungkan, maka proses lelang Pasal 6 Undang-Undang Hak tanggungan 

tersebut dibatalkan dan diharuskan menyelesaikan Hengan eksekusi berdasarkan 

titel eksekutorial.

Jika kita hubungkan dengan pengaturan tentang pembatalan lelang yang 

menyatakan:134

Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan
putusan/penetapan lembaga Peradilan atau atas permintaan 
penjual.
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Maka yang hanya dapat membatalkan lelang, selain permintaan penjual, yaitu 

putusan/penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan 

indikasi permasalahan sekalipun sudah diajukan gugatan di Pengadilan tidak 

dapat membatalkan suatu permohonan lelang.

Oleh karenanya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana 

tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, sepanjang dokumen persyaratan 

lengkap serta telah memenuhi legalitas subyek dan obyek lelang dan sepanjang 

belum ada putusan/penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap 

untuk membatalkan permohonan lelang, maka permohonan lelang eksekusi Pasal 

6 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut seharusnya dapat dilaksanakan, 

baik itu ada ataupun tidak adanya kendala/gugatan dari debitor maupun pihak 

ketiga.

Secara teori, ketentuan yang terdapat pada Peraturan Menteri Kenangan 

Nomor 40/PMK.07/2006 memang bertentangan dengan Surat Edaran Nomor: 

SE-23/PN/2000 dan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan 

kedudukan Peraturan Menteri Keuangan lebih tinggi dibandingkan Surat Edaran, 

yang notabennya bukan merupakan dasar hukum yang bersifat mengatur dan 

juga hanya berlaku intern bagi kalangan KPKNL.135 Akan tetapi menurut pejabat 

dari KPKNL, sejarah timbulnya Surat Edaran tersebut, karena di dalam praktek 

banyak sekali terdapat permasalahan mengenai pelaksanaan lelang Pasal 6

l35HasiI wawancara dengan Ibu Triana Handayani, Bagian Peraturan Lelang Hukum dan 
Informasi DJKLN, pada tanggal 5 Mai 2008.
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Undang-Undang Hak Tanggungan ini. Sementara itu payung aturan mengenai 

pelelangan tersebut hanya bersifat umum, yaitu petunjuk pelaksanaan dan 

petunjuk teknis untuk semua jenis lelang yang dilakukan oleh KPKNL, 

sedangkan peraturan lelang yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan 

lelang Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut belum ada.136

Permasalahan dari pelaksanaan lelang Pasal 6 Undang-Undang Hak 

Tanggungan ini ternyata berdampak kepada KPKNL sebagai pihak yang turut 

digugat. Oleh karenanya pada saat itu dibutuhkan suatu ketentuan yang dapat 

melindungi KPKNL dari gugatan yang ada, maka dibentuklah Surat Edaran 

tersebut.137

Dengan adanya Surat Edaran tersebut, setidaknya gugatan yang ditujukan

kepada KPKNL dapat diminimalisir. Kenyataan tetap masih banyak gugatan

yang ditujukan kepada KPKNL, sekalipun sudah disaring dengan ketentuan

Surat Edaran tersebut. Pelaksanaan eksekusi, apapun bentuknya baik parate

eksekusi ataupun titel eksekutorial, pada prinsipnya banyak mengalami

permasalahan, karena debitor akan mempergunakan segala macam cara untuk

mempertahankan apa yang menjadi haknya, walaupun pada kenyataan ia telah 

wanprestasi.

,36Hasil wawancara dengan Ibu Kumia, Kepala Seksi Pelayanan Lelang Wilayah Jakarta III, pada
tanggal 8 Mai 2008.
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Menurut pejabat KPKNL ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran 

Nomor 23 Tahun 2000 ini tidak bertentangan dengan petunjuk pelaksanaan 

lelang yang ada di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 

bahkan dengan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, karena Surat Edaran 

tersebut sifatnya mengisi ketentuan yang tidak jelas diatur.138

Keberadaan Surat Edaran ini disikapi dengan pandangan yang berbeda dari 

pihak kreditor, menurut beberapa kreditor, dengan adanya Surat Edaran tersebut 

mencegah kemudahan dari pelaksanaan parate eksekusi yang sebenarnya 

merupakan hak dari kreditor pemegang

Hak Tanggungan yang diberikan oleh undang-undang.139 Bahkan pada saat ini 

terdapat gugatan dari pemohon lelang (kreditor Hak Tanggungan) yang merasa 

dirugikan oleh KPKNL Jakarta V, karena menolak permohonan parate eksekusi 

yang telah diajukannya.140

Terhadap permasalahan keberadaan Surat Edaran yang menjadi polemik di 

antara KPKNL dan kreditor pemegang Hak Tanggungan, penulis menganalisa 

bahwa pada dasarnya Kantor Lelang Negara berhak membuat suatu ketentuan 

untuk setiap jenis lelang yang dijalankannya, akan tetapi ketentuan yang terdapat 

dalam Surat Edaran tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan

l3*Ibid.

l39Hasil wawancara dengan beberapa kreditor pemegang Hak Tanggungan.

140HasiI wawancara dengan Bapak Arif, staf Pelayanan Lelang Jakarta V, pada tanggal 5 Mai
2008.
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Nomor 40/PMK.07/2006 dan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. Dari 

hasil penelitian yang dilakukan penulis terlihat memang pada dasarnya KPKNL 

dengan adanya Surat Edaran tersebut ingin menerapkan prinsip kehati-hatian 

dalam rangka pelaksanaan lelang parate eksekusi ini, akan tetapi bukan berarti 

KPKNL dapat menolak permohonan lelang parate eksekusi jika terdapat 

kendala/gugatan dari debitor/pihak ketiga, karena baik di dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 m aupun Undang-Undang Hak 

Tanggungan tidak terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa kendala/gugatan 

dan debitor/pihak ketiga dapat menangguhkan pelaksanaan parate eksekusi. Di 

dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan pelaksanaan parate eksekusi 

hanya disyaratkan kepada pemegang Hak Tanggungan pertama dan dilakukan 

melalui pelelangan umum, oleh karenanya sekalipun terdapat kendala/gugatan 

dan debitor/pihak ketiga pelaksanaan parate eksekusi ini harus dapat 

dilaksanakan. Sehingga dengan demikian pelaksanaan lelang parate eksekusi ini 

semestinya dapat dilakukan tanpa harus memperhatikan Surat Edaran tersebut 

Ketentuan Surat Edaran tersebut selain bertentangan dengan Peraturan 

Menten Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 dan Pasal 6 Undang-Undang Hak 

Tanggungan, juga tidak memberikan kepastian hukum bagi kreditor pemegang 

Hak Tanggungan, karena Surat Edaran tersebut tidak memberikan klasifikasi 

kendala atau gugatan apa yang dimaksud. Pemikiran dari kreditor pemegang Hak 

Tanggungan yang merasa Surat Edaran tersebut mencegah haknya, itu terjadi 

karena ketidak-jelasan dari ketentuan di dalam Surat Edaran tersebut, mereka
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merasa dapat dilaksanakan atau tidaknya lelang Pasal 6 Undang-Undang Hak: 

Tanggungan ini tergantung dan kebijakan pimpinan, yaitu kepala KPKNL di

setiap wilayah.141

Di sisi lain KPKNL menentukan dapat atau tidak dilaksanakan lelang Pasal 

6 Undang-Undang Hak Tanggungan berdasarkan pada kasus disetiap 

permohonan yang diajukan, apakah permohonan lelang tersebut mengadung 

indikasi permasalahan dikemudian hari atau tidak. Banyak aspek yang harus 

dipikirkan oleh KPKNL sebelum menentukan pelaksanaan lelang, diantaranya

.  • 142aspek debitor dan aspek j aminannya.

Pada pemasalahan ini masing-masing pihak, memberikan tafsiran yang 

berbeda-beda tentang keberadaan Surat Edaran tersebut. Oleh karenanya menurut 

pendapat penulis, KPKNL dalam membuat ketentuan mengenai pelaksanaan 

lelang Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan harus disesuaikan dengan 

syarat-syarat yang terdapat di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, sehingga 

di antara ketentuan yang satu dengan yang lainnya tidak terdapat perbedaan 

pengaturan mengenai pelaksanaan parate eksekusi.

Selain itu juga ketentuan mengenai pelaksanaan parate eksekusi tersebut 

lebih baik tidak dituangkan di dalam Surat Edaran, karena Surat Edaran hanya 

berlaku intern bagi kalangan KPKNL. Ketentuan tersebut seharusnya dituangkan

"'Hasil wawancara dengan legal Balai Lelaog Swasta, pada tanggal 28 April 2008.

'"Hasil wawancara dengan Ibu Eris, Biro Hukum dan Informasi KPKNL Jakarta II, pada tanggal
6 Mai 2008.
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dalam peraturan yang lebih tinggi dari pada Surat Edaran dan dapat mengikat 

pihak lain, seperti Peraturan Menteri Keuangan atau Peraturan Direktur Jenderal. 

Dengan demikian ketentuan mengenai pelaksanaan Lelang Pasal 6 Undang- 

Undang Hak Tanggungan menjadi jelas dan memberikan kepastian hukum bagi 

semua pihak, baik itu kreditor pemegang Hak Tanggungan maupun KPKNL.

Ketidak-efektifan dari parate eksekusi ini juga disebabkan Badan Peradilan 

merasa wibawanya diambil alih dalam hal pelaksanaan eksekusi, karena 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, pada prinsipnya eksekusi itu merupakan wewenang Pengadilan, 

maka dari itu KPKNL tidak “berani” untuk melakukan lelang parate eksekusi. 

Ketidak beranian KPKNL untuk melaksanakan parate eksekusi, menurut 

pendapat penulis tidak beralasan karena wewenang tersebut sudah diberikan 

kepadanya oleh Undang-Undang Hak Tanggungan serta jelas bahwa parate 

eksekusi ini merupakan bentuk eksekusi lain yang pelaksanaannya di luar 

campur tangan Pengadilan. Oleh karenaya KPKNL tidak perlu merasa ragu lagi 

untuk melaksanakan parate eksekusi.

Menurut hemat penulis, keefektifan dari pelaksanaan parate eksekusi ini 

ditentukan dari ketegasan KPKNL untuk melaksanakan parate eksekusi. Sebagai 

contoh berdasarkan data yang telah disajikan, pelaksanaan parate eksekusi obyek 

Hak Tanggungan pada KPKNL wilayah Jakarta III sudah mulai efektif dari tahun 

2004. Hal tersebut disebabkan KPKNL wilayah Jakarta III paling “berani” untuk
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melaksanakan eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut
143

dibandingkan dengan KPKNL wilayah Jakarta yang lainnya.

Sementara itu efektifitas dari pelaksanaan parate eksekusi obyek Hak 

Tanggungan pada KPKNL wilayah Jakarta yang lain baru mulai terjadi pada

tahun 2006 dan tahun 2007. Selain dari sosialisasi mengenai pelaksanaan lelang

TT , _  „mll1Mn sudah sering dilakukan, hal tersebut Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan suaan sc g

Titah Nomor 33 Tahun 2006 tentang berkaitan adanya Perataran Pemerintah JNomo 5

r. Nomor 14 tahun 2005 Tentang Tata CaraPerubahan Atas Peraturan Pem erintah JNomor i

Penghapusan Pimang N egara/D aerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah

tersebut pengelolaan kekayaan Negara telah dipisahkan pada Badan Usaha Milik

Negara dan sepenuhnya m enjadi kew enangan perusahaan Negara yang

bersangkutan, hal ini berdampak terhadap pengurusan piutang macet pada bar*

. w, „ « r ia  daD at diselesaikan sesuai mekanismebank Badan Usaha Milik Negara yang oapai

korporasi masing-masing.

Kaitan Peraturan Pemerintah tersebut dengan mulai efektifnya pelaksanaan

parate eksekusi obyek Hak Tanggungan, yaitu karena bank-ba^ Badan Usaha

, . .  Peraturan Pemerintah tersebut tidak lagiMilik Negara sejak diterbitkannya Peraturan s
i „a * Panitia Urusan Piutang Negara, akan tetapi menyerahkan piutangnya kepada Panitia p

dapat m enyelesaikan sendiri. Salah sahi pilihan bank-bank Badan Usaha M ilik  

Negara untuk m enyelesaikan urusan piutangnya yaitu parate eksekusi.

143Hasil wawancara
dengan pejaba« lelang pada KPKNL wilayah I.I, .angga. 25 April 2008.
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Dengan demikian sejak berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut yang 

dapat mengajukan permohonan parate eksekusi bukan saja bank swasta, tetapi 

bank-bank Badan Usaha Milik Negara pun dapat mengajukan permohonan 

tersebut. Karena lebih banyak pihak yang dapat mengajukan permohonan parate 

eksekusi, maka pelaksanaan parate eksekusi pun meningkat dan mulai efektif.

2. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Parate Eksekusi Obyek H ak 

Tanggungan

Sebagaimana yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, secara teori

parate eksekusi merupakan suatu cara eksekusi yang paling ideal dan

menjanjikan bagi para kreditor pemegang Hak Tanggungan. Dengan kemudahan

yang diberikan oleh sarana parate eksekusi ini, semestinya di dalam praktek tidak

ada lagi kreditor pemegang Hak Tanggungan yang memilih bentuk eksekusi lain,

karena tersedia sarana yang lebih sederhana dan menguntungkan baginya, yaitu 

melalui parate eksekusi.

Pada praktek dari hasil pengamatan penulis, kreditor pemegang Hak 

Tanggungan selalu mengalami kesulitan dalam hal mengeksekusi barang 

jaminan, sehingga pelaksanaan parate eksekusi tidak dapat beijalan sebagaimana 

yang diharapkan.'44 Memang harus diakui, bahwa pelaksanaan lelang parate 

eksekusi lebih riskan dan mengandung resiko yang tinggi dari-pada jenis

““ Hasil pengamatan penulis pada kantor-kantor hukum.
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pelelangan lainnya,145 akan tetapi bukan berarti hal tersebut dapat menghambat 

pelaksanaan dari parate eksekusi.

Dalam pelaksanaan lelang parate eksekusi terdapat banyak hambatan- 

hambatan yang menjadi faktor penyebab dari kurang-efektifnya pelaksanaan 

tersebut, yaitu diantaranya:

a. Hambatan dari pihak kreditor pemegang Hak Tanggungan.

Hambatan pelaksanaan parate eksekusi dari kreditor pemegang Hak 

Tanggungan, yaitu sedikitnya permohonan lelang Pasal 6 Undang-Undang 

Hak Tanggungan yang diajukan. Para kreditor pemegang Hak Tanggungan 

terkesan masih ragu-ragu untuk memanfaatkan sarana parate eksekusi 

tersebut.146 Hal ini disebabkan dari banyaknya penolakan permohonan lelang 

Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan yang dilakukan oleh KPKNL, 

selain itu juga kurangnya pemahaman dan kreditor pemegang Hak 

Tanggungan itu sendiri mengenai pelaksanaan parate eksekusi.147

Untuk mengatasi hambatan tersebut, menurut pendapat penulis, 

seharusnya sering dilakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan parate 

eksekusi dengan cara mengadakan seminar ataupun workshop untuk 

menyamakan persepsi terhadap pelaksanaan parate eksekusi. Selain itu

I45Hasil wawancara dengan ibu Dwi, Pejabat Lelang di KPKNL Jakarta IV, pada tanggal 17 April
2008.

l46Hasil wawancara dengan staf legal Balai Lelang Swasta, pada tanggal 28 April 2008.

wIbU.
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diperlukannya peran aktif dari KPKNL untuk melakukan pendekatan kepada 

calon pemohon lelang pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan.

b. Hambatan dari pihak debitor.

Hambatan pelaksanaan parate eksekusi yang datangnya dari debitor, 

yaitu gugatan yang ditujukan kepada KPKNL.148 Hal ini disebabkan dimana 

pelaksanaan eksekusi pada prinsipnya banyak mengalami permasalahan, 

karena debitor akan mempergunakan segala macam cara untuk 

mempertahankan apa yang menjadi haknya, walaupun pada kenyataan ia 

telah wanprestasi. ̂ Permasalahan tersebut ternyata berdampak kepada 

KPKNL sebagai pihak yang turut digugat.

Materi gugatan yang ditujukan kepada KPKNL pada umumnya 

meminta pembatalan lelang tersebut Bahkan dalam satu bulan gugatan 

mengenai lelang Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan ini dapat 

mencapai 27 materi gugatan.149

Banyaknya gugatan tersebut sangat berpengaruh terhadap kineija dan 

KPKNL, yang bertugas memberikan pelayanan yang baik kepada 

masyarakat. Hambatan ini dapat diatasi dengan cara pejabat lelang yang 

melaksanakan lelang Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan harus benar- 

benar teliti dalam pemeriksaan legalitas subyek dan obyek dari barang

148Hasil wawancara dengan Ibu Kumia, Kepala Seksi Pelayanan Lelang Wilayah Jakarta III, pada 
tanggal 8 Mai 2008.

lA9Ibid.
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jaminan, jika terdapat perbedaan data, KPKNL berwenang untuk menolak 

permohonan lelang tersebut. Dengan demikian diharapkan gugatan yang 

ditujukan kepada KPKNL dapat diminimalisir.

c. Hambatan dari KPKNL

Ketidak-beranian KPKNL untuk melaksanakan lelang parate eksekusi 

juga merupakan salah satu hambatan parate eksekusi. Dalam praktek masih 

banyak penolakan yang dilakukan oleh KPKNL atas permohonan parate 

eksekusi yang diajukan oleh kreditor pemegang Hak Tanggungan tanpa 

adanya fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan.

Ketidak-beranian KPKNL untuk melaksanakan parate eksekusi, 

menurut pendapat penulis tidak beralasan karena wewenang tersebut sudah 

diberikan kepadanya oleh Undang-Undang Hak Tanggungan serta jelas 

bahwa parate eksekusi ini merupakan bentuk eksekusi lain yang 

pelaksanaannya di luar campur tangan Pengadilan. Oleh karenaya KPKNL 

tidak perlu merasa ragu lagi untuk melaksanakan parate eksekusi.

d. Hambatan dari Obyek Lelang.

Hambatan yang paling banyak dalam pelaksanaan lelang parate 

eksekusi, yaitu dari obyek lelang itu sendiri. Mulai dari obyek lelang tidak 

laku terjual, harga limit dari obyek lelang sampai dengan pengosongan obyek 

lelang.150

l50Berdasarkan laporan dari kreditor kepada KPKNL Wilayah Jakarta III.
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Hambatan dari obyek lelang yang tidak laku terjual disebabkan oleh 

beberapa faktor diantaranya tidak ada peminat, harga jual terlalu tinggi, 

obyek lelang tidak marketable dan pandangan masyarakat terhadap obyek 

lelang yang beranggapan bahwa obyek lelang tersebut pasti akan 

menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Terhadap hambatan ini 

seharusnya obyek lelang yang akan dijual perlu dilakukan upaya pemasaran 

yang baik dan melakukan pendekatan kepada calon pembeli lelang. Upaya 

tersebut dapat dilakukan melalui kerja-sama dengan Balai Lelang Swasta.

Harga limit dari obyek lelang juga menjadi salah satu penghambat dari 

pelaksanaan lelang parate eksekusi. Penentuan harga limit obyek lelang 

dilakukan oleh penjual yang notabennya adalah kreditor pemegang Hak 

Tanggungan, scrmg kali penjual menetapkan harga limit yang terlalu tinggi 

agar dapat menutupi jumlah piutangnya.151 Hal tersebut terjadi karena 

kreditor pemegang Hak Tanggungan kurang memperhitungkan nilai dari 

obyek jaminan yang diberikan oleh debitor, sehingga nilai tanggungan 

mendekati nilai jaminannya. Dengan harga limit yang tinggi mengakibatkan 

obyek lelang yang ditawarkan menjadi tidak laku terjual. Seharusnya dalam 

hal menentukan harga limit, penjual harus berpegangan pada harga pasar 

yang teidUpUl flf da,am Nilai Jual Obyek Pajak yang berlaku.

15lHasil wawancara dengan Ibu Kumia, Kepala Seksi Pelayanan Lelang Wilayah Jakarta III, pada 
tanggal 8 Mai 2008. 6 1 v
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Hambatan yang paling utama dalam pelaksanaan parate eksekusi ini, 

yaitu pengosongan dari obyek lelang. Walaupun terdapat janji di dalam 

APHT, bahwa pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkan obyek Hak 

Tanggungan pada saat eksekusi1« , akan tetapi janji tersebut sulit untuk

direalisasikan, tidak dapat dipungkiri bahwa pengosongan dari obyek lelang

i u k r u s ia l Sementara itu pengosongan bukanmerupakan masalah yang lcrusiai

merupakan kew enangan dari KKPKNL melainkan kewenangan Pengadilan.

Bagi pembeli obyek lelang yang berpenghuni dan ingin melakukan upaya

, harus mengajukan permohonan penetapan
pengosongan, maka ia ucu

pengosongan lelang ke Pengadilan. KPKNL a,as permintaan pembeli lelang

^  /C l  ¡nan Akta Risalah Lelang, yang nantinyahanya mengeluarkan G rosse/Salinan a h *  j

, ^ Pf»npadilan sebagai dasar untuk mengeluarkan
akan diserahkan kepada Peng

, . 153 Yane menjadi masalah jika pengosonganpenetapan pengosongan tersebut * &

... cplain m em akan waktu dan biaya, dikhawatirkan
berada di tangan Pengadilan

tit untuk mengeluarkan penetapan pengosongan Pengadilan akan mempersulit uniu*. »

tersebut, karena beranggapan dengan pelaksa^an parate eksekusi 

„ e n g a m b iW ih  sebagian kewenangannya dalam rangka mengeksekusi benda 

jaminan. TeAadap hambatan ini, menurut pendapat penulis seharusnya 

dalam rangka lelang Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, KPKNL

'“ U ndang-U ndang Hak Tanggungan, op. cit., ps-11 ayat (2) lnm'f j-

» M  wawancara dengan Bapak Arit s<af Pelayan*. Lelang Jakarta V. pada «ngga, 5 Mai

2008.
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diberikan kewenangan untuk melakukan pengosongan obyek lelang Hak 

Tanggungan. Dengan demikian KPKNL selain berwenang menjadi pelaksana 

juga berwenang untuk mengadakan pengosongan, sehingga pelaksanaan 

parate eksekusi ini menjadi satu paket dan dapat menyederhanakan proses 

dari pelaksanaan parate eksekusi tersebut.

Hambatan-hambatan dari pelaksanaan parate eksekusi sebagaimana 

tersebut di atas harus segera dapat diatasi, mengingat parate eksekusi merupakan 

bentuk eksekusi yang sangat menguntungkan baik dari segi waktu dan biaya. 

Dengan demikian diharapkan pelaksanaan dari parate eksekusi dapat beijalan 

dengan efektif.
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PENUTUP

A. K esim pulan

Berdasarkan dari uraian dalam bab-bab sebelumnya, penulis mengambil 

kesimpulan bahwa:

1. Secara teoritis parate eksekusi merupakan suatu cara eksekusi yang paling ideal 

dan menjanjikan bagi para kreditor pemegang Hak Tanggungan. Akan tetapi 

dalam perkembangannya implementasi dari parate eksekusi tersebut baru mulai 

efektif pada satu/dua tahun terakhir, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya 

pelaksanaan parate eksekusi dapat dikatakan belum beijalan efektif. Salah satu 

penyebabnya, yaitu terdapat Surat Edaran Direktur Jenderal Piutang dan Lelang 

Negara Nomor: SE-23/PN/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Hak 

Tanggungan, yang intinya menyatakan bahwa pelaksanaan parate eksekusi tidak 

dapat dilakukan, jika terdapat kendala ataupun gugatan, dari debitor maupun 

pihak ketiga. Berdasarkan Surat Edaran tersebut, banyak sekali permohonan 

lelang parate eksekusi yang ditolak, karena KPKNL tidak “berani” untuk 

melakukan lelang parate eksekusi. Menurut hemat penulis keefektifan
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pelaksanaan paiate eksekusi ditentukan dari ketegasan KPKNL untuk 

melaksanakan parate eksekusi. Efektifitas dari pelaksanaan parate eksekusi 

obyek Hak Tanggungan baru mulai teg'adi pada tahun 2006 dan Tahun 2007, 

karena selain sosialisasi mengenai pelaksanaan parate eksekusi sudah sering 

dilakukan juga berkaitan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2006, 

dimana bank-bank Badan Usaha Milik Negara tidak lagi menyerahkan 

piutangnya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, akan tetapi dapat 

menyelesaikan sendiri, salah satu pilihannya yaitu parate eksekusi. Dengan 

demikian yang dapat mengajukan permohonan parate eksekusi bukan saja bank 

swasta, tetapi bank-bank Badan Usaha Milik Negara, karena lebih banyak pihak 

yang dapat mengajukan permohonan parate eksekusi maka pelaksanaan parate 

eksekusi pun meningkat dan mulai efektif.

2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan parate eksekusi obyek Hak 

Tanggungan, yaitu diantaranya:

a. Hambatan dari pihak kreditor pemegang Hak Tanggungan, yaitu sedikitnya 

permohonan lelang parate eksekusi yang diajukan, karena para kreditor 

pemegang Hak Tanggungan terkesan masih ragu-ragu untuk memanfaatkan 

sarana parate eksekusi tersebut.

b. Hambatan dari pihak debitor, yaitu banyaknya gugatan yang ditujukan 

debitor kepada KPKNL.
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c. Hambatan dari KPKNL, yaitu ketidak-beranian KPKNL untuk melaksanakan 

lelang parate eksekusi tanpa adanya fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan 

Negeri.

d. Hambatan dari obyek lelang, yaitu obyek lelang tidak laku teijualfharga limit 

dari obyek lelang dan pengosongan obyek lelang.

B. Saran

Terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, maka penulis menyarankan 

beberapa hal, antara lain:

1. Dalam rangka menyamakan persepsi terhadap pelaksanaan parate eksekusi dan 

membina kepercayaan kreditor pemegang Hak Tanggungan, sebaiknya sering 

dilakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan parate eksekusi dengan cara 

mengadakan seminar ataupun workshop. Dengan demikian pelaksanaan parate 

eksekusi diharapkan dapat berjalan efektif, mengingat pelaksanaan penjualan 

melalui parate eksekusi memberikan segi-segi keuntungan dalam pengembalian 

piutang kreditor dan bermanfaat untuk mendukung pembangunan ekonomi 

nasional.

2. Agar tidak teijadi kerancuan prosedur pelaksanaan parate eksekusi dan 

menghapuskan dualisme pengaturan mengenai parate eksekusi dalam Undang- 

Undang Hak Tanggungan, sebaiknya Penjelasan Umum angka 9 dari Undang- 

Undang Hak Tanggungan diubah atau dihapuskan. Dengan demikian pengaturan
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mengenai parate eksekusi lebih jelas dan lebih memberikan kepastian hukum 

bagi para pihak, khususnya kreditor pemegang Hak Tanggungan.

3. Diperlukannya peran aktif dari KPKNL untuk melakukan pendekatan, baik 

kepada calon pemohon maupun calon pembeli lelang parate eksekusi. Dengan 

demikian pelaksanaan parate eksekusi dapat beijalan efektif.

4. Kewenangan dari KPKNL sebaiknya ditambah, bukan hanya sebagai pelaksana 

lelang parate eksekusi, tapi juga diberikan kewenangan untuk melakukan 

pengosongan obyek lelang. Dengan demikian pelaksanaan parate eksekusi 

menjadi satu paket dan hanya berada pada satu pintu, yaitu KPKNL, tanpa 

adanya campur tangan dari Pengadilan, sehingga proses pelaksanaan parate 

eksekusi dapat lebih disederhanakan.

5. Ketentuan yang terdapat di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Piutang dan 

Lelang Negara Nomor: SE-23/PN/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 

Hak Tanggungan, sebaiknya dihapuskan dan digantikan dengan produk hukum 

yang lebih tinggi dari-pada Surat Edaran. Apabila KPKNL ingin membuat 

ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan parate eksekusi dalam rangka 

menerapkan prinsip kehati-hatian, sebaiknya harus disesuaikan dengan syarat- 

syarat yang terdapat di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Dengan 

demikian ketentuan mengenai pelaksanaan parate eksekusi dapat memberikan 

kepastian hukum bagi semua pihak dan kemudahan pelaksanaan parate eksekusi 

yang sebenarnya merupakan hak dari kreditor pemegang Hak Tanggungan yang 

diberikan oleh undang-undang dapat direalisasikan dengan baik.
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perlu : m enetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Lelang;
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Tam bahan Lembaran N egara Republik Indonesia .Nom or 3687);

3. Instruksi Lelang ( Veudit Instruclic, Sbu'^hlnd 1908:190 sebagaim ana telah 
beberapa kali d iu b ah  terakhir dengan Slnnlsblnd 1930:85);

>1. Peraturan Pem erintah N om or 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jeniö 
IVnorim aan N egara Bukan Pajak yang tferlaku Pada Departem en  
i-sriiaivjan (Lem baran N egara Republik In-ionesia Tahu r, 2003 N om or 95, 
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i Pasal 1 . •

D alam  Peraturan Menteri Keuangan ini yar.g; dimaksud dengan:

1. Lel£ng adalah penjualan barang yang.Weirbuka untuk um um  d en gan
• penaw aran  harga secara tertulis dan/atauM isan yang sem akin m en ingk at
atau m enurun untuk mencapai harga teiMnggi yang didahului d en gan  
p en gu m u m an  lelang.

2. B a r a n g  a d a l a h  tiap b e n d a  atau hak y a n g  d ap a l  dijual s e c a u  l e la ng .  •

3 .  P e n g u n i u m a n  L e l a n g  adalah  p e m b e r i t a h u a n  k e p a d a  .m n s y a i a k a l  t e n t a n g  
a k a n  a d a n y a  L e l a n g  d e n g a n - m a k s u d  u n t u k  m e n g h i m p u n  p e m i n a t  l e l a n g  
d a n (p e m b e r i t a h u a n  k e p a d a  pihak y a n g  b e r k e p e n t in g a n .

F 'U  L e l a n g  E k s e k u s i  a d a la h le lang un tu k  m e l a k s a n a k a n  p u l u s a n / p e n e t a p a n  
p e n g a d i l a n  a ta u  d o k u m e n - d o k u m e n  lain, y a n g  se su a i  d e n g a n  p e r a t u r a n

• p erundan g-u ndangan  yang berlaku, dipersam akan dengan itu, dalam ' 
rangka m em bantu penegakan hukum, antara_lain: Lelang Eksekusi 
Panitia U rusan .P iu tang Negam (PUPN), Lelahg Eksekusi^Pengadilan, 
L elapg Eksekusi Pajak, Lelang-'Eksckusi' Harta Pailit,
Pas*; 6 U ndang-U ndaftg Hak Tanggungan (UUHTJ, Lelang Eksekusi 
d ik u a s a i/t idak dlkuasoLBen Cukai, Lclanft Ekeokunl Dornn« Slinnn Puanl <3 ^  

.. . 45 Kitab Undang*Undnng Hukum Acnrn Pldnnn (KUHAP), Lolwnc
■ E ksekusi Barang Rampasan, Lelang Eksekuy Barang lem uan, Lelang
. . E k seku si F idusia, Lelang Eksekusi Gadai. .
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B U M N /O  bcrbcnluj< persero.

7 . M en ter i adalah  M enteri Keuangan Republik Indonesia.

8.  D i r e k t u r l c n d e r a l  adalah Direktur Jenderal Piu!ang.dan Lelang Negara.

9. K a litor  W ilayah  adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan

L e la n g  N egara  (DJPLN). _
K antor P elayanan  Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) adalah instansi 

veriik n i DJPLN. ’* ■
1 1 . K a n t o r  pejabat Lelang Kelas II adalah kantor swasta tempat kedudukan

Pejabat L elang Kelas II. ‘
12. Dalai L elang adalah  Badan Hukum Indonesia yang h e r h s n t u k  P e r s e r o a n  

T erb atas (PT) yang  m e n y e le n g g a r a k a n  kegiatan usaha di bi a g ) J
le la n g  berdasarkan izin dai i Menteri.

V13. Pejabat L elang adalah orang yang khusus diberi w ew enang oleh M enten
K e u a n g a n  m e la k s a n a k a n  Penjualan barang secar«. e ang.

14. P e r n a iu ,,  Lelang S S S S t S E S
unlviK m en aw arkan  dan menjelaskan v 0
lel a i _

13. 5>J i /■■-i ;.v j  i. j.-ti (P engaw as Lelang) adalah pejabat /a n g  0v h
o l . i ’.. M -n l-r i nntuk m engaw asi pelaksanaan lelang yang dilakukan o.en

Ut'lai'ig. '
16. P - I , j . . a l  adalah  p e r o r a n g a n ,  badan h u k u i t f ' u s a h a  a U t l j M t t n s iy in *

bi'i  • ’• / ■ ' n p e r a t u r a n  p e r u n d a n g - u n d a n g a i V a t a u  perjanjian ..

u p.l'.i '; m enjual barang secara lelang. ^
17. P cn .iiih  Barang adalah pero-angan a t a u ,  j a d a n  hukum /usaha yang 

rr.ri:. * s i i • i hak kepem ilikan atas suatu baiang yang <. i e ang.

• j p - n  ‘ ■■H/jVmenang Lelang adalah orang atau badan vang
tertinggi yang d isah k an  sebagai pem enang le la n g ,  oleh

19 t.(-'l;'.;v.! .Ulang adalah pelaksanaan lelang yang dilak^ ?  UÎ  
m c v .u i.a u *  l i n g  y ^ g  tidak ada peminat, lelang yang ditahan atau

leli'i-j1, y 'n(i. Pem belinya wanprestasi. '
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2Q. H arga  Lim it (Reserve P ria )  adalah harga minimal barang le ian g  yan g
. d itetapkan  oleh  Penjual/Pem ilik  Barang untuk dicapai d a lam  suatu  

p elelan gan .

21'. H acga Lelang adalah harga penáWíiran tertinggi yang harus d ibayar o leh  
Pcgribeli.

22. Pokpk Lelang adalah Harga Lelang yang belum termnsuk Den Lelang Pembeli 
dalam lelang yang diselenggarakan oleh KP2LN untuk semua jen is lelang atau 
Harga Lelang dalam lelang yang diselenggarakan oleh Bnlai Lelang untuk jen is  
Lelang hlon Eksekusi Sukarela.

23. Bea- Lelang adalah bea. yang, berdasarkan peraturan perundan g-  
u nd angan , dikenakan atas setiap pelaksanaan lelang, yan g  berupa  
Penerim aan N egara Bukan Pajak d a n / atau Per.urugi.

J 24. Perurugi adalah insentif dari bagian bea lelang yan g  d iberikan kepada  
Pejabat Lelang Kelas 11 dan Superin lenden (P?ngr.wns Lelang) dalam  
rangka pelaksanaan lelang.

25. U an g  m iskin adalah uang yang d ipungut dari Pem beli sebagai 
Penerim aan Negara Bukan Pajak pada Departem en Sosial.

26. Penaw aran Lelang secara L angsung adalah penaw aran lelang yan g  
dilakukan  o leh  Pesürla Lelang di tem pat pelaksanaan lelang!

v 27. Penaw aran Lelang Tidak langsung adr .ah penaw aran lelang y a n g  
dilak ukan  m enggunakan teknologi inform asi dan  • kom unikasi dan  
Peserta L elang tidak berada d i tem pat pelaksanaan lelang.

28. R isalah  Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang-yang  d ibuat o leh  
Pejabat Lelang yang m erupakan akta otentik dan m em p u n yai kekuatan  
pem buktian  sem purna bagi para pihak.

29. G rosse  R isalah Lelang adalah Salinan asli dari R isalah Lelang y a n g  
berlcepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Y'ang M aha Esa".

30. F rekuensi Lelang adalah jum lah Risalah Lelang yang diterbitkan, pada  
se tia p  pelaksanaan lelaftcr.

Pasal 2
*■

Setiap  pelaksanaan lelang harus dilakukan qfeh dan/atau  d i hadapan Pejabat
L elang «kecuali ditentukan lain oleh peratiuanpérundang-undnngan.

Pasál 3

P elelan gan  yan g  telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
tidák deppt dibatalkaii
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Pasal 4 —* (p 1 .

(1) Lelang pertmno harus diikuti oleh pftling sedikit 2 (dua) peser& lelang.*

.(2) Lelang ulang dapat dilaksanakan dengan diikuti oleh 1 (satu) orang
pe.serta lelang. ' • -

• Pasal 5

(1) Pejabat Lelang terdiri dari: . ' .

a. Pejabat Lelang Kelas I ; . . ’ .

b . , Pejabat Lelang Kelas U.

(2) PejabM Lelang Kelas I berkedudukan di KP2LN dan berwenang 
j  m elaksanakan lelang untuk sem ua jenis lelang' —

f a )  Pejabat Lelang Kelas II berkedudukan di.Kantor Pejabat Lelang Kelas M 
dan hanya berwqnang m elaksanakan lelang berdasarkan permintaan Bala» 
Lelang atas jen&£l§§Htng’N o n  Eksekusi SukardS, lel^^g aset BUM N/L* 
be.-bentuk Persero! dan lelang aset milik Bank dalam  l i k u i d a s i  berdasarkan 
Peraturan Pem erintah N om or 25 Tahun 1999. r

^(4) D alam  hal di suatu w ilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas 1 terdapat Pejabat 
Lelang Kelas U, Pejabat Lelang Kelas I yang bersangkutan tidak 
diperbolehkan m elaksanakan lelang atas permohonan Balai Lelang 
sebagaim ana dim aksud pada ayat (3) kecuali Pejabat Lelang Kelas II yang  
nd,a di w ilayah  tersebut dibebastugaskan, cuti atau berhalangan tetap. .

' BAB 11

' PERSIAPAN LELANGI

: , Bagian Pertama .

• 1 Perm ohonan la la n g  * .

. Pasal 6 • '

(̂T) Penjual Vant; bermaksud melakukan penjualan secara lelang mengsjukan  
su.-at perm ohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KP2LN atau 
Pe’m im pin  Balai Lelang disertai dengan dokum en persyaratan lelang.

(2)"D<lam hal lelang sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) berupa  Lelang 
Eksekusi 'Panitia Urusan Piutang Negara, aurat perm ohonan ajakkan  
rfftlnm btmtuk Notn Dlna* oleh Kepaln Sok*l Piutang Noanra KP2 li 
Hepftda Kop ain , , • ,

. (3) Surat perm ohonan kfepada Pem im pin Balai Lelang sebagaimana dima su  
p^da «y r. t (1) diteruskan kepfda’ Pejabat Lelang Kelas 11 atau kepada  
Kepala KP?\ .N untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelangnya. ¡J

Efektivitas implementasi..., Halimatu Sadiah, FH UI, 2008



MENTERI KEUANGAN 
REPUSLlk INDONESIA

(4): K P2L N /K antor Pejabat Lelang Kelas li tidr < boleh-m enolak perm ohonan  
le lan g  yang  diajukan kepadanya .sepanjang dokum en persyaratan lelang  

j* su d a h  lengkap dan telah m em enuhi legalitas subjek objek lelang.

<(5ty K etentuan lebih lanjut m engenai tata cam perm ohonan lelang dan  
. d ok u m en  persyaratan lelang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

• 'Bagian Kedu?

Penjual/Pem ilik  Barang

. • . Pasal 7

(1) P en ju al/P em ilik  Barang bertanggung jawab terhadap keabsahan barang, 
d ok u m en  persyaratan le lan g 'd an  penggunaan Jasa Lelang o leh  Balai 
Lelang.

(2) Penjual bertanggungjawab a.tas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian  
yan g  tim bul karena ketidakabsah'art barang, dokum en persyaratan lelang

i dan  penggunaan Jasa Lelang oleh Balai Lelang.

(3) Dalam  hal yang d ilelang barang bergerak, Penjual/PenuJ.ik Barang wajib  
m enguasai fisik barang bergerak yang akan dilelang. /

1 Pasal 8 .
i .

(1) Pei .jual/P em ilik  Barang dapat i mengajukan syarat-syarat le la n g -  
'“tam bahan sepanjang tidak* Bertentangan dengan peraturan
1 perundangTundangan yang  beri akukan tara lain?

. a. jadw al penjelasan lelang kepada peserta lelang sebel uni pelaksanaan  
le lan g  (aanwidjzing); s

■ b. jangka waktu bagi calon'Pem beli u.ntuk melihat, m eneliti secara .fisik
• barang yang akan dilelang;

c. jangka waktu pem bayaran Harga Lelang;

d. jangka waktu pengam bilan/penyerahan barang oleh Pembeli.

(2) Syarat-syarat sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dilam pirkan dalam   ̂
1 surat perm ohonan lelang?

1 Pasal 9

(IV P en ju al/P em ilik  Barang wajib m em perlihatkan alau m enyerahkan asli 
'• d ok u m en  kepem ilikan kepada Pejabat Lelang paling lam b a ti, piatu) hari* 
keijftM ibetam  pQlnk»«no«n l a t a w  kpcuall U lnnjj Eksokunl yana m enurut  
peraturan perundangrundangan tetap’ dapat dilaksanakan m esk ipun  asli 
d o k u m en  kepem ilikannya tidak dikuasai oleh Penjual,
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(2) D alam  hal Penjual/Pem ilik  Barang m enyerahkan a s li , doku m en  
kepem ilik an  sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) kepada Pejabat

( Lelang, Pejabat Lelang wajib' mem perlihatkannya kepada Peserta Lelang  
sc b o liiin /p a d a  saat lelang dim ulai. .

(3) Dnlntn hal P enjual/Pem ilik  Barang tidak, menyerahkan asli d ok u m sn   ̂
kepem ilik an  sebagaim ana dim aksud pa<3a ayat (1) kepada Pejabat ' 
Lelan'g, Penjual wajib m em purlilntkjfinya kepada' peserta Lelang

‘ seb e lv im /p ad a  saat lelang dim ulai, .

: Bagian Ketiga .

. Tem pat Pelaksanaan.LcIang

’ Pasal 10 ^ i '  ' .

(1) jom jy.t pelaksanaan lelang harus di w ilayah kerja KP2LN atau w ilayah  
ja-<ataa Pojabat Lelang Kelas'ibtempgt barang berada.- •

(2) u.tnp.:-.; polaksannan lelang ditetapkan oleh Kepala KP2LN atau Pejabat
L d ar/j l '.?ias i f. • .'

(3) P'-.-iijv’CiUiii.iir. terhadap ketentuan sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) 
hanya ».iaj^at dilaksanakan setelah m endapat persetujuan dari pejabat yang  
bciv/onsm ", kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan yang  
berlaku.

(*!) I-er.soiujvsar, sebagaim ana dim aksud pada ayat (3 ) dikeluarkan oleh:

n. Diul-.iur Jenderal atau Pejabat yang dittmjuk u n tu k -barang-barang 
j  v a : . I  rada dalam  w ilayah antar Kantor. W ilayah DJPLN; atau

*-'■ Kantor Wilayah DJPLN setem pat untuk barang-barang yang
K-pwI.*. dalam  w ilayah Kantor W ilayah DJPLN setempat

( •) l'« •;'!: : • ¡\ persetujuan pelaksanaan lelang .atas barang yang berada di
l'1".' ' KP2LN. atau di lu:ir w ilayah jabatan Pejabat Lelang
.s .!. •. !■ c: ijul-.an oleh Penjual dan ditujukan kepada Pejabat sebagaimana
dwmk::t>.;; i.-ada ayat (4). * ' .

(6) Surat poisi.t-ujuan sebagaimana dim aksud pada ayat (4) dilampirkan pada- 
Surat Perm ohonan Lelang.

(7) Terhadap Lelang Eksekusi, KP2LN daj.iat mensyaratkan kepada Penjual
untuk m enggunakan tempat dan fasilitas lelang yang disediakan oleh  
D JPLN..’ .
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. Bagian K eem pat

■ ..Waktu Le/ahg

Pasal 11

(1) W aktu pelaksanaan lelang .ditetapkan oieh Kepala KP2LN atau Pejabat 
L elang Kelas II.

(2) W aktu pelaksanaan lelangosebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
pada jam dan hari keija KP2LN, kecuali untuk Lelang Non Eksekusi 
Sukarela, dapat dilaksanakan di luar jam dan hari kerja dengan persetujuan 
tertulis Kepala Kantor W ilayah selcmpat. /

(3) Surat persetujuan sebagai.mano/dimaksud pada ayat (2) dilampirkan pada
Surat Perm ohonan Lelang, y  '

i Bagian Kelima .
i

• ’ Surat Keterangan Tanah (SKT)

, ' p asa| 12

(1) Plaksanaan lelang tanah atau tanah dan bangunan wajib dilengkapi* 
d en gan  SKT dari Kantor Pertanahan setoihpat. '

(2) D alam  hal tanah atau tanah dan bangunan yang akan dilelang belum  
t3rdaftar di Kantor pertanahan setempat:

a. Kepala KP2LN atau Pejabat Lelang Kelas II m ensyaratkan kepada  
Penjual untuk m inta Surat Keterangan dari L u r a h / Kepala Desa yang  
m enerangkan status kepem ilikan; dan

b! berdasarkan Surat Keterangan sebagaimana dim aksud dalam  huruf a, 
kepala KP2LN atau Pejabat Lelah* Kelas II meminta SKT ke Kanior 
Pertanahan setempat.* • • Z'

(3) Biaya pengurusan SKT menjadi tanggung«jawab PenjiiflL, %/
I . ‘

t Pasal 13 - . .

(1) SKT dapat d ipergunakan berkali-kali apabila tidak ada perubahan data 
fisik, atau data yurid is-dari.tanah r.tau tanah d a n  bangunan ynng akan 
d ile lan g , sepanjang dokum en kepem ilikan dikuasai oleh Penjual.

(2) D alam  hal terjadi perubahan data fisik atau data yuridis sebagaim ana  
cHn\inkaud pndn.nynt (1) Ponjvinl monolufoimflfilkan hnl ti’rHobut kepndn 
K epalp KP2LN atau Pejabat Lelang Kelas II, untuk dim intakan SKT baru.

(3) D a lam  hal doku m en kepem ilikan t id a k ‘dikuasai oleh Penju;tl setiap  
dilaksanakan lelang, harus dimintakan SKT baru.
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Bagian Keenam 

Pembatalan Sebelum Lelang

•' . Pasal 14

(1) Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan
• pu lusan /penetap an  Lembaga Peradilan atau atas permintaan PcnjuaL

(2) Pem batalan lelang dengan putusan/penetapan Lembaga Peradilan 
.d isam paikan  secara tertulis dan harus sudan diterima oleh Pejabat

Lelang paling lambat 1 (satu) hari' hfirja sebelum pelaksanaan lelang, 
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.I

(3) Dalarri hnl terjadi pembatalan sebelum lelang sebagaimana dimaksud  
pada avat (2), Penjual daiV Pejabat Lolang wajib mengumumkan pada

' saat pelaksanaan lelang. /

(4) Pem batalan lelang atas permintaan Penjr.tl disampaikan secara tertulis 
dan harus sudah diterima oleh Pejabat U la n g  paling lambat.̂ 3 (tiga) hari 
kerja jebelum  pelaksanaan lelang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan 
perundang-undongan.

(5) Dalam  hal terjadi pembatalan sebelum lelang sebagaimana dimaksud  
. padn ayat ('l). Penjual wajib mengumumkan sebagaimana pe*aksanaan

Pengum um an Lelang yang telah dilakukan sebelumnya.

(6) P cm b a la h n  lelang ili luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
((1) dapat dilakukan oleh Pejabat Le/ang, dakm  hal:

k. ' SKT fintuk pelaksanaan lelang tanah atau tanah dan bangUl\M\ belum  
ada; w /

b. barang yang akan lelang dalam status sita pidana;

c' terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lek n g / .

d. asli dokum en kepemilikan tidak »ihberlihatkan atau diserahkan oleh" 
i 'Penjual kepadh Pejabat Lelanw Puserta Lelang sebagaimana

dim aksud dalam Pasa! 9 ayat (1); ^  • . •

e. pengum um an lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakan 
•v i in i  ;v:rahiran perundang-undangan;

j /  keadaan memaksa (fora’, innjeur)/kahar;* 

s /g '  l»:ir-ng pertama diikuti kurang dari 2 (dua) Peserta Lelang,'r—f C 

J}“ /V nj'n j tidak'm enguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang;

1 r . ini  * •

i. ki iU.'u." urauk Lelang Non Eksekusi, ja g a k a n -d ile la n g  dalam
1 sti'.ius sitn jam inan/sita eksekusi.
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(•7^D a l a m ' h a l  te i jadi  p e m b a t a l a n  le lnng sebag aimana c l i maks ud p a d a  ayat  
' • -  J l )  dori  a y a t  (6) P e s e r t a  L e l a n g  y a n g  telr:h menyetorkan Uang Jaminan 

•„• P e n a w a r a n  L e l a n g  t i d a k  be r h a k  m e n u n t u t  ganti lug i .
• 1 \ _ ' J

Bagian Ketujuh.

Uang Jaminan Penawaran Lelang 

. Pasal 15

( i\ .U n tu k  dnpat menjadi peserta lelang, setiap peserta harus m enyetor Uang  
'•"••jaminan'.Penawaran Lelang.• .

(2) 'D a la m  pelaksanaan lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan  
.Vpertama,- Lelang N on  Eksekusi Sukarela eks Kedutaan Beiinr A sing di 

; ...ih d o n esia  dan Lalang Non Eksekusi Sukarela br.ung bergerak pada 
¡Kawasan. Berikat/G udang Berikat (Bonded Zonc/Bomictl IVmchousc),

' •••Penjual dapat mengharuskan atau tidak mengharuskan adanya Uang  
ja m in a n  Penawaran Lelang. /

^  f >enjual /P (2milik Barang menentukan adanya Uang jam inan  
'•^ n a w a ra n  Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturan

• .-U ang Jaminan Penawaran Lelang adalah sebagai berikut:
■ i •  /  *

/a;'-, untuk l e la n g  y a n g  d i s e l e n g g a r a k a n  o leh  KP2LN d is e to r  kc K P 2 L N ;

untuk lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang disetor kc Balai 
’./'L e la n g , kecuali dalam 'hal lelang tersebut dilaksanakan oleh  Pejabat 

L elang Kelas I, disetorkan ke KP2LN; .

(iv .y  A sarn ya  Uang Jaminan Penawaran Lelang paling sedikit 20% (dua  
- y r  pu luh  persen) dan paling banypk 50% (liin a  p u l u h  p e r s e n )  dari 

•i' f 'perkiraan Harga Limit; ' ---------

dalam  pelaksanaan Lelang Eksekusi, 1 (satu) penyetoran Uang  
> • Jam inan Penawaran Lelang hanya berlaku unluk-'l (;;;iiu) l>.w.mg atau 

" paket barang yang ¡Hilelang. *

d a l a m  ilial t idak ada Harga Limit,  besaran U a n g  j a m i n a n  P e n a w a r a n
■ . Lelangiditetapkan sesuai kehendak Penjual.

s Pasal 16 "

(1) D alam  ha peserta Lelang tidak ditunjuk sebagai Pembeli, Uang Jaminan 
Penawarari Lelang yang telah disetorkan akan dikembalikan seluruhnya

■ tanpja potongan. $1 . ..

(?) Pengem balian  Uang jaminan Penawaran Lelang paling lambai 1 (satu) 
liari kerja sejak diterimanya permintaan pengem balian dari Peserta 

;.X^Iang dengan dilam pir 
.' p ep d u k u n g  lainnya.
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P '  i ! •;>.;• ).\nVmav\ ditunjuk
:. ;».i.:.-.i Pembeli, akan diperhitungkar dengan pelunasan seluruh  
!,-’-\v".jib;\nnya sesuai dengan ketentuan lelang.

(•I) lini leL ng diselenggarakan oleh KP2L*« atau Balai Lelang
b: hoi ¡.'.:;.una dengan Pejabat Lelang Kelas I, apabila Pembeli tidak' 
n>>-|unmi pembayaran Harga Lelang sesuai ketentuan (wanprestasi), 
i >.,1 1 Jaminan Penawaran Lelang disetorkan seluruhnya ke Kas Negara 
m:■'a;.-..r, Pendapatan Jasa II Lainnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja 
se te la h  pem batalan penunjukan Pembeli oleh Pejabat Lelang.

(5) P.ij.la lelang yang diselenggarakan Balai Lelang bekerjasama dengan 
Pejabat Lelang Kelas II, apabila Pembeli tidak melunasi pembayaran 
IlaV ga Lolang sesuai ketentuan (wanprestasi), Uang Jaminan Penawaran 
Lc:!r\n" menjadi milik Pemilik Barang dah/’atau Balai Lelang sesuai 
k esop ak a lan  antara Pemilik Barang dan Dalai Lelang.

-  . Pasal 17 _

(1) U a n g  Jam inan P-mawaran Lelang o.setor oleh Peserta Lelang melalui 
rek en in g  sesuai dengan pengumuman lelang atau tunai/ais/j secara 
lan gr.u n gk ep ad a  Bendahara Penerima KP2I.N/Pejabat Lelang.

(2) U ar.g Jam inan Penawaran Lelang yang disetor ke rekening KP2LN atau 
Dalni Lelang, paling Tambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan 
le la n g  harus sudah diterima efektif pada rekening tersebut.

(3) L elan g  dengan  Uang Jaminan Penawaran Lelang paling banyak 
R p 2 0 .0 0 0 .000 ,- (dua puluh juta rupiah) dapat disetorkan secara 
tun«ii/crts/i secara langsung kepada Bendaharawan Penerima 
K P2I..N /Pejabat Lelang paling lambat sebelum pelaksanaan lelang.

(4) L elan g  d en gan  Uang Jaminan Penawaran Lelang di atas Rp 20.000.000,- 
(dun  p u lu h  juta rupiah) harus disetorkan secara tunai/caWi melalui 
r e k e n in g  sebagaim ana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedelapan ■

Pengumuman Lelang • _

‘ Pasal 18 .
I

P enjualan  secara lelang wajib didahului dengan Pengumuman Lelang yang
d ilak u k an  o leh  Penjual. *

i *  ̂ Pasal 19 • " •

(1) Pada prinsipnya Pengumuman Lelang dlij&sanakan rnelalui surat kabar 
haria'n y a n g  terbit di tempat barangberadm/hng akan dilelang.
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(2) D alam  haL tidak ada surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat
' (1) P engum ym an Lelang diumumkan daL m surat kabar harian yang

terbit d i 1 tempat yang terdekat atau di Ibukota propinsi yang  
bersangki|tan dan beredar di wilayah kerja KP2LN atau wilayah jabatan

■ ' Pejabat Lelang Kelas II tempat barang akan dijual.

(3) D alam  hai pengum um an lelang meln-hri surat kabar harian harus 
rrem enuhi, kriteria:

a. Apabilz. dilakukan pada Surat Kabar Harian yang terbit di Ibukota 
Negara*harus pada surat kábar yang mempunyai tiras/oplah paling  
sedik it'20.000 (dua puluh ribu) eksemplar.

bi Apablln dilakukan pada Surflt Knbar’Hnrlnn y«n|j torbit di Ibukotn 
Propinsi harus pada surat kabar yang mempunyai tlras/oplah paling  
sedik it 15.000 (lima belas ribu) eksemplar. • .

c. • Apabila dilakukan pada Surat Kabar Harian yang lerbit di 
K o ta /k ’abupaten selain huruf a dan huruf b harus pada surat kabar 

. yang  m em punyai tiras/oplah paling sedikit 5.000 (lima ribu)
’ . eksemplar.

(4). D alam  hai dl suatu daerah tidak terdapat surai kabar harian yang  
m em enuhi kriteria sebagaim ana dimaksud pada ayat (3), pengum um an

•lelan g  dilakukan pada surat kabar harian yang tiras/oplahnya paling  
banyak. '' «

(5) Pejabat Lelang dapat meminta bukti bahwa pengum um an lelang telah 
dilaksanakan sebagaim ana dim aksud pada ayat (3) kepada Penjual. '

(6) Pengum um an Lelang sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
harus dicantumkan dalam Halaman U tam a/R eguler d a n  d i la rang  
dicantum kan pada Halam an Suplem en/T am bahan/K husus.

(7) Dalam  hal dipandang perlu, Penjual dapat menambah p e n g u m u m a n
lelang dengan m enggunakan m edia lainnya guna m e n d a p a t k a n  pe m in at  
lelang seluas-luasnya. ; .

• Pasal 20

(1) Pengum um an Lelang paling sedikit memuat: "

a. identitas Penjual;

b. hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang dilaksanakan;

c. jenis dan jumlah barang; c '

d. lokasi, Juas tanah, jenis hak atas tanah, dan ad a/tid ak  adanya 
bangunan, khusus untuk Uarang tidak be.gerak berupa tanah’

. d a n /a ta u  bangunan;* _

e. jum lah, ¿lan jen is/spesifikasi, khusus untuk barang bergerak;

f. jangka \Vakfu m elihat barang yang akan dil 2lang;
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g. Uanv. Jaminan Penawaran Lelang meliputi besaran, jangka waktu,
cara dan tempat penyetoran, dalam hal dipersyaratkan adanya Uang
Jaminan Penawaran L elang;'

, h. jangka waktu pem bayaran Warga Lelang; dan

i. H;\rj?a Limit, sepanjang hal itu diharuskan dalam peraturan ' 
pm m d an g-u n d an gan  atau atas kehendak Penjual/Pem ilik Barang.

(2) P engum um an Lelang diatur sedemikian rupa sehingga terbit pada hari 
kerja K.P2LN dan tidak menyulitkan peminat lelang melakukan 
penyetcran Uang Jaminan Penawaran Lelang. '

1 Pasal 21

(1) P engum um an LelAng untuk Lelang Eksekusi terhadap barang tidak 
bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama dengan

■ barang bergerak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1 a a . W t t f c a ’ pengum um an dilakukan dua kali berselang 15 (lirha belas)"hari;'
-J J  . , ■

b. pengum um an pertama diperkenankan melalui tempelan yang
m u d ih  dibaca oleh um um , dan dapat ditambah melalui media • 
elek'.ronik, nam un dem ikian apabila' dikehendaki oleh Penjual 

. pengum um an pertama dapat dilakukan dengan surat kabar harian; 
dan

i
c. pengum um an kedua harus dilakukan melalui surai ^abar ha.ian dan'

• d ilakukan berselang 14 (empat belas) hari sebelum  hari pelaksanaan
’ l e la ng :

V)?r^r°^(2) Pcnfiurr)liman Lelang untuk Lelang Eksekusi terhadap barang bergerak 
dilakukan 1 (satu) kali meJaJiii surat kabar harian berselang 6 (enam) hari - 

, sebelum ' pelaksanaan lelang, kecuali untuk benda yang lekas rusak atau
• yan g  m em bahayakan atau jika biaya penyir.'.panm benda tersebut

terlalu tinggi, dapat dilakukan kurang dari 6 (enam) hari tetapi tidak
boleh kurang dari 2 (dua) hari kerja, dan khusus un^uk ikan dan
sejenisnya tidak boleh kurang dari 1 (satu) hari kerja.

• Pasaf 22 - •

(1) P engum um an Lelang Eksekusi terhadap ' arang bergerak yang Harga
• Limit keseluruhannya tidak lebih dari Rj.. 20.000.000,- (dua puluh juta 

rupiah) dalam  satu kali lelang, dilakukan melalui:

a. surat "kabar harian dalam  bentuk iklan baris; se; ».a wajib ditambahkan

b. pengum um an lelang'tem pelan pada hari yang sama untuk di tempel
. di tem pat yang m udah dibaca oleh umum atau sekurang-kurangnya

ditem pel nada papan pengum um an di KP2LN dan Kantor Penjual, 
yang m em uat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1).
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^  lelang dalam  bentuk iklan b^tis m elalui surai kabar harian
seb aga im an a  d im aksud pada ayat (1). huruf a m em u a t  
sekurang-kurangnya identitas Penjual, barang yang dilelang, tem pat dan  

. , w ak tu  lelang, serta inform asi adanya pengum um an lelang tem pelan.

(3) K husus p en gu m u m an  Lelang Eksekusi pajak- untuk barang bergerak  
y®ng H arga Lim it keseluruhannya tidak lebih dari Rp. 20.000.000,- ( d u a  
puluh-ju ta  rupiah) dalam  satu kali lelang, dapat dilakukan 1 ( satu)  ka l i  
m ela lu i tem pelan  yang  m udah dibaca oleh um um  d a n / n t a u  m e l a l u i  
m ed ia 1 elektronik , berselang 14 (empat belas) hari sebelum  pelaksanaan  
lelang;

* I ’ '
■ - Pasal 23

(1) P en gu h iu m on  Lelang U lang dilakukan dengan ketentuan sebagai 
beriku f:

lekfeffadaflja n g  tidak' bergerak atau barang bergerak yang dijual 
bersam a-sam a dengan barangtidak bergerak, dilakukan dengan cara:

‘ BP* 0  kali m elalui surat
kabar.harian berselang'7 (tujuh) har sebelum  pelaksanaan lelang, 
jika w aktu pelaksanaan lelang ulang dim aksud tidak m elebihi 60

* (sn am  puluh) hari dari pelaksanaan lelang ^ .d a h u lu  atau dari
pelaksanaan lelang terakhir; atau . .

2) « P en g u m u m an  Lelang Ulang berjaku ketentuan sebagaim ana  
c(im aksud dalam  Pasal 20 ayat (1), jika waktu pelaksanaan lelang

* u lang  dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dari pelaksanaan  
le lan g  terdahulu at?v '•ari pelaksanaan lelang terakhir;

b. le lan g  barang bergerak, pengum um an Lelang Ulang dilakukan sesuai 
ketep tuan  sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 20 ayat (2), dalam  hal 
L elang Eksekusi telah dilaksanakan dan perlu dilelang ulang. .

(2) P en gu m u m an  Lelang U lang sebagaimana dim aksud pada ayat (1) 
h u ru f a langka 1 dan huruf b menunjuk Pengum um an Lelang terakhir.

' ‘ ‘ Pasal 24 * .
' i

(1) P engurnu m an  Lelang untuk Lelang Non Eksekusi dilakukan dengan  
k eten tu a n  sebagai berikut: • .

a. bararjg tidak bergerak dilakukan 1 (satu) kali m elalui surat kabar 
harian berselang 7  (tujuh) hari sebelum  pelaksanaan lelang;m

b. bararig bergerak dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian 
b erselan g  5 (lim a) hari sebelum  pelaksanaan lelang;

c. b aran g  bergerak yang  .dijual Uersamr.-sama dengan barang tidak 
bergerak borluku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam  huruf a.
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(2) P e n g u m u m a n  Lelanjj u n tu k  Lelang N o n  Eksek us i  y a n g  d iu la n g  ber laku  
k e t e n t u a n  s e b a g a i m a n a  d i m a k s u d  pada ayat  (1) .

' ■ Pasal  25 ■ i •

' ‘ ' W ' .
(1) P e n g u m u m a n  Le lang u n t u k  Lelang Norl  Eksekus i  terhadap barang  

b e r g e r a k  d a n / a t a u  t idok bergerak ya n g  Ha rga  Limit ke se lu ruh an ny a  
:i i v J- - :< CCC ''CO.- r u l u h  iu^a rupiah)  d a la m  satu kati

¿ a p t -  cliUK'taii.; ( Cwto). ^aU ycmfj

.u; zi.tr. y tr .g  m u d a h  dibs' .s  o ie h  u m u m
oar. /  at. .u . . l e lalui  m e d i a  e lektronik  da n disetujui  o le h  Kepala  KP2LN  
atau Pejabat L e la n g  Kelas  II. . ■

' Pasal 26

(1, U n t u k  lel-nng y a n g  s u d a h  terjadwal,  j adw al  o e la k s a n a a n  le lang dalsvn  
s e i i a p  bu lan  d i u m u m k a n  m e la lu i  surat  kabar’harian berselang 7 (tujuh)

. hari sebelum  bulan pelaksanaan lelang. ' ‘
(2) P e n g u m u m a n  s e b a g a i m a n a  d i m a k s u d  p a d a . ay a t  (1) pa l in g  sediki t  

m e m u a l  uionti tas  Penjual ,  barnmr V ; h'“1“ &. . 1 . . ' a n l) y ^ n g  nkan d i l c / o n c ,  ( e m p a t  d a n  wakt u
p c  a •..»aiiaan c a n g ,  s e i t a  informasi  a d a n y a  p e n g u m u m a n  mela lu i  
Ilmu pe l a n / s e l e b a r a n / b r o s  u r y a n g  Irhih terperinci

■. Pasal 27

(1) P e n g u m u m a n  L elang  y a n g  pe la ksa naa n le la n g n y a  d i l a k u k a n  di luar
w i l a y a h  kerja K P 2 L N  atau w i l a y a h  jabatan Pejabat Lelang Kelas II t em pa t  
b a r a n g  berada,  d i la k u k a n  di  surat kabar har ian di  te m pa t  pe la ks an aa n  
lolan;7, d .m  ui te m p a t  barang berada.  ‘ •

(2) i . i  p e n g u m u m a n  le lang tidak d a p a t  d i l aku ka n di  tempat
pel ,  . ..-an<.... i t. an g  d a n / a t a u  di  tempat  barang berada s e h u b u n g a n  tidak
!«,-<■ pat wirat kabar  har ian s eba ga i ir an a d i m a k s u d  p ad a aya t  (11,

• p e n g u m u m a n  le la ng  d i la k u k a n  di satu surat kabar  harian n a s i o n a l / i b u '  

kota o c o m n s i  y a n g  m e m p u n y a i  peredaran di  t e m p a t  pe la k sa n a a n  lelang.

(3) T e r h a d a p  p e la k s a n a a n  l e l a n g  y a n g  tersebar di 3 (tiga) kota atau lebih,
p'njyUMiifi .AH d a p a t  d i lakukan di  satu surat  kabar  har ian  y a n g

¡j'-ri-daran nas ional i  . •
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. Pasal 28

(1) P en gu m u m an  Lelang yang sudah diterbitkan mei.ilui iklan sui.it kabar 
harian, atau m elalui n&dia lainnya, apabila diketahui ' terdapat 
kekeliruan redaksional harus segera diralat.

(2)'RaIat sebagaim ana dlmakaUd pada nynf (1) diatur sedemikian rupa nanr
tidak m enyulitkan pem inat lelang melakukan penyetoran Uang Jaminan 
P enaw aran Lelang. ■’I _ ,

. (3) Ralat ti^ak diperkenankan dilakukan terhadap hal-hal sebadai berikut:

a. m enaikkan besarnya Uang Jaminaji penawaran Lelang;

b. m enjajukan jam  dan tanggal pelaksanaan lelang;
I • • . . *

c. m em ajukan batas waktu penyetoran Uang Jaminan Penawaran
Lelang; atau . V- .

d. m em indahkan lokasi dari tempat p.e laksa main lelang semula.

(4) Ralat Pengum um an Lelang dium umkan melalui surat kabar harian alau 
m edia yan g  sama dengan menunjuk pengum um an lelang sebelum nya  
dan dilakukan paling lambat “I (satu) hari sebelum  <7el;*.k:;;in.un lelang.

(5) Rencana ralat Pengum um an Lelang diberitahukan secara lerluliu kepada 
. Kepala JCP2LN atau Pejabat Lelang Kelas II yang bersangkutan paling

lam bat 2  (dua) hari sebelum  pelaksanaan lelang. *

BAB III .

PELAKSANAAN LELANG 

Bagian Pertama 

Harga Limit - •

Pasal 29' • ‘ •
' ’ i  ♦

(1) P a d a ’setiap pelaksanaan lelang, Penjua! wajib menetapkan Harga Linlil 
berdasarkan pendekatan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan*

.kecuali pada pelaksanaan. Lelang Non Eksekusi Sukarela barang bergerak, . 
P enjual/P em ilik  Barang dapat tidak mensyaratkan adanya Harga Limit

(2) T erhadap Lelang N on Eksejcusi Sukarela barang milik perorangan, 
k elom p ok  m asyarakat atau badan swasta, penetapan Harga Limit 
sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemilik Barang .

(3) Sela in  le lan g  yan g  dim aksud pada ayat (3), penetapan Harga Limit harus 
didasarkan  pada penilaian oleh Penilai Independen ynng telah 
m em p u n ya i Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa-Penilai (SIUPP). d«\n telah

’ terdaftar. < pada Pepartem en Keuangan sesunl peraturan 
p erundan g-u ndangan , yaitu 'terhadap barang yang mempunyai nilai ~
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Pasal 30 .

P en etap m  Harga Limit menjadi tanggung jawab Penjual/Pem ilik Barang. '

• 1 Pasal 31 ‘

(1) Harga Lim it dapat bersifat terbuka/tidak rahasia atau dapat bersifat ‘ 
ter!u tu p /rah asla«esu n i keinginan Penjual/Pem ilik Barong.

(2) Dalam  hal Harga Limit bersifat terbuka/tidak rahasia, Harga Limit
d ium um k an  dalr.m Pengum um an Lelang atau dium um kan dalam  
b r o s u i// i>f>y?c//.selcbaran/daftar barang yang harus dibagikan kepada 
Pcserla L e la n g /u m u m  oleh  Penjual/Pem ilik Barang sebelum  
pelaksanaan lelang. •

(3) Dalam  hal Harga Limit bersifat tei'tutup/rahnsia, Harga Limit diserahkan 
oleh P en ju al/P em ilik  Barang kepada Pejabat Lelang dalam amplop  
IcrUiiup paling lambat pada saat akan dim ulainya pelaksanaan lelang.

• 1 Pasal 32

i l )  Dalam  ¡n'L-.k.snna;\n L d an y  Eksekusi d an ’Lelang N on Eksekusi Wajib, 
H arga Limit bersifat terbuka/tidnk rahasia .duri harus d icantum kan•

' dalam  P engum um an Lelang. * '

(2) Dai ani hal Lelang N on  Eksekusi Wajib W u p a  kayu dan hasil hutan 
lainnya cl.iri tangan pertam a, Harga Limit - s i f a t  terbuka/tidak rahasia

- tidak harus dicantum kan dalam  Pengum um an Lelang.

Pasal 33 . • .

Bukti penetapan  H arga Limit diserahkan .o leh  P enjual/P em ilik  Barang 
kepada 'Pejabat Lelang paling lambat pada saat akan dim ulainya  
pelaksanaan lelang. . .

1 '
Bagian Kedua

' Pem andu Lelang • >

i J Pasal 34

(1) D alam  pelaksanaan lelang; Pejabat Lelang dapat .iibantu oleh*Pemandu
Lelang. * •

(2) P em andu  Lelang dapat berasal dari Pegawai DJPLN atau dari* luar
DJPLN. • .

(3) P ersyaratan  m enjadi Pem andu Lelang: .

a. P em andu Lelang yang  berasal dari Pegawai DJPLN:
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. t )  sehat jasmani dan rohani;

2) pendidikan paling rendah Sekolah M enengah Um um  atau yan g  
sederajat; dan . •

' 1 <S) lu lu s Diklat Pemandu Lelang dan mendapat surai tugas dari
Pejabat yang berwenang. ■ .

b. P em andu  Lelang yang berasal dari luar DJPLN:

1} sehat jasmani dan rohani; da'n

2) pendidikan paling rendah Sekolah M enengah Um um  atau yang  
; sederajat. . ;

(4) P erm n d u  Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) d iusulkan o leh  
P enjpal/B ala i Lelang kerada Kepala KP2LN clan/atau Pejabat Lelang  
yan g  akan m elaksanakan lelang/

(5) D alam  hal pelaksanaan lelang dibantu oleh Pemandu Lclar.j;, P em andu
L elang -dianggap telah m endapat ku.isn dari Pejal/al Lelang untuk  
m enaw arkan barang denga'n ketentuan Pejabat Lelar.;>, harus tetap  
m en gaw asi dan memperhatikan pelaksanr.an lol.mi’ d a n /a ta u  
penaw aran lelang oleh Pemandu Lelang. '

(1) P enaw aran lelang dapat dilakukan langsunc dan/atau  tidak langsung  
d en gan  cara: . •

a. lisan, sem akin m eningkat atau menurun;

b. tertulis; atau -

C. ¿¿ r tu lis  dilanjutkan dengan l isan, 'qj? lam hal p e n a w a r a n  ler l inj ’i'i 
' bplum  m encapai Harga Limit. ,

(2) Pada le lan g  dengan penawaran lelai ‘yang dilaksanakan .secara 
.la n g su n g ,. sem ua Peserta Lelang yang sah atau kuasanya pnda saat 
m engajukan penawaran harus hadir dl tempat,pclaksannan lelang.

(3) D alam  hal Penawaran lelang dilakukan langsung secara lisan, Peserta 
L elang m engajukan penawaran dengan lisan.

(4) D alam  hal Penaw aran lelang dilakukan langsung secara tertulis, Peserta
L elang m engajukan penawaran dengan surat penawaran.t. » , •.

(5) Pada, le lan g  dengan Penawaran lelang yang dilaksanakan tidak langsung, 
sem u a  Peserta Lelang yang sah atau kuasanya saat m engajukan  
pena*w artn tidak diwajibkan hadir 'H tempat pelaksanaan lekinj; dan

.Bagian Ketiga 

Penawaran Lelang

Pasal 35
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p e n a w a ra n n y a  d ilakukan  dengan m enggunakan  Teknologi Inform asi
d a n  K om unikasi. • . .

(6 ) D a lam  hal penaw aran lelang dilakukan tidak langsung secara lisan, 
‘P eserta  Lelang m engajukan penawaran d en g?n m enggunakan m edia  
a u d io  vis.u'al dan telepon:

(7) D a la m  hal penaw aran lelang dilakukan tidak langsung secara tertulis. 
P eserta  L elang m engajukan penawaran dengan m enggunakan Teknologi 
In form asi dan K om unikasi antara lain, LAN (local area nelwork), Intranet, 
In ternet, posnn singkat (short tnessage seivice/SM S) dan faksim ili.

’ • Pasal 36

(1) P elaks.m .m n lelang secara tidak langsung dengan  penaw aran Lelang Non  
nkseku.si ih fl.ih ii internet, harus m em enuhi ketentu:.»» antara lain:

n. p e i l a l a n g  m enggunakan perangkat lunak (softwarc) yang dapat 
dioperasi» inalknri untuk penyelenggaraan lelang melalui Internet 
dci.j'.an ltarj’a sem akin m eningkat/naik-naik;

b. Peserta I "lan;j yang sah mendapatkan nom or Peserta Lelang Qogin) dan 
snn«.li ¡\kr. v; (pnssuKird) tertentu agar dapat melakukan penawaran;

• c. pcnnw aiv.n  dilakukan sejak muiai pengum um an lelang sampai dengan 
. p en u tu p an  penaw aran (desing thuc) secara berkesinambungan;

d . H arga Lim it bersifat terbuka/tidak rahasia yang  ditayangkan dalam
situ s  (tt'ch sih:); _ '

e. Peserta Lelang dapat m engetahui penawaran tertinggi yang diajukan 
o leh  Peserta Lelang lainnya secara berkesinambungan; dan

f. Pejabat Lelang m enetapkan pem enang lelang, berdasarkan cetakan
rekapitulasi penaw aran yang diproses perangkat lunak (softwarc) lelang 
m ela lu i Internet di tem pat pelaksanaan lalang pada saat penutupan  
p en aw aran  (elosing iinte).' ' ’ .

(2) K eten tu a n  pelaksanaan lelang melalui Internat.sebagaim ana dim aksud
p a d a  ayat (j.) diatur dengan  Peraturan M enteri.M ’ » '

' Pasal 37 . ' '

(1) P en a w a ra n  lelang yan g  diselenggarakan KP2LN dapat dilakukan dengan  
H arga  L elang Inklusif atau dengan Harga Lelang Eksklusif.

(2) D a la m  hal lelan g  dilakukan dengan Harga Lelang Inklusif, Harga Lelang 
sa m a  o e n g a n  Pokok Lelang dan sudah lerm asuk Bea Lelang Pem beli.

(3) D a la m  hal lelan g  dilakukan dengan Harga Lelang Eksklusif, Harga
L e la n g  sam a dengan  Pokok Lelang namun belum  term asuk Bea Lelang 
P em b eli. ' .. .
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p a lin g  se d ik it  Rp5.000.000.000,00 ( lim a jn ily a r  rupiah) atau m em p u n y a i 
k arakteristik  uriiK /spesifik antara lain: -,i \  t

a . B andar U d a r a /Airport', \  \

• • b. P e lab u h an  L a u t/Dermaga;

c. Pem bangkit Listrik; .

d . H o te l berbintang; .

’e. La'pangan Golf; . •

f. Pusat Perbelanjaan/Shopping Complex;

g. P ab rik /K ilan g; *

h. R q m ah  Sakit; •

‘ i. S ta d io n /K o m p le k s  Olah. Raga; 

j. AfJartem en; .
k. G efdung bertingkat tinggi (4 lantai ke atas) / High Rise Building;

1. Perlam bangan , perikanan, perkebunan, perhutanan; 

m . Batju perrnata; atau ' .

n. Inliingiblc Assets (Saham, O bligasi, Reksadana,Goodit»i//).
• • * •

(4) P en eta p a n  H arga Limit terhadap barang-barang y a n g  n ila inya
d ip erk irak an  kurang dari • Rp5.000.000.000,00 (lim a m ilyar rupiah), 
bersifa t u m u m , d a n /a ta u  tidak term asuk barang sebagaim ana d im ak su d  
p a d a  a y a t (4), d idasarkan pada penilaian yan g  dilakukan o leh  Penilai 
Interna,! sesu a i peraturan perundang-undangan dengan  m em perhatikan  
antara lain: •

a. N ite i Pasar; .

b. N ila i Jual Objek Pajak dari Pajak Bunw dan Bangunan (NJO P PBB),
d a lam  hal barang yang ak an  d ilelang berupa tanah ihm /;»iau

• bangunan; ' .

c. N ila ti/H arga  yang  ditetapkan oleh instansi yang  berw enang;

d . R isiko Penjualan m elalui lelang 5<ipcrti: Bea Lelang, p enyusu tan ,
p en gu asaan , cara pem bayaran. .

(5) D a lam  y  hal pelaksanaan Lelang Eksekusi, H arga 1-imit. 
seren d ah -ren d ah n ya  ditetapkan saina dengan Nilai Likuidasi (/'om ’// Sale 
V a lu e )..

(6 ) D a la m  hal pelaksanaan Le’ang Ulang, H arga Limit pada lelan g  
seb elu m n y.a  dapat d iubah oleh Perijual dengan  m enyebutkan alasannya  
s e su a i peraturan  perundang-undangan. .

■ • • -.
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Bagian Kcempnt

Bea Lelang dan Uang Miskin

(1) S etia p  pelaksanaan  lelang dikenakan Bea Leiang sesuai Peraturan
P em erin tah  kcrttang Taru /-it'as Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 
Y an g  Berlaku Pada D epartem en Keuangan. '

P e la k sa n a a n  ¡lelang yang  d itahan atau iidak nd.i penawaran tidak dikenakan

P e la k sa n a a n .le la n g  yan g  dilaksanakan oleh Perusahaan U m um  Pcgadaum  
d ik e n a k a n  B?a Lelang Eksekusi.

d ilak u k an  oleh Penjual dalam  jangka waktu kurang dari 8 (delapan) hari 
seb e lu m  lelang dikenakan Bea Lelang Batal sesuai Peraturan Pemerintah 
ten ta n g  Tari/ AtSS JCIliS Penerim aan N egaia  Bukan Pajak Yang Berlaku 
Pada D epartem en K euangan, kecuali (c lanfi barang-barang milik 

. P em erin tah  Pusa t/D aerah. .

(2) Bea Lelang Batal sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) dibayar o/oh Penjual
atau  p ihak  yang minta pem batalan/pihak yang mendapat keuntungan 
dari penundaan atau pembatalan lelang sesuai peraturan 
p erundan g-u ndangan . ~  '• '

(3) EJea L elang 3atal sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan 
d a la m  hal terdapat pem batalan Jelang karena ar in ya  putusan/penetapan  
p erad ilan  ifltau pem batalan oleh Pejabat lehvig sebagaimana dimaksud 
d a la m  Pasal 14 ay.at (2) dan ayat (6).

p ersen ).
p elaksanaan  lelang dikenakan Uang Miskin sebesar 0% (nol

Pasal 44

Bea L elang,

Pasal 45

1 Pasal 46

(1) P en u n d a a n  atau pem batalan terhadap rencana pelaksanaan lelang yang
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Bagian Kelima •

Pembeli

' ■ Pasal 47 .

(1) Pada i elang yang menggunakan Harga Limit, Pejabat Lelang dapat 
mensahkan penawar tertinggi sebagai Pembeli apabila perawaran yang 
diajukan telah mencapai atau melampaui Harga Limit. •

(?.) PemboLi tidak diperkenankan mengambil/menguasai barang ya.^g 
dibelinya r.cbelum memenuhi kewajiban n'&mbayar Harga Lelang dan 
pajak/pungutan sah lainnya sesuai peraturajaperundang-undangan.

Pasal 48

(1) Pembeli yang bertindak untuk orang ’Vin atau Badan harus menyampaikan
surat kuasa yang bermeterai cukup dengan dilampiri fotocopy Kartu 
Tanda Penduduk (KTP)/Surat Izin Mengomudi (SIta)/Paspor pemberi 
kuasa. ■ ’

(2) Penerima kuasa dilarang menerima lebih dari satu kuasa untuk barang
yangsaina. '

(3) Sepanjamg tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di 
V'dang perbankan dan pertanahan, Bank sebagal kreditor, dapat membeli

- agunannya melalui lelang, dengan keler.’" i.i menyarr^ kan Surat 
Pernyataan bahwa Pembelian tersebut dilaleukan untuk pihak lain yang 
akan dihar.juk kemudian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

(4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayalM[2)^elah 
terlampaui, bank dianggap sebagai Pembeli. •

(5) Pembelian agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan 
akte notaris.

L •

, ' Pasal 49 .

(1) -Pejabat Lelang, Penjual, Pemandu L e la n g ,  Hakim, Jaksa, Panitera, Juru Sita,
' Pengacara/Advokat, Notaris, PPA?, Penilai, Pegawai DJPLN/Pegawai

Balai Lelang dan Pegawai-Kantor Pejabat Lelang Kelas II yang terkait 
langsung dengan proses lelang dilarang menjadi Pembeli.

(2)-Selain pihak-pihak yang dimaksud pada ayat (1), pada pelaksanaan Lelang * 
Eksekusi, • pihak tereksekusi/ debitor/tergugat/terpidana yang terkait
d en gan  leVangrdilarangmcfijadi Pembeli. .
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Bagian Keenam

Pem bayaran dan Penyetoran Harga Lelang 

. . Pasal 50
1 ' ' ,

( i )  P em b ayaran  H arga Lelang dilakukan secara tunai/casi t atau cek/giro  
p a lin g  l?m bat 3 (Uga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 1

 ̂  ̂LeJan S d iluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
sete lah m cndapat;2in dari Direktur Jenderal atas nama 

M en ter i seb e lu m  pelaksanaan lelang.

 ̂  ̂ a v n f  ê ânS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
o j lu  ! 8taU tanda bukh' Pembayaran harga lelang
o le h  K P ^ L N /B ala i Lelang atau Pejabat Lelang..

 ̂  ̂ a t/a f  ̂ a k t u P em bayaran sebagaim ana, dimaksud pada ayat (1) dan
a y a t (2) harus dicantum kan dalam pengumuman lelang

s e b a g i  Apmn^ d aPat m emenuhi kewajibannya setelah disalekan
w ila v n h  InH na?® ,e ,anS tidak diperbolehkan 'mengikuti lelang di seluruh 
w ila y a h  Indonesia  dalam  waktu 6 (enam) bulan.

 ̂  ̂ d ia tu r’dentT^^p1 *anjut menctRnai tata cara l^mbayaran Harga Lelang 
d ia tu r d e n g a n  Peraturan Direktur Jenderal. J  ,

' ' Pasal 51 ' . .

(1) keria 615ih Le|anS kepada.Penjual, paling lambat 3 (liga) hari
1 P em toyaran  diterima oleh Bendaharawan Penerima KP2LN.

P e n f lt 's i-a n  ? ip i^ C e t m a k ^ 2LN "W yetarkan Bea Lelang dnn Pajak 

p em b ayaran  diterim a. ** e8ara' Wak^  1 isahJ  ̂hari kc^ ' SL’telah

 ̂  ̂ B ersil? c*!s e *®nSSarakan oleh Balai Lelang, penyetoran Hasil
3  i r i e V h t -  l  i P a M ^ a,/Pcm i,ik  ^ o k u i L  pnling lambat
Periagn L ^ n ^ r n ?  e al: Pembaya™  elilerfa i Baiai Lelang atau sesuai 
perjanjiart antara Bala, Lelang dengan Penjual/Pemilik Barang.

'• ... Bagian Ketujuh

• Penyerahan Dokum en Kepemilikan Barang Lelang 

. Pasal 52.• %♦ I ’

 ̂  ̂ ^ o k u m er i^ e^ Q a^l'l^^m ^e^, ^ abat belang wajib menyerahkah asfi 
Daiino.^  ̂ dilelang kepada Pcmbetf,
2 l i n ga« f  hari ker â sete,ah Pembeli m enuijukkan bukti
p  1 nasarj kew ajibannya, dalam M  Penjual/Pem ilik Barang
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m e n y e r a h k a n  asli d o k u m e n  kepemil ikan s e b a g a im a n a  d i m a k s u d  d a l a m  
Pnr.nl 9 nyai  (2) k e p a d a  Pejabat Lelang. .

(2) (D a l n m  ha! Penjual t idak menyerahkan asli d o k u m e n  k e p e m i l i k a n  
s e b a g a i m a n a  d i m a k s u d  d a la m  Pasal 9 ayat  (3) k e p a d a  Pejabat  L e la n g ,  
nta's p e r m i n t a a n  Pembel i ,  Penjual /Pemi l ik  Barang waj ib  m e n y e r a h k a n  
asli  d o k u m e n  k e p e m i l i k a n  d a n / a t a u  barang y a n g  d i l e l a n g  k e p a d a  
P e m b e l i ,  pa l i ng  lam ba t  1 (salu) hari kerja se t e lah  P e m b e l i  m e n u n j u k k a n  
b u k t i  p e l u n a s a n  kewa j ib ann ya,  ' '•

1 BAB IV

, RISA LA H LELANG

'  ̂ Pasal 53 • . '

(1) T e r h a d a p  set iap pe laksanaan lelang Pejabat Lelang m e m b u a t  Risalah
Lel'ring. -

(2) Ris a l ah  Lelang  terdiri dari:

a. 'Bag ian Kepala;

. b. dJagian Badan; d a n  .

c. . B a g i a n  Kaki.  . •

(3) Ris a la h L e la ng  d i b u a t  d a la m  bahasa Indonesia.

(4) S e t i a p  Ricalah Lelang diberi  nom or .  •

Pasal 54

B a g ia n  Kepala  Risalah Lelang  m e m u a l  sekur nn g- ku n . . i gn ya :

a. hari ,  tanggal ,  d a n  ja m le la ng  di tul is  de n g a n  hu ru f  dr.n a n g k a ; . ■

b. n a m a  le n g k a p ,  te m p a t  t in g g a l / d o m i s i l i ,  da n n o m o r / t a n g g a l  S u r a t  
K e p u t u s a n  P e n g a n g k a t a n  Pejabat Lelang;

c. n a m a  le n g k a p ,  pekerjaan d a n  tempat  t i n g g a l / d o m i s i l i  Penjual;

d.  .no iVio r / tangg al  surat  p e r m o h o n a n  lelang;

e. t e m p a t  p e la k san aan  lelang;

i. s i fat  b , u a n g  y a n g  d i l e la n g  da n alasan barang tersebut  d i le lang;

g. d a l a m  hal y a n g  di le lan g  barang-barang tidak bergerak be r u p a  tana h a ta u  
ta n a h  d a n  b a n g u n a n  harus^dis.ebutkan :

• 1) s tatus  1‘tfik alnu surat-surat lain yang menjelaskan bukti  ke pe m il ik an ;

2) S K T  dari Kantor Pertanahan; dan •
’ i

3) ¡keterangan lain yang membeban i ,  apabila ada;
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h.  d a l a m  hal  y a n g  d i l e la ng 'b ar ang  bergerak harus d i se b u lk a n  jum lah ,  da n  
j e i i u s / s p c s i f ik a s i ;  : .

. i . ,  m e t o d e / c a r a  p e n g u m u m a n  le la ng  y a n g  telah d i laksanakan o leh  Penjual;
d a n  ' -----l t •

j. s y a r a t - s y a r a t  le lang .  :

1 Pasal  55 \ •

B a g i a n  B a d a n  Ri sa la h Le lang m e m u a t  s e k u r a n g -k u r a n g n y a :

a. b a n y a k n y a  p e n a w a r a n  le l img y a n g  m a s u k  d a n  sah;

b. n a m a  b a r a n g  y a n g  di le lang;

c. naiVia, pe k e r ja a n  d a n  a lamat  P e m b e l i ,  s eb ag ai  Pembel i  atas nam a sendiri  
a t a u  s e b a g a i  k u a s a  atas na m a o r a n g  lain;

d .  bar\k k r e d i t o i  s e b a g a i  Pemb el i  u n t u k  orn' .g  atau Dadan y a n g  akan  
d i t u n j u k  n a m a n y a ,  d a l a m  hal ban k k r e d i t o  seba ga i  Pembel i  lelang;

e. H arga Lelang dengan angka dan huruf; dan •

/. d a f t a r  b a r a n g  y  ng  laku terjual m a u p u n  y a n g  d i f*.'.ian disertai de n g a n
. ni la i ,  n a m a ,  a la m at  peserta le lang y a n g  m e n a w a r  tertinggi.

' Pasal 56 . ■

Bagian. Kaki Risalah Lelang m em uat sekurang-kurangnya; ' '
a. b a n y a k n y a  ba rang  y a n g  d i t a w a r k a n / d i l e l a n g  d e n g a n  angka dan huruf;

b. j u m l a h  nilai  ba rang- bar ang  y a n g  telah terjual d e n g a n  angka dan huruf;

c. jum lah nilai barang-barang yang ditahan dengan angka dan huvuf;

d .  b a n y a k n y a  d o k u m e n / s u r a t - s u r a t  y a n g  di la mpirkan pada Risalah Lelang  
d e n g a n  an g k a  d a n  huruf;

e .  j u m l a h  p e r u b a h a h  y a n g - d i l a k u k a n  (catatan,  tambahan, - corctan de ng an
pcr^gdntirij /TI3Hpwh tkL.r. adanya per ub ah an di tul is  de n g a n  angka dan  
hu ru f;  d a n  -

f. t a n d a  t a n g a n  Pejabat Lelang da n P e n j u a l / k m s a  PcnjuiA v A i v V
b a r a n g  bergerak;  atau . ,

g .  t a n d a  ta n g a n  Pejabat Lelang,  P e n ju a l /k u a sa  Penjual dan P e m b e l i /k u a s a  
P e m b e l i  d a l a m  hal  le lang barang tidak bergerak.

Efektivitas implementasi..., Halimatu Sadiah, FH UI, 2008



MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA '

.. Pasal 57 . *

(1) Pembetulan kesalahan Risalah Lelang berupa pencoretan, penggantian,
dilakukan sebagai berikut: ,

a. pencoretan kesalahan kata, huru/ atau.angka dalam  Risalah Lelang
dilakukan dengan garis lurus tipis, seh u g g a  yang dicoret dapat
dibaca; dan/atau ' .

b. penambahan/perubahan ka.la atau kalimat Risalah Lelang ditu lis  
disebelah pinggir kiri dari 'lembar Risalah Lelany ->.tau d itu lis pada  
bagian bawah dari bagian kaki Risalah Lelang dengan m enunjuk  
lembar dan garis yang berhubungan dengan perubahan itu, apabila  
penulisan di pinggir kiri dari lembar Risalah Lelang tidak m encukupi.

(2) Jumlah kata, huruf atau angka yang dicoret atau yang ditam balikan  
diterangkan pada sebelah pinggir lembar Risalah Lelang, .begitu pula  
banyaknya k.ita/angka yang ditambahkan.- •

(3) Perubahan sesudah Risalah Lelang ditutiip dan ditandatangani tidak boleh
dilakukan. ' 4V

' ■
Pasal 58 ' *

0 ) .  Penandatanganan Risalah Lelang dilakukan oleh: •

a. Pcjnbm Lelang pada seliap lembar di sebelah kanan atas dari Risalah
L-.Mang. kccuali’lem bary.m g terakhir; ' ' .

b. JViabat Lelang dan Penjual/kuasa Penjual oada lerobar terakhir dalam
h«'}i l l̂an;-, barang bergerak; atau .

c. Pcjr.bat. Lelang, Penjual/kuasa Penjual dan Fem beli/kuasa Pem beli 
pi' .ii lembar terakhir dalam hal lelang barang tidak bergerak.

(2) Dalam hal Penjual tidak menghendaki menandatangani Risalah Lelang  
ata’< tidak hadir setelah Risalah Lelang ditutup, Pejabat Lelang mer.ibunt 
catatan keadaan tersebut pada bagian Kaki Risalah Lelang dan m enyatakan  
cataiain tersebut sebagai tanda tangan penjual.

(3) Minut.i Risalah Lelang ditandatangani oleh Pejabat Lelang pada saat
penuliipnn pelaksanaan lelang. ' . '

(4) KP2LN atau Pejabat Lelang Kelas. 11 hanya dapat m em perlihatkan atau
memberitahukan Minuta Risalah Lelang kepada pihak yang  
berkepentingan langsung dengan Risalah lelang, ahli warisnya atau orang  
yang ( memperoleh „ hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan  
perundang-undangan. * , .

i Pasal 59 ■ . .t

■ (1) Jika terdapat. hal-ha\ penting yang diketahui setelah penutupan Risalah 
Lelang, Pejabat Lelang h a r u s ' membuat mencatat hal-hal tersebut pada
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bagian bawah setelah Kaki Minuta Risalah Lelang dan membubuhi 
tanggal dan tanda tangan. . •

(2 ) H&l-hal p e n t in g  sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) meliputi:

• 1 á. • adanya atau tidak adanya bantahan atas pembayaran l-larga lelang;

b. adanya Pembeli wanprastasi;

c. ■ adanya Pembeli sebagaimana dimaksud -dalam Pasal 48 ayat (3); .

d. adanya pemberian duplikat Kutipan Risalah Lelang sebagai pengganti 
asli Kutipan Risalah Lelang yang hilang atau rusak;

e. adanya pemberian Grosse Risalah Lelang alas poimiMl.i.m I VmhL'li;

(. adanya Pembatalan Risalah Lelang berdasarkan puUi.san hakim yang 
sudah berkekuatan hukum  tetap; atau

g ., hal-hal lain yang akan ditetapkan kem udi™  -jJeii Direktur Jenderal.

(3) D alam  hal Pejabat Lelang Kelas 1 dipindahtugaskan/ meninggal dunia, 
m aka pencatatan dan penanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Kepala KP2LN.

. : Pasal 60 ’

(1) M inuta Risalah Lelang d'ibuat paling lambat 3 (liga) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang.

(2) M inuta Risalah Lelang yang dibuat oleh-Pejabat Lelang Kelas I disimpan
oIel7 KP2LN. ^  •

(3) M inuta Risalah Lelang dibuat oleh PejabfeV gelang Kelas II disimpan oleh
yan g  bersangkutan. ' V .

(4) Jangka W aktu Sim pan Minuta Ríífl/fh Lelang selama 30 (tiga puluh) tahun.
,  s

Pasál 61

(1) Piha)< yan g  berkepentingan dapat memperoleh Kutipan/Sa/uian/G/osse 
y a n g  otentik dari Minuta Risalah Lelang dengan dibebani Bea Meterai. •

,  ^ ’
(2) Piha}<-pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

m eliputi:

a. Pem beli dapat m em peroleh Kutipan Risalah'Lelang sebagai Akta Jual 
Beli untuk kepentingan balik ñama atau Grosse Risalah Lelang sesuai 
kebutuhannya;* ;

b. Penjual m em peroleh Salinan Risalah Lelang untuk laporan pelaksanaan 
lelang atnu Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhannya;

c. Superintenden (Pengawas Lelang) mgrpperoleh Salinan Risalah Lelang 
upjtuk laporan pelaksanaan lelang/kepentingan dinas.
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, ♦
(3) S a lin a n /K u tip a n /Grosse yang otentik dari Minuta Risalah Lelang 

ditandatangani, diberikan teraan cap/sternpel dan diberi tanggal 
p engeluaran  oleh Kepala KP2LN alau Pejabat Lelang Kelas I! y a n g

. : bersangkutan. .
\ ’

(4) K utipan Risalah Lelang untuk lelang tanah atau tanah dan bangunan
ditahdatangani oleh Kepala KP2LN/Pejabat Lelang Kelas II setelah  
Pem beli m enyerahkan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah  
dan Bangunan (BPHTB). .

I

Pasal 62 .

G rosse Kinalah Lelang yang berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan
K etuhanan Yanj» Maha Esa", dapat diberikan atas permintaan Pembeli.

Pasal 63

(1) Drilf.iv, rangka kepentingan proses peradilan, fotokopi Minuta Risalah 
Lelang d an /a iau  .s urat-s urat yang d ilekalkanpada Minuta Risalah Lelang 
dapat diberikan kepada penyidik, penuntut um um  atau hakim, dengan  
persetujuan Superintenden (Pengawas Lelang) bagi Pejabat Lelang Kelas II 
atau {\epala KP2LN bagi Pejabat Lelang Kolas I.

(2) A tas-pengam bilan fotokopi Minuta Risalah Lelang dan/atau surat-surat 
sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) dibuat Berita Acara Penyerahan.

_ Pasal 64 • •

Ketentuan lebih lanjul mengenai Risalah Lelang diatur dengan -Peraturan
Direktur Jenderal. . •

BAB V - .

ADM INISTRASI PERKANTORAN D A N  PELAPORAN LELANG

Pasal 65 •

(1) KP2LN dan Kantor Pejabat Lelang Kelas U m enyelenggarakan adm inistrasi •
perkantoran dan membuat laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan  
lelang.' .

(2) Kantor W ilayah m em buat laporan rekapitulasi pelaksanaan lelang.

(3) K etentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan ad m in istrasi"
perkantoran dan pembuatan laporan pada 'xP2LN dan Kantor Pejabat 
Lelang,- Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (i) diatur dengan  
Peraturan Direktur Jenderal. • •
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BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

• ■ Pasal 66

K etentuan sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 4, Pasal 14 ayat  (6) luiru/ g, 
Pasal 29 ayat (4), Pasal 29 ayat (5), dan Pasal 32 ayat (1) diberlakukan 6 
(enam ) l>ulfm sejak berlakunya Per.aturan Menteri Keuangan ini.

; Pasal 67

Pada saat Peraturan M enteri K euangan ini berlaku permintaan lelang yang  
telah d itetapkan  jadw al pelaksanaan lelangnya di l a k sa n a k a n  .sesuai 
keten tuan  peraturan perundang-undangan  yang lama.

' IJAB VII ■
i ■

• ( K ETENTUAN PEW jTUP

Pasal 68

Fada saat Peraturan M enteri K euangan ini m ulai berlaku, Keputusan Menteri 
K euangan N om or 304/K M K .07 /2 0 0 2  tentang P .•tunjuk Pcfnk.sann.iM Lefnnjj 
sebagaim ana telah diubah d engan  K eputusan Menteri Keuangan Nomor 
4 5 0 / KMK.01 /2 0 0 2  dicabut dan dinyatakan tidak’berlaku.

• , . Pasal 69 . ,

Peraturan M enteri K euangan ini m ulai berlaku' pa d a tanggal  di te tapkan.
* I ___ .

A gar setiap  orang m engetahuinya, memerintahkan pengum um an Keputusan 
M enteri iKeuangan ini dengan penem patannya dalam Uerila Ncgnrn Republik
Indonesia. •i

• • ; Ditetapkan di Jakarta
‘ ’ pada tanggnl 30 M ei 2006

surSl^jio n sesuai d ijigan aslinya 
u^TOJoaiäiQiro U  m.u in

■MENTERI KEUANGAN 

ltd. . 

SRI NfULYANf JNDRAWATJ
’—Pj 
0,ko ui<;uj5

agiay T.U. Departemen •••»*
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Menimbang

jfengingat

^ ^ A R T E M E N  KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
sKTPRAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NBGARA

DIREKTUR JENDERAL, .
I *

: bnbwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5), Pasal 42 dan Pasal 59" 
ayat (6 ) dnn Pasal 64 Peraturan Menteri Keuangan Nom or 40/PM K.07/2006 
teiitang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, perlu m enetapkan Peraturan Direktur 
Jenderal P iutang dan Lelang Negara tentanr Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Lelang; »

: 1. ■ U n d an g-U n d an g  Lelang (Vendu Reglemen t, Ordomntie 28 Februnn 190S 
StmUsblnd 7908:189 sebagaim ana telah beberapa kali diubah terakhir 

-d e n g a n  5 laatsblad 1941:3); , • .

2 . \  U ndang-U ndang Nom or 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan 
.'Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nom or 43, Tambahan Lembaran

N egara N om or 3687); ’

3." '-Insiviik.ni Lelang (Vendu Inslntclic, Slnatsblad 1908:190 sebagaimana telah 
‘ beberapa kali diubah terakhir dengan Stnnlsblnd 1930:85);

4. Peraturan Pemerintah Nom or 44 Tahun 2003 tentang' Tari/ Atas Jenis 
Penerim aan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada D e p a r t e m e n  Keuangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 95, i&nibahan

. Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4313);
5.' Keputur.an Presiden Nom or 84 Tahun 2 0 0 1 tentang Kedudukan, Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan 
Departem en Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah teiak iir 
dengan  Keputusan Presiden Nom or 37 Tahun 2004; •

(j. Koputuran Presiden Nom or 187/ M Tahun 2004;

7. Peraturan Presiden N om or9T ahun 2005 tentang K e d u d u k a n ,  Tugas, Fungsi/ 
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia 

.sebagaim ana lelah diubah terakhir dengan Peraturan- Presiden Nomor 62 
Tahun 2005;

8 . '  Peraturan Presiden Nom or 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan 
••'Tugas P.:;elon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah

• diubah lernklvr dongan Peraturan Presiden Nom or 66 Tahun 2006;

9. Kepulu::an Menteri Keuangan Nom or 302/K M K .01/2004 tenteng Organisasi 
; dnn Tata Kerjr. Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah Keputusan 
'Menteri Keuangan Nom or 426/KM K.01/2004;

10 .:Kt’pu(u;«in Menteri Keuangan Nomor 4 4 5 /KMK.01/2001 te n ta n g  Organisasi
• idan Vn'a Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang

Nty.iirn dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara sebagaimc.ha
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. M enetapkan

telah diubah dengan KcputusAj v Menteri Keuangan Nomor
425/ KMK.01/2002;

11. K eputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KM K.01/2002 tentang
P e l i m p a h a n  W ew ena ng  Kepada Pe/abnt iiselon I di Lingkungan D e p a r te m e n  
Keuangan untuk dan atas Nama Menteri Keuangan M en a n d a ta n g a n i  Sur.it 
dan /atau  Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana t d a h  beberapa kali 
ctfubah terakhir dengan 'Keputusan Menteri K e u t n g a n  Nomor
4(59/ KMK.06/2003; ■

12. peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PM K.07/2005 tentang Dalai
[.elang; ' •

13. peraturen Menteri Keuangan Nonior 119/PMK.07/2005 tentang Pejabat
Lelang Kelas II; '

14. F;eraturan Menteri Keuangan Nomor 4 0 /PMK.07/2(106 tentang Petunjuk
. Pelaksanaan Lelang; -

1 5 /Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.C//2006 tentang Pejabat 
Lelang Kelas I;

1 MEMUTUSKAN: '' •
. I- * " '
: PEftATURAN DIREKTUR JENDERAL PIUTANG DAN l.liLA NC NEGARA  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN I.HI.ANC.Il4 •

•• Bagian Pertama
• . * Permohonan Lelang

Pasal 1

(1) Permohonan Lelang diajukan secara tertulis oleh Penjual‘kepada Kepala«
• >, Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LNJ dengan dilengkapi

dokum en persyat&tan lelang yang bersifat umum dan khususi '

(2) Dalam, hal- Penjual akan menggunakan Jasa Pralelang dan/atau Jasa
Pascalelang oleh Balai Lelang untuk jenis lelang l-ksekusi dan Noneksekusi 
Wajib, surat permohonan lelang sebagaimana dimaksud pada avat ('l) 
menyebutkan Balai Lelang yang digunakan jasanya. •

‘V  ' Pasal 2 •

(1) Permohonan Lelang Noneksekusi Sukarela, Lelang aset BU M N /D
. berbentuk Persero, dan Lelang aset milik bemk dnlnm likuidasi

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
1 Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, diajukan secara

' tertulis oleh Penjual kepada Pemimpin Balai Lelang dengan dilengkapi
uokumeivpursyuriUan lelang yang bernilai umum dan khusus.

.(2) Pemimpin Balai Lelang setelah menerima surat permohonan 'sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meneruskan permohonan lelang kepada Pejabat 
Lelang Kelas II dengan surat pengantar untuk meminta jadwal 
pelaksanaan lelang

(3) Dalam hal. pemimpin Balai Lelang juga berstatus sebagai IVjabat Lelang 
Ke...... II, yang i . i . . nndatangani surat pengantar untuk meminta jadwal
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pelaksanaan lelifng dan yang bertindak sebagai / ’unjual dilakukan oleh 
'pemimpin lain yang ada di Balai Lelahg tersebut.

(4 ) p a iam  hal di suatu wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II belum terdapat 
•¡Pejabat Lelang Kelas It Mau Pejabat Lelang Kelas 11 yang ada 
dibebastugaskan, cuti, atau berhalangan 'tetop, Pemimpin Balai Lelang 
¿etelah menerima siirat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
nicngajukan permohonan lelang kejj||Ua Kepala KP2LN.

' '. Pasal 3 ’ ; •

(1) Kepala KP2LN atau Pejabat Lelang Kelas ij wajib melakukan verifikasi 
'lerhadap kelengkapan dokumen persyaratan Mang clan legalitas furm.il . 
subjek dan cbjek lelang.

(2) Kepala KP2LN ntau Pejabat Lelang Kelas II uyijib mrnnlnk |n rnnthi’n.n> 
lelang yang bukan kewenangannya, dokumen persyaratan lelang tidak 
lengkap,.atau tidak m emenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.

(3) Dalam hal Penjual telah m emenuhi kelengkapan dokumen persyaralar 
lelang yang bersifat um um  maupun khusus dari telah memenuhi legalitas 
formal subjek'dan objek lelang, Kepala KP2LN atau Pejabat Lelang Kelas II

• m enetapkan dan memberitahukan kepada Penjual tentang jadwal lelang 
Secara tertulis, yang berisi:
a. penetapan tempat dan waktu lelang; ,
b. permintaan untuk melaksanakan pengumuman lelang sesuai ketentuan 

dan m enyampaikan bukti pengumumannya; dan
c. hal-hal lain yang perlu disampaikan kepada Penjuai, misalnya 
( mer.geiv.i I larga Limit, penguasaan seearn fisik terhadap, barang

bergerak yang dilelang dan lain sebagainya. ’
I . ’

Pasal 4

D okum en persyaratan lelang yang bersifat umum untuk lelang yang menjadi 
kew enangan Pejabat Lelang Kelas I adalah: ’
a. Sjilinan/folokopi Surat Keputusifll'Pemmjiikan ppnjvol''
b. d.il lar barang yang akan dilelang; d an . ,
c. syarat lelang 'tambahan dari Penjual/Pemilik IJarang, sebagaimana 

‘ dim aksud dalam  PMK Nomor: 40/PM K.07/2006 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang Pasal 8 ayat (1) (apabila ada).

v  •• Pasal 5 '

Dokum en persyaratan lelang yang bersifat khusus untuk lelang yang menjadi 
kcwbnnngan Pejabat Lelang Kelas I, untuk: . J ., •
1 . Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah adalah:

¡V. salinan/fotokopi Surat Keputusan P?flgUapi/san dari pengelola Barang
■ untuk liarnng Milik Negara nlau lai|vrnur/l}ii|>ali/VV;ilikola untuk 

¡larang Milik Daerah; '
b. salinan/fotokopi -Surat.persetujuan Presiden/DPR/DPRD, dalam hal

• peraturan perundang-undangan menentukan adanya persetujuan 
' tersebut; ’

• f  »tim an/fotokopi Surai KcptiNiMnri leulang IViulu'iilukan Panitia 
i Penjualan Lelang; dan

• d. asli dan/atau  fotokopi" bukti keppmllikan/hok, apabila berdasarkan
peraturan prriindnhg«undangal1 dfpur/nkan udnny i Imkli kepemilikan,

. a l.u t..
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• a t a u  - p a b i l a  bukt: • k e p e m i l i k a n / h a k  tidak dikuasai harus ada 
p e r n y a t a a n  t e r t u l i s / s u r a t  keterangan dari Penjual balnva 
b a r a n g - b a r a n g  ter sebut  t idak di.sercai dengan bukti kepemil ikan/hak  
d e n g a n  m e n y e b u t k a n  a lasann ya.  •

L elang N o n e k s e k u s i  Waj ib Barang Dimi l iki  Negara Direktorat Jenderal Bea 
' d a h  C u k a i  (b u k a n  p e n g h a p u s a n  inventar is  Uea dan Cukai):

n. ' s a l i n a n  K e p u t u s a n  Ke pal a  Kantor Pelayanan Ik-.i dan Cukai tentang  
p e n j u a i a n  Barang D im i l i k i  Negara;- , '

b .  i s a l i n a n / f o t o k o p i  Surat Keputusan Pembentukan Panitia Lelang; ;
c. i sa lin an /fo tok op i Surat Keputusan/Persetujuan Menieri Keuangan

t e n t a n g  Barang Dimil iki  Negara  untuk dijual secara lelang; da n
d. as li  d a n / a t a u  fotokopi'  bukti k e f e n i l i k a n / h a k ,  a p a b i l a  berdasarkan  

' p e r a t u r a n  p er u n d a n g - u n d a n g a n  dlwta'lukan adanva b u k t i  kepemil ikan,  
. a t au  apabi la  bukti  kepemilikarij^vak tidr.k d i k u a s a i ,  harus ada

p e r n y a t a a n  tertul i s / surat  keterangan d,iri p e n j u a l  ba hw a
• ba ra n g -b a ra n g  tersebut tidak disertai bukti k e p e m i l i k a n / h a k  d en g a n

m e n y e b u t k a n  a lasannya.  •

3. L e l a n g  N o n e k s e k u s i  Wajib Barang Milik B U M N / B U M I )  N o n |  K.'rsero:
a.,  s a l i n a n / f o t o k o p i  Surat  Keputusan Persetujuan Pe n gh ap u sa n  aset

B U M N / B U M D  N o n p e r s e r o  dari Menteri yang
1 b e r w e n a n g / G u b e r n u r / B u p a t i / W a l i k o t a / D e w a n  Komisaris;

b.,  s a l i n a n / f o t o k o p i  Surat  Persetujuan.  P res i d en /D !  ’K/1 )PKI.>, da la m  hal
: pe ra tur an p eru n d a n g - u n d a n g a n  mene nt uk an adanva persetujuan  
: tersebut; •

c. - s a l i n a n / f o t o k o p i  Surat  K eput usa n Pen gha pu sa n dari I » in-ks i /Kepala
, Daerah;  '

d.i s a l i n a n / f o t o k o p i  Surat K ep utusa n tentang P em be nt uk an  Panitia
• P enj ua la n Lelang; dan

e . . as l i  d a n / a t a u  fotekopi  bukti  k e p e m i l i k a n / h a k ,  . i p a h i l a  b e r d a s a r k a n  
' p e r a t u r a n  p e r u n d a n g - u n d a n g a n  d i p e r l u k a n  . i d a n y a  b u k i i

• k e p e m i l i k a n / h a k ,  atau apabila bukti k e p e m i l i k a n / h a k  tidak dikuasai ,  
ha ru s  ad a  pernyataan tertul i s / surat  keterangan dari penjual bahw a  
b a r an g-ba rang  tersebut tidak disertai bukti k e p e m i l i k a n / h a k  d e n g a n

i m e n y e b u t k a n  a lasannya.

•I. I .olang N o n e k s e k u s i  Wajib Kayu dan I l.isil I Intan Laini.ya «. 1.11'f Tan ga n  
Pcjrtama t idak mem er lu ka n d o k u m o n .y n n g  bersifat khusus

. • Pasal 6

D o k u m e n  persyaratan lelang y a n g  bersifat k h u su s  untuk I .elang, y a n g  menjadi  
k e w e n a n g a n  Pejabat Lelang Kelas I, untuk:
'L L e la n g  Ek sekus i  PUPN: .

a,= s a l i n a n / f o t o k o p i  Pernyataan B e r s a m a / P e n e t . p a n  Jumlah Piutang
. '■• N e g a r a ;  •

b,' s a l i n a n / f o t o k o p i  Surat Paksa;
c,; s a l i n a n / f o t o k o p i  Surat Perintah Penyila-in;  

s a l i n a n / f o to k o p i .B e r i ta  Acara Sita;
• e,' s a l i n a n / f o t o k o p i  Surat Perinfah Penjualan Barang Sitaan;

f.; sal  i iw n/ fot ok op i ' P er in c ian  Ilulang;
g.  s a l i n a n / f o t o k o p i  Surat Pemberitahuan Lelang Kepada P e n a n g g u n g  

H u t a n g /  Penjamin Hutang;  dan
' h' asi  i /  fo to ko pi  bukti  k e p e m i l i k a n / h a k  atas barang, yang, akan di l e la ng

• n lnu k h u s u s  lelang Inrta kekayaan selain agunan,  apabila bukti

' . . .  ' k e p e m i l i k a n /  ...
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k e p e m i l i k a n / h a k  tidak dikuasai ,  harus .ada pernyataan tertulis dari  
' Kepala Seksi  Piutang N eg a ra  b a h w a  barang-barang tersebut tidak  
disertai  bukti  k e p e m i l i k a n / h a k  d e n g a n  m en y eb u tk a n  alasannya.

. I .elang Eksekus i Pengadilan:
«i. s a l i n a n / f o t o k o p i  Putusan d a n / » l a u  Pene tapan  Pengadi lan;
b. s a l i n a n / f o t o k o p i  Penetapan /Amifmimifg/teguran kepada tereksekusi  

dari Ketua Pengadilan;
c. s a l i n a n / f o t o k o p i  Penetapa n Sita o le h  Ketua Pengadilan;
d. s , i l i n a n / f o t o k o p i  Berita Acara Sita;
e. s a l i n a n /  fotokopi  P e r i n c i a n H u t a n g / j u m l a h  kewajiban tereksekusi ya n g

harus  d i pen uhi ;  .
f . ' s a l i n a n / f o t o k o p i  Pemberi tahuan lelang kepada ' t e rm oho n eksekusi;

d a n  •
y. ¡nsli d a n / a t a u  fotokopi  bukti  k ep e m il ik a n /h a k .  apabila berdasarkan  

i peraturan p er u n d a n g -u n d a n g a n  diperlukan adanya bukti
• k e p e m i l i k a n / h a k ,  atau apabi la  bukti  k e p e m il ik a n /h a k  .tidak dikuasai,  

harus  ada pernyataan t er tu l i s / su rat  keterangan dari penjual bahwa  
.b aran g- ba rang  tersebut t idak disertai  bukti k e p e m il i ka n/ ha k de ng an  
. m e n y e b u t k a n  a lasannya.  . . '

Le lang J.;kse!:iisi Pajak (Pajak PemerinfSVi P u s a t / D a e r a h ) :
a. s a l i n a n / f o t o k o p i  Surat Tagihan-  Paj&k'/Surat Ketetapan Pajak Kurang  

B ayni / i - aun i  Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tam ba ha n/ Su rat  
K e p u t u s a n  P e m b e t u la n /S u r a t  K e p u tu s a n  Keberatan/P utu san  Banding;

b. sa l innn/l \ .U-.kopi  Surat Teguran;
c. sa l inan/ i \: ' i ikn|>i  Surat Paksa;
d .-;alin.m/l;•(nko|<i S u. a t  Per inlah Melaks ana kan Penyitaan;
c. :;.»l i i i.u i / i  .i. iI:o| >i lUrrila Acara Pelaksanaan Sila; "
I. perin,  i.u: jumlah tagihan pajak y a n g  terakhir dan biaya penagihan; dan  
j'. 'a:;li d a n / a i a t i  fotokopi  bukti  k e p e m i l i k a n / h a k ,  apabila berdasarkan 

peraturan p e r u n d a n g - u n d a n g a n  diper lukan adanya bukli  
k e p em il i l  a n / b a k ,  a t,UI apnbiln bukti  k e p e m i l i k a n / h a k  tidak dikuasai,  
haru:. ;ula pernyataan t er tu l i s / s ur at  keteranj*an dari penjua/ bcllm't) 
ba rang-b ar ang  tersebut t idak disertai  bukti  k e p e m il ik a n /h a k  dengan  
'm e n y e b u t k a n  alasannya.

I.el'ang Eksekus i  l-Iarta Pailit:
¡i. s a l in a n / f o C o k o p i  putusan pailit dari Pen ga di la n  Niaga;
b. s a l i n a n / f o t o k o p i  daftar bo ede l  pailit;
e. 'Surat Pernyataan dari Balai • Harta. Pe ni ng gal an/ K ur at or  y a n g  

d it e t a p k a n  akan b e r tan gg un gjaw ab  apabi la terjadi gugatan perdata  
¿itau tun tut an  pidana; da n

d. asli  d a n / a t a u  fotokopi  bukt i k e p e m i i i k s n / h a k ,  apabila berdasarkan  
'peraturan p e r u n d a n g - u n d a n g a n  dip er lu ka n adanya bukti  
k o p e m i l i k a n / h a k ,  atau apabila bCiktl k e p e m i l i k a n / h a k  tidak dikuasai ,  
ha ru s  ada pernyataan tertu l i s / sura t  keleranj \an dari penjual ba hw a  
b aran g-b aran g  tersebut tidak disertai  bukti  k e p e m il ik a n /h a k  de ng an  
incny'ebutkan alasannya.

I .oli'tnj’ l -ksekus i  benlaSiU’kilU Pfl«« <» Uinlanj ' . -Undang N o m o r  I T. ihuiy  
jyy*6 (U U H T ):  ( •
n. s a l i n a n / f o t o k o p i  Perjanjian Kredit;
I», snl inan/ l 'o l t ikt ip iSer l i f ikat  1 lak I a ng gu ngan;
C. f i n l i n a n / f o t o k o p i  Perincian H u t a n g / j u m l a h  kewajiban debi tor y a n g  

h aru s  d i p e n u h i;  • .
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d.[- salinan/fotokopi bukti: bahwa debitor vvanprostasi, berupa 
peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditor;

c . . asli/fotokopi bukti kepemilikan hak; dan
f. sa linan /fotokop i surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang 

kepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan paling lambat 1 (satu) 
' . hari sebelum  lelang dilaksanakan-

6. Lelang Eksekusi Barang Tidak Dlkunsni/Dikunsul Negara Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai; . _
n. salinan Keputusan Kepala Kantor f’cliiyariiin Bea dan Cukai tentang 

1 penjualan barang tidak dikuasai/dikuasai;
b. su i i n a n / fotokopi Surat Keputusan Pembentukan Panitia Lelang;
e. sal i n a n / fotokopi Surat Keputusan/Persetujuan M o n lori Keuangan 

»entang ¡Jarang Tida!; ITikuasai/Dikunsni Negara unluk dijual secara 
. lolanj»; dan

«.I. asli dii'n/ntnu fotokopi bukti kepemilikan/hak, apabila berdasarkan 
peiMlur.m periindang-undatigan. diperlukan .nl.iiiva I»«i k l i 
kopem iliknn/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak lidak dikuasai, 
harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan' dari penjual bahwa 
barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan 
menyebutkan alasannya. •

. Lelang Eksekusi Barang Sitaan berdasarkan Pasal 15 K U M A I ’: 
n.( salinan/fotokopi Surat Izin Penyitaan uari Pengadil.m,
b., salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan;
c. salinan/fotokopi Berita Acara Sita; ‘
d., persetujuan dari tersangka/kuasanya alau Surai IVmberilaluKM I elang  

kepada tersangka;
e. Izin Lelang dari Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis Hakim yang

! m enyidangkan perkara, apabila, perkara sudah dilimpahkan ke 
, Pengadilan; dan '1$

•f. asli dan/atau  fotokopi bukti kerapiilikan/iak, apabila tviilasarkan  
peraturan per undang-undangan ' uiperlukar. ailanya bukli 
kepem ilikan/htik, atau apabila bukti kepemilikan/hal-; lidak dikuasai, 
harus nd«» pernyataan tertulis/surat keterangan ».lari penjual bahwa 
barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan 

i menyebutkan alasannya.

Lelang Eksekusi Barang Rampasan:
¿u salinan/fotokopi Putusan Pengadilan vang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap;
b.t salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan;
c. sa linan / fotokopi Beri ta Acara Si ta;
d., salinan/fotokopi Surat Perintah Lelang dari lOjaksaan/Komisi 

' 'Vm berantasan Korupsi (KPK); dan
e., asli dan/atau  fotokopi bukti kepemilikan/hak, apabila berdasarkan 

•' peraturan porundang-undangan diperlukan adanya bukli 
; kepem ilikan/hak, alau apabila bukli kepem ilikan/hak lidak dikuasai,
' • harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual bahwa

barang-barang tersebut tidak disertai bukti !'.ep»;mil;kan/hak dengan  
y/ menyebutkan alasannya. * ___

^ W lik s r k u s i  Barang Temuan:
^ w i/fo to k o p i Berila Acara Barang Temuan; "•

i»/fotokopi pengumuman barang lemuan;
^<iin/f«ilitknpi Surut Kepiilusfin IVnjn.ilan liaiMiij’, IVimian; »lan .
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d. asli dan /atau  fotokopi bukti kepem ilikan/hak, apabila berdasarkan 
pera im an per u nda ng-u nda n ga n dipedukan adanya bukti 
kepem ilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, 
harus /.dn pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual bahwa 
barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepem ilikan/hak dengan

• m enyebutkan alasannya. .

'10. I .d. a n g liksckusi jaminan Pidusia:
a. .sa linnn /fotokopi Perjanjianl’okok;
h. ,.*;al i nan/fotokop i Sertifikat Jaminan l:idusia; '
v. '..salinan/fotokopi Perincian H utang/junilah kewajiban debitor yang 

harus dipenuhi; .
d. .sal i nan /fotokop i bahwa deb itor. wimpreslnsi yang dapat berupa 

peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pihuk kreditor;
e. asli dar./ni~m fotokopi bukti kepemilikan/hak, apabila berdasarkan 

peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti
' kepem ilik an /h ak , atau apabila bukti kepem ilikan/hak tidak dikuasai, 
haru;: ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari penj’uai bahwa 
barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepem ilikan/hak dengan 
m enyebutkan «[asannya; dan

f. sa lin an /fo tok op i surat pemberitahuan rcncana pelaksanaan lelang 
kepada debitor oleh  kreditor, yang diserahkan laiing lambat 1 (satu) 
hari sebelum  lelang dilaksanakan.

11. Lelang Eksekusi Gadai:
n. sa lin an /fo tok op i Perjanjian Utang Piutang/Kredit;
b. sa lin an /fo tok op i Perjanjian Gadai;
c. sa lin an /fo tok op i Perincian Hutang/jum lah kewajiban debitor yang

harus dipenuhi; 1 . . .
d.- sa lin an /fo tok op i bahwa debitor/yang beru tang/ pemberi gadai 

w anprestasi yang berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan 
dari pihak kreditor/yang berpiutang/penerima gadai;

r. n.sli d an /a tau  fotokopi bukti kepem ilikan/hak, apabila berdasaikan 
i peraturan .perundang-undangan diperlukan adanya bul.u 
; k epem ilik an /h ak , atau apabila bukti kepem ilikan/hak tidak diluifi.s.y, 

harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan ilari penjual bahwa 
: barang-barang,tersebut tidak disertai bukti k e p e m i l i k a n / h a k . dengan
, m enyebutkan alasannya; dan f

f. t sa lin an /fo tok op i surat pemberitahuan 'rencana' pelaksanaan e ang 
kepada debitor oleh kreditor, yafrtr,d¡serahkan paling lambat 1 (sa u, 

'• hari sebel u ri lelang dilaksanakan. .
1?.. l.vlan|» P.ksekusi Benda Sitaan Wrdasarkari Pasal 1fi ayat f*-)

l |iul.m g-IJinl.m g Nom or 31 .Tahi m l‘JW tentang I Vml*i*i’.mla.san I n '1 ■'  ̂
Pidana Korupsi sebagaimana, telah diubah dongan Undang-Undang 
N om or 20 Tahun'2001 : • • (
a. j sa linan /fotokop i Putusan Pengad.ilan yang telah moi:<j.>unyai i>okuatan

• hukum  tetap; .
b. sa linan /fotokop i Surat Perintah Penyitaan; .
o . 1 .salinan/fotokopi Derita Acara Sita;. . .
d. salinan/l'otokvjpi Surat Perinlah I.elang, dari Kejaksaan/ Komisi 

, Pemberantasan Korupsi; dwi '
i>. a.sli dan/atau  fotokopi bukti kepem ilikan/hak, apabila herdasai an 

, peraturan perundang-undangan diperlukan nilanya bu b
• kepem ilikan/hak, atau apabila iuikli ki’pem ilikan/liak lidak ilikua.sai,

• 1 harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual bahwa
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barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepem ilikan/hak dengan  
m enyebutkan alasannya. '

. Pasa'r? '

D okum en persyaratan lelang sebagainiana dimaksud dalam l’asal *1, Pasal 5, 
d a n.¡Pasal 6 yang berupa fotokopi harus dilegalisir sesuai dengan nafinya.*

Pasal 8

: D okum en persyaratan lelang yang bersifat umum dan khusus untuk Lelang 
. N oneksekusi Sukarela yang menjadi kewenangan Pejabat Lelang Kelas 11 
-adajah dokum en sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK) Nom or: 118/PM K ,07/2005 tentang Balai 'Lelang Pasal 17 ayat (3), 
ayal!.(4), dan ayat (5).

.. Pasal 9 ’
i

.  . • !
(1) K epala KP2LN wajib meminta Surat Keterangan Tanah (SKT) «.lari Kantor 

•pertanahan setem patapabila objek yang akan dilolati}* berupa laVialratan 
tanah dan bangunan, satu- hari setelah menetapkan jadwal lelang alau 
paling lambat sebelum  pengumuman lelang kedua.

(2)-Dalam  hal lelang noocksckusi, Kepala KP2LN/Pejabat I.elang Kelas II
v/ajib memir.ta Surat Keterangan Tanah (SKT) d.iri Kantor Pertanahan 
setem pat apabila objek yang akan dilelang borupa tanah atau tanah dan 
bangunan, satu hari seteiali menetapkan jadwal lelang atau paling lambat 

'sebelum  pengum um an lelang. ’ ’
i •

" • Pasal 10

(1) Penjual dapat menjual barangnya secara lelang melalui Pejabat Lelang 
Kelas I pada KP2LN tanpa menggunakan jasa Balai I.elang untuk jcni.s:
¡u Lelang Noneksekusi Sukarela; • .
b. Lelang aset BUM N/BUM D berbentuk Persero; dan
c. Lelang aset milik bank dalam, likuidasi berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nom or 25 Tahun 1999 tentang Pencabulan Izin Usaha, 
Pembubaran dan Likuidasi Bani.; ■

dengan mengajukan permohonan lelang kepada Kepala KP2L.N dengan  
dilam piri dokum en persyaratan lelang yang bersifat umum dan khusus, 
sesuai ketentuan dalam PMK Nomor: 'Il8/PMK.07/2(ll):i leniang Dal.ii
li.elang Pasal 17 aj'al (3), ayat (4) huruf a, huruf c, dan ayal (i5).

(2) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada aval (I) hanya dapal
dilaksanakan apabila di wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tidak
tbrdapat kantor pusat/perw akilan Balai Lelang. /'i ‘ "

(3) Dalam  hal ditentukan oleh pejabat yang berwenang dan peraturan
perundangan untuk'dijual melalu j 'KP2LN, Penjual dapat n.cnjuai barang 
yang  dim ilikinya secara lelang melalHH,eiabat Lelang K«. I.is I pada KP2LN 
tanpa menggunakan Jasa Balai ’̂ ».i’lang  i ml uk jenis le lang aset  
BU M N /B U M D  berbentuk ‘ Persero d e n g a n  mengajukan p e r m o h o n a n  
K'lnng kepada Kepala. KP2LN. ‘

(•;) P e l a k s a n a a n  le lang sebag aim ana  di m ak su d  pada ayat (I) d ike nak an Ium

I.ulang Noneksekusl. ‘ ’
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(1) Pe.njualan -..¡oi negara eks  Oadan P e n y e h a t a n  Perbankan Nas ional  (BPPN)  
van}» dir.erahkelolakan o leh  Mentari  .Kci .angan ke pa da  P'l' Perusahaan  
1'e‘ngelol . i  Aset,  (Persero) t ermasu k jenis l e lang  n o n e k s e k u s i  wajib.

(2) Pe l a k sa n a a n  le lang s e b a g a i m a n a  d im a k s u d  pa da ayat  (1) d ik enakan £5ea
Letting N o n e k s e k u s i .  .

. ' Pasal 12
I *

(1) Penjual  d ap at  m e n g a ju k a n  p e r m o h o n a n  izin pe lak san aan le lang atas 
b a i a n g  y a n g  berada di  luar w i l a y a h  kerja KP2LN atau wi layah jabatan 
Pejabat L ela ng Kelas !I kepada:
a. ; Direktur  jender al  cq. Direktur  [ .elang Ne gara  u n lu k  barang-barang

y a n g  berada d a l a m  w i l a y a h  antar Kanior  Wilayah;  atau ’
b. . k e p a l a  Kantor  W il a y a h  s e t e m p a t  untuk barang-barang yang berada 

. d a l a m  w i l a y a h  Kantor  W il a y a h  setempat .

(2) D ir e k tu r  Lelang  N e g a r a  atas n a m a  Direktur  Jenderal menerbi tkan surat
ix.i;i l e la n g  di luar w i l a y a h  ke rja  KP2LN atau w i l a y a h  jabatan Pejabat  
L e l a n g  Kelas  II u n tu k  ba rang -b ar ang  y a n g  berada da 'a m  wi la yah antar 
K a n to r  Wila yah.  ‘ °

(3) K e p a la  Kantor  W il ay ah s e t e m p a t  menerbi tkan s u.-a t izin pelaksanaan
. l e l a n g  di  luar w i l a y a h  kerja K P 2 L N  atau w i l a y a h  jaoatan Pejabat Lelang

kelar. II u n l u k  ba ran g- ba ran g y a n g  berada d a la m  w i l a y a h  Kantor Wilayah  
s e t j m p a l .  .

('l) Su vat  i--in s e b a g a i m a n a  d i m a k s u d  p ad a  ayat  (2) da n a y a t  (3) berlaku untuk  
d u a  kali p e la k sa n a n  le lang  yai tu le la ng pertama da n /e /ong ti langnya.

(5) Surat  i/.in . sebagaimana d i m a k s u d  pa da ayr/. 'l) da n ayat {Z', d i lampirkan  
d a l a m  surat p e r m o h o n a n  le la ng ny a .  .

Pasal 13

(1) D a l a m  hal le la ng  d i l a ksa na ka n di  luar w i la y a h  kerja KP2I.N tempat  barang  
b e i a d a ,  m a k a  KP2LN y a n g  m el a k sa n a k a n  le l ang  m e m b u k u k a n  hasil  
l e l a n g n y a  n a m u n  t idak m e m p e n g a r u h i  pe nc ap ai an target. .

(2) K P 2 L N  y a n g  m e la k s a n a k a n  le lang s e b a g a im a n a  d i m a k s u d  dalam ayat  (1)
m e m b u a t  laporan y a n g  di tujukan ke pada  KP2LN tem pa t  barang berada  
d o n g a n  t e m b u s a n  k e p a d a  Direktur  Jenderal  e.t|. D i iv k lu r  Lelang Nogara ,
Direktur  Informasi  d a n  H u k u m ,  Kepala Kantor  W il ay ah  barang berada,
J/1/1 Krinfpr Wi la ya h pe laks an aan  le lang se la m ba t- la m ba tn ya  i'O hari  
s e l e l a h  pulrtkannnnn Idifliig-* ■

(?.) Has i l  l e la n g  - b a g a i m a n a  d im a k s u d  (1) target
K P 2 L N  tomp^ii barang berada.  ‘

' Pasal 14I •
('l) Penjual  d a p a t  meng ajuka n p e r m o h o n a n  i/.in p e m b a y a r a n  harga le lang  

l eb ih  dari  3 (tiga) hari kerja kepada Menteri  e.q. Direktur  Jenderal.

(2\ P i / v k l u r  JiMuloral'nlas nama Menteri  menerbi tkan surai  'r/, i n pembaya ran  
ha rga le la n g  lebih ilari 3 (liga) hari kerja. '
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(3) Surat i/.in sebagaim ana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan dalam surat 
perm ohonan lelang. ‘ ■

1 * Bagian Kedua •
Uang Jaminan Penawaran Lelang

• . Pasal 15

(1) Uattg Jaminan Penawaran .Lelang untuk 'jenis Lelang Eksekusi dan 
N oneksekusi Wajib yang diselenggarakan dengan bantuan jasa pralolnny 
dart/ atau pascalelang oleh Balai Lelang disetor ke KP21 .N.

(2) U apg Jaminan Penawaran Lelang untuk jenis Lelang Noneksekusi 
Sukarela, Lelang aset BUMN/BUMD berbentuk Persero, atau Lelang aset 
m ilik bank dalam likuidasi berdasarkan Peraturan Pemerintah N om or 25 
Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi

• Bapk .yang  diselenggarakan dengan bantuan Jasa Pralolang, Jasa 
Pelaksanaan lelang dengan Pejabat Lelang Kelas II dan Jasa l’a.scale.’ang
disetor ke Balai Lelang. • ■

•i* . •
(^) Dalam  hal pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud p.ul.i ayal (2) yang  

dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas 1, Uang Jaminan IVn.nvaran Lelang 
tetap disetor ko Balai Lelang. . "

: Pasal 16

(1) KP2LN atau Balai Lelang wajib mengembalikan Uang, Jaminan Penawaran 
Lelang dari peserta lelang yang tidak ditunjuk 'sebagai Pembeli lelang 
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permintaan 
pengem balian uang jaminan dari peserta lelang dengan dilampiri bukti 
setor, fotokopi identitas, dan/atau dokumen pendukung lainnya.

(2) KF2LN atau Balai Lelang wajib molakukan verifikasi terlebih dahulu  
terhadap bukti setor, fotokopi identitas, dan/atau dokumen pendukung  
lainnya sebelum  mengembalikan Uang Jaminan Penawaran Lelnng.

, Bagian Ketiga '
. Penawaran Lelang

' ’ • • Pasal 17. .

(1) Lelang Eksekusi • dan Lelang Noneksekusi W ajib. yang penawaran 
lelangnya dilakukan secara lisan semakin meningkat, penawaran harga

. iefang dimulai dari Harga Limit.
(2) Lelang Noneksekusi Sukarela yang penawaran lelangnya dilakukan secara

li^an sem akin meningkat, perm ulaan.penawaran harga lelang dilakukan 
sejeara bebas. •;

' * P a s n l^

(I) l.ulang lAksokusi dan Lelang N o im ^ ’kusi Wajib vang, penawaran 
lelangnya dilakukan secara lisan seivlakin menurun, penawaran harga 
If'i.m}» diakhiri sampai |-larga I .imlt. .

(?) 1 .¿'l.iug Noneksekusi Sukarela yang penawaran lelangnya dilakukan seeara 
lisan soivakin menurun, p e n a w a ra n *harga lelang d'nkhiri sampai Harga
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Limit, kecuali, tidak ada Harga UmU akhir penawaran harga lelang 
dilakukan secara bebas.

* ■ •
' • Pasal 19 ' .

(1) Pdnawaran lelang yang dilakukan langsung dengan cara tertulis
dijaksanakan dengan memasukkan surat penawaran ko dalam amplop  
tertutup, diserahkan kepada Pejabat Lelang atau, dimasukkan ke dalam  
tempat yang telah disediakan. . .

(2) Surat penawaran, sebagaimana dimaksud pada-ayal (1) ditulis dalam
Hal'asa Indonesi&'berisi identitas penawar, barang yang ditawar, harga 
penawaran dalam rupiah dengan angka dan huruf, dan tanda tangan di 
atrs materai. cukup. ' . '

(3) Penawaran harga secara .tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum  mencapai Harga Limit, Pejabat Lelang melanjutkan dengan cara 
penawaran lisan naik-naik. . '

('i) Penawar tertinggi yang telah m eiv:p ..i atau nv’’",npaui Harga Limit
. disahkan sebagai Pembeli oleh Pejabat Lelang.

(5) Dalam hal lelang tidak ada Harga Limit, penawar tertinggi disahkan
sel Ku» a i Pembeli oleh Pejabat Lelang.

Pasal 20

(1) Penawaran lelang yang hanya dilakukan tidak langsung secara tertulis
dilaksanakan dengan mengajukan penawaran menggunakan teknologi 
iniprmnsi t.l;\n komunikasi seperti niiiiil, SMS, atau laksimili dalam balas 
w.iklu yang lelah ditentukan, Penjual dapal menjamin iK-nawaran tersebut 
benar-benar pihak yang memenuhi syarat dan peserta lelang dianggap 
lelah m enyetujui persyaratan lelang yang tercantum dalam Kepala Risalah 
Lelang. ■

(2) I o iju.il yang m enggunakan penaw aran lelang secara tidak langsung dapat 
m engajukan syarat lelang tambahan antara lain: tata cara pendaftaran 
pfsortn lelar.g, kata sandi (pnsstoord), alamat email, nomor teiepon/faksfmili 
yang digunakan  untuk menerima penaw aran, tata cara penerimaan . 
penaw aran yang Sah, tata cara pem beritahuan pemenang • lelang seila 
sis.l.ipai m ungkin m ensyaratkan adanya Uang Jaminan Penawaran Lelang 
unluk «.I i m asukkan dalam  Kepala Risalah Lelang.

(3) Penjual wajib menyerahkan syarat lelang termasuk syarot lelang tambalv.n 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui oleh Pejabat 
I .t'Innj; secarn tertulis kepada peserta lelang pada saat pendaftaran.

(4) Dalam hal terdapat dua penawaran atau lebih yang sama dan telah 
mencapai atau melampaui Harga Limit, Pejabat Lelang melakukan undian 
uuluk.menontukan Pemenang Lelang.

, Pasal 21 ■

(I) Penawaran lelang yang dilakukan langsung dah /¡duk langsung secaia 
Inrlulis harus dilaksanakan dalam waklu yang luTisanuau «('bagaimana 
dim aksud dalam Pasal 19 av:il (1) dan Pasal 20 ayal ( I).
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• *
(2) jChusus terhadap penawar yang rAwggunakan teknologi informasi dan 

. .komunikasi Penjual dapat mcnoinlw^nn svaral tambahan sebagaimana
'dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2). * •

(3) Penjual wajib menyerahkan syarat lelang termasuk syarat lelang tambahan 
.sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui oleh Pejabat 
•Lelang secara tertulis kepada peserta lejang yang bermaksud mengajukan 
•penawaran secara tidak langsung pada saat pendaftaran.

(4) Penawaran lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (I), apabila terjadi 
‘penawaran yang sama oleh pcserln lelang yang lwdir saja dan sudah 
mencapai alau melampaui Harga Limit, l-Yjabal Lelang melakukan 
, penawaran lisan naik-naik untuk metfcntukdn Pemenang I .dang.

(5) Penawaran lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (I), apabila terjadi 
penawaran yang sama oleh peserta lelang yanj» i-adir dan yang lidak hadir 

•mencapai atau melampaui Harga Limit, Pejabat Lelang melakukan undian 
.untuk menentukan Pemenang Lelang.

(6)j Penawaran lelang sebagaimana dimaksud pada ay.it (I), apabila lorj.idi
•^penawaran yang sama oleh peserta lelang yang tidak hadir saja dan
-.mencapai atau melampaui Harga Limit, Pejabat Lelang melakukan undian
'untuk menentukan Pemenang Lelang.

*1 •
Pasal 22

Peserta Lelang tidak boleh mengajukan lebih dari satu penawaran terhadap 
satu barang yang ditawarkan, dalam hal penawaran lelang dilakukan secara 
tertulis. . •

Pasal 23

(1)' Pelaksanaan lelang pertama yang diikuti hanya oleh 1 (satu) orang peserta 
. ' sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor: 40/PMK.07/2006 Pasal 4 jo.

»' Pasal 14 ayat (6) huruf g, Pejabat Lelang menyatakan Idang dibatalkan 
karena lidak memenuhi syarat dan dapat dilelang utang.

. (2). Pernyataan Lelang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) oleh Pejabat Lelang dibuat secava tertulis.

Pa§a].24

(1) Pelaksanaan lelang yar\g tidak ada penawaran, dinyatakan oleh Pejabat 
. , • Lelang sebagai Lelang Tidak Ada Penawar a n.
(2) Pejabat Leiang tetap membuat Risalah Lelang dengan menyebutkan lelang 

. tidak ada penawaran.' -<

. Pasar 25
i . ' *

(!) Pelaksanaan lelang yang harga penawaran tertinggi bolu m mencapai 
Harga Limit, dinyatakan oleh Pejabat Lelang sebagai I .dang Ditahan.♦ *

(2) Pojabal Lelang Idap .membual Risalah Ldnng dengan nirmvhulkan Mang 
dilahnn.
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Bagian Keempat
• Pembayaran Uang Hasil Lelang

. ' Pasal 26

( 1 ) 'Pembel i  waj ib m e lu na s i  p e m ,‘,' ' \nrnn uai'<* hasil  l e la n g
• ' s e la m b at- lam b atn ya  3  (tiga) hari kerja s e t e la h  p e la k s a n a a n  le la n g  ke cua P

m endapat izin pembayaran harga lelang di luar ketentuan secara tertulis 
dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.

(2) D a l a m  hal -izin p e m b a y a r a n  harga le la n g  lebih dari  \ (li)V')
d ib e r ik a n ,  P e m b e l i  harus  s u d a h  m e n y e l e s a i k a n  k ew aj ib an n ya  se sua i  
d e n g a n  jangka w a k t u  y a n g  telah d i t e ta pk an.  -

(3) D a l a m  hal P e m b e l i  l e la ng  .tidak m e l u n a s i  k e w a j i b a n n y a  se te lah  j a n g k a '  
w a k t u  s e b a g a i m a n a  d i m a k s u d  d a l a m  ayat  (1) d a n  a y a t  (2), maka  pa da  hari

'kerja  b e r i k u t n y a  Pejabat L e la ng  m e m b a t a l k a n  p e n g e s a h a n n y a  s eb ag ai  
P e m b e l i  d n g a n  m e m b u a t  Perny at aa n Pe m ba ta la n.

(-1) Ke pal a  K P 2 L N / P e j a b a t  Le lang Kelas II mombci . i . laluikan Pernyataan  
P e m b a t a l a n ' y a n g  d i b u a t  o leh  Pujabat Lelang y a n g  ber sa ng ku ta n d e n g a n  
su ra t  k e p a d a  P em b e l i  y a n g  \yn n prestasi  d e n g a n  t e m b u s a n  ke pa da  Penjual,  

Ka nt or  W i l a y a h  scW'.mpnl d a n  Direktora t  l a'\ww\\

« • Bagian Kel ima
Bank Kredi tor  s e b a g a i  i ' em bel i

. Pasal  27 ‘

(1)  Bank s e b a g a i  kredi tor  d a p a t  men/nc/ /  /v . se r la  le lang barang jaminan,  
i drt>;>nn m e n y a l a k a n  b a h w a  P e m b e l i a n  ler se bu t  d i l a k u k a n  u nt uk  pihak Jam

yan;> .\!- an d i t u n ju k  k e m u d i a n .

(2) I V m b e l i a n  ba r a n g  ja m in an  «sebagaimana d i m a k s u d  d a la m  ayat  (1) harus
1 ( . ¡¡nyalakan d e n g a n  Akta  N ota r is  y a n g  d i s e r a h k a n  ke p a d a  Pejabat Lelang  
, sebfrl inn p e l a k s a n a a n  le lang .  '

(3) Ban k ;...,h„^ii / /nnnn 'diniaksCrd ' d a h W  a y a l  ('l) pa l i n g  lambai 'I (satu) tah un
: sejiii; ¡»-.’la k s a n a a n  le lan g i w i c y « ¿ M e n y a m p a i k a n  perny at aa n ' tertulis

m e n g e n a i  n a m a  d a n  ident i tas  Pem b e l i  y a n g  di tun juk fcep.W.i Kcpaln 
K P / i  . N /  Pejabat L e la ng  Kelas II. .

(‘I) K e p a la  K P 2 L N / P e j a b a t  L ela ng  Kelas II se t e la h  m e n e r i m a  pernyataan,  dar i  
Bank,  m e n c a t a t  d a l a m  Minu ta a  Risa lah Lelang.

I * .

(5>) D a i a m  hal Bank t i d a k . m e m e n u h i  k e t e n t u a n  s e b a g a i m a n a  d i m a k s u d  d a l a m  
a y a t  (3), Bank y a n g  be rsa n g k u ta n  d i t e t a p k a n  s e b a g a i  Pembeli .I * *

Bagian.Keenam  
Risalah Lelang

. Pasal  28

(T') R is a la h  L e la n g  diberi  n o m o r  urut  per T a h u n  A n g g a r a n .

(2) Bagiaii Kepala Risalah Lelang dibuat oleh Pejabat Lelang sebelum  
•-•pelaksanaan l e l a n g -dan .dibacakan saal pelaksanaan lelang sebelum
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(30 B agian Badan KisaJaJi Lelang dibuat oleh-Pejabat Lelang pnda saat 
.• pelaksanaan  lelang dengan tulisan tangan t.lon atau diketik.

(4) B agian  Kaki Risalah Lelang-dibuat oleh Pejabat Lelang setelah  lelang  
d itu tu p  dengan tulisan tangan dan atau diketik.

(T) P roduk Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh KP2 L N /K a n to r  Pejabat 
'" L elang Kelas II terdirl.dari: i#
'* a. M inuta Risalah Lelang adalah'asli Risalah Lelang yan g  lerdiri dari

Bagian Kepala, Badan dftn Kaki Risalah Lelang lengk.\p  dengan
lampiran-lam pirannya; .

V b. K utipan Risalah Lelang adalah'turunan Risalah Lelang yan g  diberikan
/  kepada Pembeli yang m em uat Bagian Kepala, IJadan yan g  khusus .

. m en vangkut Pembeli bersangkutan dan Kaki;
, c . . Salinan  Rusalah Lelang adalah turunan dari keseluruhan.K isalah I .dani; 

y a n g  diberikan kepada Penjual dan kepada Superi n tendon sebadai
• laporan; dan ••
' d . G rosso Risalah Lelang adalah salinan Risalah Lelang yan g  m em uat 

frasa VDEMI KEADILAN BERDASARKAN K I-TU H A N A N  Y A N C  
M A H A  RSA" dan hanya diterbitkan atas perm intaan Pem beli atau  

. kuasanya. .

(2) Penulisan  kata Kutipan dilakukan pada:
. a. halam an pertama Risalah talang. 'dialas kala-kala "RISALAH  

LELANG";
b. halam an terakhir Risalah Lelang pada bagian kanan baw ah seb elu m  

tanda tangan Kepa'a KP2LN/Pejabat Lelang Kelas II di atas materai 
secukupnya dongan dibubuhkan kata-kata "diberikan K ulipan kepada  
pem beli sebagai akta jual beli" dengan m encantum kan tanggal 
pengeluarannya; '

. c. setiap  halaman harus dibubuhkan paraf Pejabat Lelang Kelas I dan  
d itera /ca p  dina$, dalam  hal Pejabat Lelang yang bersangkutan  
berhalangan tetap/m utasi diparaf oleli Kepala KP2I .N;

d. setiap  halaman harus dibubuhkan paraf Pejabat Lelang Kelas II dan  
d itera /ca p  jabatan, dalam hal Pejabat Lelang berhalangan yang  

, bersangkutan tetap/m utasi diparaf oleh pejabat yang berw enang.

03) P enu lisan  kata Salinan dilakukan pada:
• a. halam an pertama Risalah Lelang, diatas kata-kata "RISALAH

1 LELANG"; dan ,
 ̂ b. halam an terakhir Risalah Lelang,pada bagian kanan bawah seb e lu m

i tanda tangan^ Kepala K P2LN/Pejabat Lelang Kelas N d en gan
• dibubuhkan kata-kata "diburjtitAn Salinan sesuai dengai. aslinya".

(4) P enulisan  frasa "DEMI. KEADHj^N BERDASARKAN K E TU H A N A N  
Y A N G  M Al lA liSA " dilakukan pStlVi:
a. hnlamnr. pertama Risalah Lelang, dialas kala-kala' "RISALAI! 

LELANG";
b. halam an terakhir Grosse Risalah Lelang pada Iv.gian kanan baw ah  

sebelum  tanda tangan Kepala KP2LN/Pejabat I d an g  Kelas II di atas 
m aterai secukupnya dengan dibubuhkan kata-l ata "diberikan sebagai 
grosse  pertama" dengan m enyoluilkan nama o» mg y.m g m em intanya  
d an  untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya;
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c. setiap halaman harus dibubuhkan pura/' i ’e;abal Lehmg Kelas I dar.
. d itera /cap  dinas, dalam  hal Pe|abal -Lelang y. m w, bersangkutan 
berhalangan tetap/m utasi diparaf oleh Kepala KP2I.N1:

J . setiap halaman harus dibubuhkan par.U' Pejabat Lel.mg Kelas  II d.m 
d itera /cap  jabatan, dalam  hal IVjob.it Lelang IvrhaUmgan y.m;.-, 
bersangkulan tetap/m utasi diparaf oleh  pejabat y.int: berwenang.

(5 ).Risalah Lelang sebagaim ana dim aksud dalam  ayat (I) diberi sampul:
1 ( j p  warna merah muda untuk barang tklak bergerak atau barang tidak . 

bergerak yang disatukan dengan barang bergerak; dan
b. warna kuning muda untuk barang bergOrak. •

i Pasal 30I . ,

('l) K e p a l a  KP2LN m enunjuk Pejabat Lelang Kelas I Inln untuk m en yelesa ikan ' 
pem buatan Minuta Risalah Lelang, dalam  hal Pejabnt Lelang yang  
bersangkutan m eninggal dunia sebelum  m enyelesaikan pem buatan  
M inuta Risalah Lelang. •

(2) B u p erin tenJen /K epala  Kantor W ilayah se lem p at menunjuk Pejabat Lelang 
lain untuk m enyelesaikan pem buatan M inuta Risalah Lelang, dalam  h.il 
Pujabal Lelang Kelas II yang bersangkutan m eninggai «lunia sebelum  
m en yelesa ikan  pem buatan M inuta Risalah Lelang.

'! ......  Pasal 31

(1) 13 o a M eterai u n tu k  M inuta Risalah Lelang dibebankan kepada Penjual.

(2) ¡’ c: i '-; •!(■;;•<.i untuk K utipan Risr.lah Lelang dibebankan kepada Pembeli.

(3) :■£;>rai untuk G rosse Risalah Lelang dibebankan kepada Pembeli atau 
pih.'.K ::eiiya yang berkepentingan.

(<l) Oea i\i :lera: u.nluk Salinan Risalah Lelang dibebani m kepada piliak yang  
berk'.'pei-.tingah. .

(5) Salinan Risalah Lelang untuk laporan pelaksanaan Iciang/kepenlingnn  
dinas tidak dibubuhi materai.

• Pasal 32
t

(1) Jangka waktu penyelesaian Salinan Risalah Lelang untuk kepentingan  
dinas paling lam bat sepuluh  hari kerja setelah pelaksanaan lelang.

(2) jangka waktu penyelesaian Kutipan Risalah Lelang tanah atau tanah dan 
bangunan, paling lambat em pat hari kerja setelah Pembeli menunjukkan  
tuikli ¡¡etor pelunasan lil*l ITU.

Pasal 33 ’4 '
'Minuta Risalah Lelang disim pan pada K P2LN /K antor Pejabal Lelang Kelas II
'secara rapi dan teratur dengan nom or berurutan dan tahun anggaran.
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Bagian Ketujuh 
Ketentuan Penutup

• Pasal 34

P«ida saat Peraturan DirekturJenderal.ini mulai berlaku K eputusan Direktur 
Jenderal Piutang dan Lelang. Negara Nom or 35/ PL/ 2002 len tang Petunjuk 
T eknis Pelaksanaan Lelang dinyatakan Hdak berlaku.

. Pasal 35 •
I '

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tnnj»j^nl ditetapkan.

Ajjar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan p e n g u m u m a n  P e r a t u r a n  

D irektur Jenderal Piutang dan Lelang Negara ini d e n g a n  p iM ie m p a t a n n y a  

dnlnm  Berita Negara Republik Indonesia. .

i Ditolapkan di Jak.u ia

' Pada tanggal ,?,'(} J (J N  2U(]tT '
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D EPA RTEM EN  KEUANGAN REPUBLIK IN D O N ESIA  
BAD AN URUSAN PIU TA NG DAN LELANG NEGA RA

Jin. Prapatan Nomor 10 Telpon 3849802
Jakarta 10410 Fax. 3847742
Kotak Pos 3169

Yth. 22 Nopember 2000
1. Para Kepala Kantor Wilayah BUPLN
2. Para kepala Kantor Lelang Negara
3. Para Kepala kantor Pejabat Lelang Kelas II
• Di seluruh Indonesia.

SU RA T ED A R A N
Nom or : SE-23/PN/2000 

Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan

Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 19/PN/2000 tentang 
Pelaksanaan Surat Edaran Nomor SE-21/PN/1998 tentang petunjuk Pelaksanaan 
Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan perlu diberikan petunjuk dan 
penegasan  terhadap pelaksanaan lelang hak tanggungan sebagai beriku t:

1. Berdasarkan pasal 20 ayat £1] Undang-Undang Hak Tanggungan [UUHT], 
m aka lelang eksekusi Hak Tanggungan dapat dilaksanakan sebagai berikut:
a. Pem egang Hak Tanggungan pertama menjual objek Hak Tanggungan 

atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum Pasal 6 Undang- 
Undang Hak Tanggungan.

b. Pem egang Hak Tanggungan berdasarkan titel eksekutorial yang 
terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan menjual melalui pelelangan 
umum sesuai pasal 14 ayat [2] UUHT.

2. Lelang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a 
berdasarkan  pasal 6 UUHT memberikan hak kepada kreditur pemegang hak 
Tanggungan pertam a untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan 
sendiri apabila debitur pem beri Hak Tanggungan cidera janji [wanprestasi]. 
Penjualan objek Hak Tanggungan tersebut pada dasarnya dilakukan dengan 
cara lelang dan tidak memerlukan fiat eksekusi dari pengadilan mengingat 
penjualan berdasarkan pasal 6 UUHT ini merupakan tindakan pelaksanaan 
perjanjian. Oleh karenanya dalam pelaksanaan lelangnya harus 
m em perhatikan hal-hal sebagai b eriku t:
a. Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan harus dimuat janji sebagaimana 

dim aksud dalam pasal 6 Jo. Pasal 11 ayat [2] huruf e UUHT, yaitu apabila 
debitur cidera janji pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak 
untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui

Efektivitas implementasi..., Halimatu Sadiah, FH UI, 2008



S « S e ” . 'ne"8an,bil pClun!lsa" P*u)a"gnya dari hasil

b T ^ g u n g a n epbcrtamaPem0l,°n lela"S ada‘ah Kred" " r  P em egang  Hak

f.
g

h.

3.

d P e n a n i 3™ mela,ui. Pej.abat Le,an8  Kantor Lelang N egara, 
e Tidak a° 8 men8**cut‘ tata cara pengum um an lelang  eksekusi.

Persetujuan debitur untuk pelaksanaan lelang.
Nilai I,m,t sedapat mungkin ditentukan oleh Panitia

g ' ' £ £ ™ Z g ' ° ng PaSa' 6 UWIT ‘nl dapa'  m eliba' ka '> Balai Lelang pada
Dokumen persyaratan lelang antara lain terdiri dari •
i. oaunan/fotocopy Perjanjian Kredit

T an g g ^ g l““ ^  Ser" nka'  Hak Tan®®unSan «  Akla Pem berian  Hak

3' < tlggu tganCOPy Sertinka‘ "ak a‘aS lanah d ibeban i hak
4. Salinan/fotocopy bukll bahwa debllur w anpreslasl y a n g  d a p a t  b e ru p a

{? 1" gatan;Peringatan mauPun Pernyataan dari Pim pinan/D ireksi 
Bank yang bersangkutan selaku kreditur
f S n PS f aan dar.i .PimP‘nan/Direksi Bank yang bersangkutan  
gugatan 31,8 ,Smya bertanggung jaw ab apabila terjadi

d H a k L i S l  T="ggunP ,n , sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf b 
rfsiS  l  ? IeIang berdasarkan pasal 6 UUHT tidak dapat
dilakukan karena Akta Pemberian Hak Ta„gg„„gan tidak m e m u a t  janji 
sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Jo. Pasal I I  ayat [2] huruf e atau adanya 
kendala /  gugatan dari debitur /  pihak ketiga. Penjualan ini m e r u p a k a n  
pelaksanaan titel eksekutorial dari sertifikat Hak Tanggungan vano  memuat
v a l ,lah “DEMI KEAD,1AN berdasarkan  ke tu h a n a n  y a n g  m a h a  ESA”
yang mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan telah

E r a v a y  d ihk  “l ' 'an hUk"n'  'T “p ' Pe"jnali,n “ 'y 811 Hak Tanggungan Ini pada 
Pengadilan 'elang dan memerluka„ nar e k f e k u Si dari

Pelaksanaan lelangnya harus memperhatikan hal-hal sebaea« berikut • 
a. Bertindak sebagai pemohon lelang adalah Pengadilan N eeeri 

Pelaksanaan lelang melalui Pejabat Lelang Kantor Lelang N egkra 
rengumuman lelang mengikuti tata cara pengumuman lelang eksekusi.
M , 1. F kan Persetujuan debitur dalam pelaksanaan lelang. 
iMUai limit sedapat mungkin ditentukan oleh penilai.
le lang3" 33"  lnl dapa* meIibatkan BaIa' Lelang pada  ja sa  p ra 

g- Dokumen persyaratan lelang antara lain terdiri dari :
1. Salinan/fotocopy penetapan aanmaning/teguran.
2. Salinan/fotocopy penetapan sita pengadilan.
3. Salinan/fotocopy berita acara sita.
4- Salinan/fotocopy penetapan lelang pengadilan

a
b.
c.
d.
e.
f.
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5. Salinan/fotocopy perincian hutang atau jumlah yang harus 
dipenuhi.

6 . Salinan/fotocopy surat pemberitahuan lelang pada termohon 
eksekusi.

Berdasarkan Pasal 20 ayat [2] UUHT, atas kesepakatan pem beri Hak 
Tanggungan dan P em egang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak 
Tanggungan dapat dilaksanakan dibawah tangan. Penjualan sem acam  ini 
tidak boleh  dilakukan secara  lelang.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaim ana mestinya.

Kepala Badan Urusan Piutang & Lelang Negara 
t.t.d.

KARSONO SURIOWIBOW_Q 
NIP 060033116
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